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!. LATAR BELAKANG 

BABI 
PENDABULUAN 

Modal adalah sumber daya utama pengembanga.n perekonornian 

bangsa. Th:npa modal tidak ada investasi, dan tanpa investasi mustahil ada 

pertumbuhan ekonomi. 1 

Negara yang mampu memproduksi moda1 akan mampu 

menyejahterakan rakyatnya. Hal itu tergambar di negara-negara barat Negara 

Barat rnampu memproduksi modal bagi pengembangan ekonominya, 

Sebaliknya, negara-negara komunis dan negara~negara berkembang Jainnya 

tidak mampu, sehingga kekayaan tidak terbentuk. Perbedaan yang mencolok 

antara negara Barat dan negara berkembang adalah aset di negam-negara 

Barat dapat dikonversi menjadi modal untuk meningkatkan produktivitas 

karena adanya legalitas dan keteraturan dalam pemilikan asset Sebaliknya 

sumber daya yang dernikian kayanya di negara-negara berkembang seperti 

'Kaman Nah;ggolan, Kesulilan Aset Menjadi Modal, l<.umpas 2003, halaman 33 
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Indonesia sangat sulit dikonversi menjadi modal.2 

Sangat laz.irn tetjadi hak pemilikan atas sumber daya tidak 

terdokumentasi dengan baik sehingga aset ini tidak dapat dikonversi menjadi 

modal. Aset juga tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak 

berharga sebagai saham investasi. Negara Barat telah memiliki tatanan hukum 

yang maju yang mampu merepresentasikan aset yang dimiliki sehingga mudah 

dikonversikan menjadi modal. Dengan proses representasi aset inilah negara 

Barat menginjeksi kehidupan kepada aset dan menghasilkan modal hidup. 3 

Kebanyakan negara-negara rniskin memiliki barta tetapi tidak memiliki 

proses representasi asetnya untuk dijadikan modal. Mereka memilik1 rumah, 

tetapi tanpa hak kepemilikan. Maka tidak mengherankan demikian banyaknya 

aset di negara berkembang yang berupa modal mati (death capital) inilah 

misteri modal seperti dikemukakan HeiiUlndo De Soto.4 

Aset sebenamya dapat diubah dari suatu yang invisible menjadi visible 

dengan proses konversi. Tetapi, hanya negara-negara Barat yang dapat 

melakukan hal ini, Hernando DeSoto me1alui kajian~kajian yang mendalam di 

berbagai negara berlrembang membantu pernahaman kita tentang misteri 

modal dan sumber permodalan sehingga dapat mengoreksi kegagalan­

kegagalan ekonomi negara-negara berkembang.5 

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan denga.n adanya modal 

keija maka usaha agroindustri perumahan di pedesaa.n dapat berkembang 

dengan baik. Rlbuan bahkan jutaan usaha agrobisnis akan dapat berkembang 

dan menyerap banyak tenaga kerja rnanakala tersedia modal yang mudah 

diakses disertai pelatihan tentunya. Di perkotaan tatJah secara efektif 

dipergunakan sebagai jaminan pokok da1am memperoleh kredit petbankan. 

Petani Kelapa Sawit memiliki berhektat-hektar tanah, tetapi di Kabupaten 

Sanggau. masih terlalu banyak tanah-tanah yang dibiarkan terbengka!ai tidak 

1/bid 
'Ibid 
4lbid 
~Ibid 
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diusahakan. Sepanjang perjalanan dari Pontianak menuju Sanggau masih 

banyak tanah yang hanya ditumbuhi semak belukar. 

Saat ini tumbuh subur koperasi-koperasi perkebunan. Berdasarkan data 

pada Dinas Koperasi Kabupaten Sanggau tercatat lebih dari 100 (seratus) 

badan hukum kopernsi, diantaranya adalah Koperasi khusus yang bergerak di 

perkebunan maupun yang jenis koperasi yang lain yang berada di wilayah 

perkebunan, walaupun perkembangannya tida.klah sepesat Koperasi Kredit 

atau yang lebih dikenal sebagai Credit Union. Kendala klasik yang dihadapi 

adalah pennodalan. 

Pengertian permodalan datam Undang~undang perkoperasian yang 

berupa Simpanan pokok maupun simpanan wajib oleh anggota diperluas 

selain dalam bentuk iuran berwujud sejumlah uang, seharusnya juga bisa 

meroasukkan tanah (ninbreng11 tanah) sebagai salah satu modal untuk 

memperbesar permodaian 1roperasi itu sendiri, mekanisme untuk itu 

seharusnya mulai dipikirkan. 

Hakekat pendirian sebuah kopernsi sebagai diungkapkan oleh Charles 

Gide yang berbunyi ~1ca1au mau berkembang dan tetap setia pada dirinya 

sendirl dan tidak menyhnpang menjadi bentuk lain, maka nilai moral yang 

mendasarinya harus merupakan realita-realita hidup maupun tingkah laku 

orang-orang koperasi''6 • Dengan perkataan lain bakikat perkoperasian bukan 

ditentukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan hukum yang 

dipcrolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip-prinsipnya 

sudah merupakan reliata-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku 

koperasi dan anggotanya (Koennen, 2003)7 

Casselman mendifinisikannya sebagai berikut "cooperation is an 

economic system with social colllrast", berarti koperasi mengandung dua 

unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem 

6 And jar Paehla W, Myra "Rosa Bachtiar, Nadia Maul !sa Bene may, Hukum Koperqsi indonesia, 
Pemnlwman, R~gulc. Pemlirian dan Modal Usa!Ju, Ed. I, Cet. 2. Jakarta: Kencana 2007, halaman 
21. 

'Ibid, halaman 21 
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dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen­

kornponen atau bagian yang sating berkaitan yang secara bersama-sama 

berfungsi mencapai tujuan bem1otif ekonomi atau mencari keuntungan. s 

Pandangan~pandangan tersebut di atas. sesungguhnya bisa menjadi 

jembatan bagi Koperasi-kopemsi khususnya yang ada di Wilayah Kabupaten 

Sanggau untuk memasukkan tanah C1lnbreng" tanah) rnenjadi salah satu dari 

unsur permodalan perkoperasian. Tanah bagi seorang petani adalah modaJnya 

utama, lalu mengapa justru aset utama itu t.ak terwakili dalam pendirian 

koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran petani. 

Perkebunan-perkebunan besar telah menjamah tanab-tanah masyarakat di 

Kabupaten Sanggau, K.operasi-koperasi pun telah banyak didirikan. yang pada. 

umumnya difasi1itasi oleh pemsahrum-perosahaan perkebunan yang 

membangun perkebunan di Wilayah Kabupaten Sanggau. tetapi masih 

terbatasnya jumlah Koperasi yang berhasil dan mandiri dan dibangun dari 

oleh dan untuk masyarakat petani itu sendiri. yang memahami benar 

kernampuan ekonomi _ anggotanya belum pernah sungguh~sungguh 

memandang tanah yang dimiliki!dikuasai oleh anggotanya sebagai aset yang 

dapat diperbitungkan da!am permodalan koperasi. Anggota koperasi yang 

umumnya berlatar belakang petani, kekayaan utama mcreka ada1ah tanah­

tanah mereka. Inilah yang membcrikan inspimsi untuk memperluas 

pemahaman terhadap pengertian pennodalan yang dikenal dalam koperasi 

selama ini, 

Tanah merupakan sumber pengbidupan dan kehidupan sebagai tempat 

tinggal maupun sebagai faktor produksi yang dapat dimiliki, sehingga 

mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam masyarakat. Oleh karena 

itu, negara sebagai organisasi kekuatan rakyat memandang perlu untuk 

menguasai buml. air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya. Secara fundamental, Pasal 33 ayat {3) UUD 1945 

telah memberikan landasan norrnatif bahwa kebijakan pertanahan nasional 

bertujuan untuk mewujudkan sebesar~besarnya kemakmuran rakyat secara 

8/bitl, ba!arnan 21 
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adil." 

Hak menguasai dari negara yang dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 bukan berarti bahwa seluruh tanah dan wilayah Indonesia dlrniliki oleh 

negara, melalnkan memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemelibaman 

buml, air dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 

hukum antara orang--orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Menentukan 

dan mengatur hubungan-hubungan antara orangw(lrang dan perbuatan­

perbuatan hukum mengen.ai bumi, air dan ruang angkasa yang berkaitan 

dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang PokokAgxaria No 5 Tahun 1960.'• 

Menurut hukum positif. ''tanah negarau adalah bidang-bidang tanah 

yang belum ada hak atas tanab atau bekas hak yang habis masa ber1akunya. 

Tanah ini langsung dikuasai negara dan ber:fungsi untuk: kepentingan publik 

atau per1indungan. Negara menjadi organisasi kekuasaan tertinggi untuk 

mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya sebagai aset bangsa. Pada 

prinsipnya. konsep Hukum Tanah Nasional adalah konsepsi hukum adat yang 

ditingkatkan cakupannya meliputi semua tanah dtseluruh wilayah lndonesia. 11 

Di sisi lain) "tanab ulayat" juga sesungguhnya mempunyai spirit yang sama. 

Tanah uJayat merupakan sumbet daya yang diperuntukkan untuk sebesar­

besarnya kemakmuran warganya. Bidang-bidang tanah, dimanapun di wilayah 

Kalimantan Barat, adalah tanah ulayat. Tanah-tanah yang tidak "dikuasai'' 

secara pribadi dengan sendirinya menjadi ulayat, sebagai cadangan untuk 

nanti didistribusikan jika ada yang membutuhkan. 12 

Terkait dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur penggunaan. 

peruntukkan dan penyediaan tanah, maka hak-hak privat tennasuk hak: milik 

atas tanab warga dapat diambil alih atau dicabut haknya guna pemenuhan 

1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunon Peraruran-peraturan Hukum Tanafl, Ed. 
Revisi. Cet 13, Jakarta: Djambatan, 2006, halaman 5. 

L
0lbld, halaman 6 

11Sahyuti, Pemaufoaton Tanah Ulayat untuk Pengemlmngan Agribis1Jis PerkebuiJU/1. Pusat 
Anallsis Sosial Ekonomi dan l<ebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian,Bogor, 2008, halaman 
2 

1 ~Jbid, ha!aman 2 
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kcburuhan atas tanah yang dlpernntukkan bagi pe1aksanaan kegiatan 

pembangunan untuk kepentingan umum, Namun, pengambilaJihan tanah harus 

memperhatikan prinsip keadi1an sehingga tidak merugikan pemHik asal. Salah 

satu prinsip dasar dari pengambiJallhan tanah yang universal adalah 'no 

private property shall be Iuken for public use withaut just and fair 

compensatio11 ". artinya proses pengambilalihan tanah dilakukan dengan 

kompensasi yang jujur dan adil (Landpolicy org: 2005). Namun, dalam 

prakteknya prinsip~prinsip ini sering terabaikan dengan sikap pragmatisme 

aparat pemerintah. 13 

Menarik untuk mencatat kutipan dari deklarasi yang disampaikan oleh 

Serikat Petani Kelapa Sawit Distrik Sanggau, Kalimantan Barat. yang pemah 

mendeklarasikan pada tanggal9 Juni 2006 dampak-dampak yang ditimbulkan 

oleh Perkebunan K.elapa Sawit yang teiah banyak merubah kondlsi alam dan 

kesejahteraan masyamkat adat Kalimantan Barat sebagai berikut: 14 

"111e development of oil paln1 plantatiotzS has played a significant role itl 

improving peoples' incomes, particularly of those involved ill partnerships 
with the oil palm plantation companies. However. this does not mean that the 
development of oil palm plantations has been without any problems. Ever 
since the initial developments of oil palm plantations in the district, tl1ete !rave 
been significant and growing concerns and serious impacts on local 
communities, especially small oil palm farmers, among others: 
a. Land acquisition for oil palm developments has not recognised the 

customary rights of indigenous peoples and the n"ghts of local 
communities; 

b. Allocations of formers' plots are obviously unfair; not transparent and 
have been accompanied by falsified promises, infringed agreements and 
the fraudulem application of the relevant regulations; 

c.. Compensation, if any, paid for land has been iusufficieiJt; 
d, Credit has been decided without involving fanners in a participatory 

manner; 
e. .Farmers are not involved systematically ill tlie process of priciltg of Freslr 

Fruit Bunches (FFB) so !hat the prices are not based on an agreed 
consensus; 

f Local communities do not have opportunity to be employed as workers on 
nucleus plaltlations and CPO processing mills; 

g. The main and con,ecting roads to lhe .smallltolders 'oil palm plots get lack 

tl Jbfd, halaman 4 
14Serikat P~tani Kelapa Sawit Sanggau Disnict,. West Kalimantan. Indonesia. Wisma Tabor Pusat 

Damai, 9 June 2006. 
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ofmaifltemmce by both the companies and the government; 
h. The areas of oil palm plots allocated to smallholder are not commensurate 

with tire areas of land released by the communities for oil palm 
developmem: 

i. Social conflicts have resulted between commuuities and companies, 
between communities and the govenrment, and within the communities; 

j. Enviroume111al pollution by mill ejjluetrts a11d chemicals used in the oil 
palm plantations of downstream river waters. soils aud the air is a serious 
problem: 

k. Companies do ltot recognise and respect local customary Jaws and 
applicable national laws. 

Masalah-masalah sebagai diperjuangkan oleh Serikat Petani Ke!apa 

Sawit, telah berlangl';ung cukup lama, masa!ah-masalah di perkebunan 

sesungguhnya telah dimulai sejak perkebunan-perkebunan di bawah 

pemerintahan Be1anda yang mengambil tanah-tanah masyarakat secara pak.sa. 

Sebelum UUPA, pemerinbhan Belanda pada waJctu itu" hanya 

mengakui tanah-tanah yang kepemilikannya telah sesuai dengan sistem 

pendaftaran yang bertendensl positif, sehingga tanah-tanah masyarakat yang 

tidak pernah terdaftar dalam sistem positif tersebut tidak diakui pula sebagai 

tanah-tanah masyarakat. Ketika terjadi peralihan pemerintahan dari Be1anda 

menjadi Republik Indonesia, masalah tanah-tanah perkebunan yang diambil 

dari masyarakat. juga tak pernah sungguh terselesaikan hingga saat ini. 

Perkebunan-perkebunan sepenuhnya menjadi milik negara, tanpa pula 

menyelesaikan kepemilikan tanah-tanah masyarakat. 

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, P,.al 30 

disebutka.n bahwa yang dapat memiliki Hak Guna Usaha adalah Warga Negara 

Indonesia, danlatau Badan hukum yang didirikan menurot hukum Indonesia 

dan berkedudukan di lndonesia. 16 Ketentuan~ketentuan sebagai disebut di atas. 

mernbuka peiuang bagi koperasi-lroperasi k.hususnya koperasi perkebunan 

untuk dapat mengajukan permohonan hak guna usaha. Koperasi adalah saiah 

satu badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

)$ Mart!Ja Su-uit, Chip Fay, A. Kusworo, Bagaimaua Hak-!Jak Masyarakat !fttkum Adai dalam 
Menge.lola Sumber Daya Alam Diatur. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, 
balaman 6. 

16Undang~undang Nomor 5 Tahtm 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pustaka 
Mernh Putlh, Yogjakarta, halaman 2R 
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di Indonesia, maka tak ada alasan untuk menyatakan bahwa Koperasi tidak 

dapal diberikan Hak Guna Vsaha. Koperasi menjadi satu-satunya Badan 

Hukum yang dapat dijadikan sa.rana untuk mencapai kemakmuran masyarakat 

khususnya petani/pekebun yang adalah masyarakat Indonesia, sebagai di 

jamin dalam Pasal33 Undang-Undang Dasar 1945, 

Permasalahan di bidang pertanahan yang menonjol dalam pra 

refonnasi hingga pascareformasi, adalab konflik di atas tanah perkebunan 

yang Ielah diterbitkan Hak Guna Usaha kepada PT (Persero) Perkebunan 

Nusantara XIII dan perkebunan swasta lainnya baik dalam bentuk PMA 

maupun Perseroan Terbatas, Sengketa atau kasus~kasus perkebunan umumnya 

adalah sengketa atau kasus antara masyarakat di satu sisi dan perusahaan 

pernegang Hak Guna Usaha dalam bentuk penjarahan basil perkebunan dan 

pendudulcan tanah~tanah perkebunan dengan a1asan untuk pernenuhan hidup 

akibat dari desakan krisis ekonomi. Sementara untuk tanah~tanah Hak Guna 

Usaba tersebut dalam keadaan tidak tanam atau memang disediakan untuk 

replantasi atau peremajaan tanaman. 

Perkebunan Kelapa Sawit di Sanggau dimulai sejak: tahun 1979, yang 

diadakan di atas tanah milik penduduk khususnya suku Dayak;. yang 

menguasainya secara perorangan. maupun melalui pewarisan secara turon 

temurun yang meliputi kawasan yang cukup luas. Berdasarkan data statistik 

pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2005, tercatat total area perkebunan 

Ke!apa Sawit telah mencapai 131.148,64 hektar, 20.512,60 hektar dikuasai 

oleh perseroan yang dimiiiki oleh negara 30.453,40 hektar dikuasai oleh 

perusahaan swasta, 21.999130 hektar dikuasai oleh perusahaan asing dan itu 

berarti, sisanya sebesar kurang lebih 49.729,24 hek:tm dikuasai oleh petani 

seternpat 17 

Meskipun dernikian sampai saat ini kepemilikan atas tanah~tanah yang 

dikuasai oleh perusahaan-perusahaan baik swasta maupun negara masih 

menimbulkan permasalahan berlrenaan dengan proses pennohonan haknya 

11 Badan Pusat Statistik, 2003 
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dahulu yang dilakukan dengan pembebas.an tanah dengan istilah "penyerahan 

hak" dari masyarakat kepada perusahaan, dan yang bcrakhir dengan 

pemberian Hak Guna Usaha atas nama perusahaan tersebut oleh Badan 

Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. 

Sementara itu dengan adanya upaya-upaya untuk mencari sumber 

energi altematif, perkebunan Kelapa Sawit semakin berkembang di Kabupaten 

Sanggau dengan proses .. pembebasan tanah" yang cukup menarik~ dimana 

perusahaan-perusahaan swas:ta menawarkan ketjasama berupa penawaran 

pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dengan menghimpun para petani 

pemilik lahan dalam suatu badan hukum dengan wujud Koperasi. Koperasi 

yang seharusnya tumbuh atas inisiatif anggotanya justru tak terwujud. Kendala 

klasik ada!ah permodaian. 

Dengan latar belakang di atas, maka penulis tetinspirasi untuk 

melakukan penelitian karena banyaknya sengketa tanah antara petani dan 

perkebunan, banyaknya petani yang kehilangan bak alas tanab mereka yang 

telah mereka serahkan kepada perkebunan-perkebunan dengan system 

kompensasi yang tidak cukup adil, pengadaan laban untuk perkebunan 

(khususnya keiapa sawit) tidak memperhatikan hak~hak petani setempat 

(petani pemilik tanah), penentuan beban ktedit tanpa melibatkan petani secara 

partisipatif. Adalah penting untuk mencari upaya penyetesaian permasalahan­

permasalahan diatas. Fak:ta bahwa tanah dan petani adalah satu kesatuan. 

maka upaya menggali lebih Janjut objek penelitian menjadi sangat 

bergunaibennanfaat untuk mencari solusi bagi para petani untuk mendapatkan 

status hukum atas tanah mereka yang akan mereka masukkan (inbreng) daLam 

permodalan koperasi, dengan adanya inbreng hak atas tanah mereka, selain 

dapat dijadikan sebagai setoran "modal". juga tetap memberikan jam in an hagi 

petani untuk tetap memiliki tanah yang dijadikan inbreng. 

2. PERMASALAHAN 

Untuk mempertajam maksud dan tujuan pcnelitian ini, penulis 

membagi dalam 3 (tiga) pertanyaan peneJitian sebagai inti dari latar belakang 
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dl atas. sebagai berikut: 

1. Bagaimana undang-undang perkoperasian dan undang-undang pokok 

agraria memandang lnbrellg hak atas tanah? 

2. Mengapa Inbnmg hak atas tanah dapat dijadikan modal dalam koperasi? 

3. Apa akibat hukum lnbrellg hak atas tanah dalam permodalan koperasi? 

3. METODE PENEUTIAN 

Untuk memperoleh jawaban~jawaban atas perrnasa1ahan di atas, 

penulis memilih metode penelitian deskriptif, ekspianatoris dan evaluatif. 

Dengan metode-metode itu penulis ben:mggapan bahwa atas 3 (tiga) 

permasalahan itu, tujuan. penelitian dapat dicapai dengan memberikan 

gambaran atas akar permasa1ahan, memaparkan ataupun menguraikan apa 

yang teJah diketahui berkaitan dengan permodalan koperasi dan akhimya 

mengevaluasi sekaligus men.gkritisi ketentuan-ketentuan yang berlaku selama 

ini, sehingga maksud untuk mengimplementasikan fnbreng hak atas tanah 

(terutama HGU) dalam permodalan koperasi, dapat dijadikan solusi untuk 

menyelesaikan atau setidak-tidaknya memberikan jalan untuk mengurangi 

masalah pertanahan di perkebunan. 

Sumber data, pengolahan data dan analisis data diperoleh dengan cara: 

1. Data primer diperoJeh dari nara somber berupa wawancara yang dilakukan 

kepada Dinas Koperasi Kabupaten Sanggau, Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Sanggau, Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau1 

Manager PTPN XIII Gunung Meliau, berikut beberapa koperasi yang 

dipilih secara random yang berada di wilayah perkebunan Sanggau. 

Pendapat-pendapat mereka diharapkan dapat lebih mempetjelas gambaran 

pennasala.h yang teijadi di lapangan dan bagairnana rnereka menyikapinya, 

serta pengamatan selama bekerja sebagai Notaris di Kabupaten Sanggau, 

2. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan~bahan 

yang sifatnya tertulis~ baik dalam bentuk asli maupun olahan yang 
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diperoleh di perpustakaan, Dinas K.operasi, Kantor Pertanahan, dan 

laporan~laporan perusahaan maupun koperasi. Disamping bahan-bahan 

primer maupun bahan sekunder yang ditemui melalui peraluran 

perundang~undangan, buku-buku, artikel, opini, hasilMhasil penelitian 

berupa laporan-laporan yang dapat mendukung maksud dan tujuan 

peneiitian ini. 

3. Pengolahan data dan analisa data dilaksanaknn dengan pengelompokan 

sumber~sumber data yang berkaitan dengan pokok bahasan yakni tentang 

perkoperasian dengan rnenganalisa ketentuanwketentuan yang berlaku atau 

hukum positif terhadap praktek yang terjadi di dunia perkoperasian. 

Kemudian datawtata yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha terutama 

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pokok Agraria dan peraturan 

pelaksanaannya. 

4. SlSTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut 

Bab I PENDAHULUAN 

Babll 

Bah ini menguraikan tentang latar belakang pennasalahan, 

pokok pennasalaban~ metode penelitian dan sisternatika penulisan. 

POKOK BAHASAN 

Dalam Bab U ini terdapat pokok bahasan akan coba 

diuraikan dengan menguraikannya da1am beberapa sub bahasan. 

Berdasarkan judul tulisan maka sub~bab yang dimaksud lldalah: 

1. Pennodalan dalam Koperasi. 

Dalam bah ini akan diuraikan tinjauan teoritis 

berkenaan dengan permoda1an koperasi, yang diawali dengan 

definisi dan karakteristik koperasi, arti modal bagi koperasi, 

sumber modal koperasi, sumber-sumber pennodalan koperasi 
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dalam l!ndang-undang KcperasL 

2. Hak Guna Usaha 

Tanah-tanah perkebunan cenderung memerlukan luasan 

yang sangat besar, maka hak atas tanah yang akan diuraikan 

lebih lanjut !ebih ditujukan pada Hak Guna Usaha, Oleh 

karenanya dalam bah ini akan diuraikan tinjauan te()ritis 

berkenaan dengan Hak Guna Usaha sehagai diatur dalam 

perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada 

Undang-undang Pokok Agraria, didahului dengan pengertian 

Hak Guna Usaba, subyek Hak Guna Usaba, Qbjek Hak Guna 

Usaha, terjadinya Hak Guna Usaha, jangka. waktu berlakunya 

Hak Guna Usaba, hak dan kewajihan pemegang Hak Gnna 

Usaha, pembehanan dan petalihan Hak Gnna Usaha, hapusnya 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Usaha dan umah adat/ulayat, 

dalam penguraiannya akan juga disandingkan dengan 

implementa.~inya di Witayah Kabupaten Sanggau. 

3. "Inbrengu HakAtas Tanah 

Dibahas tentang pandangan Undang-undang 

Perkoperasian dan Undang-undang Pokok Agraria terhadap 

"inbreng11 hak atas tanah, khususnya Hak Guna Usaha yang 

menjadi fokus tulisan ini. 

Bab Ill. KESIMPULAN DAN SARAN 

Daiam bah ini akan disimpuJkan segala analisis atas pokok­

pokok bahasan, hubungan-hubungan antara pokok-pokok bahasan 

dan akhimya simpulan dan saran atas permasalah penelitian, yang 

dapat diharapkan menjadi a1ternatif solusi yang dapat diterapkan 

dalam pennasalahan yang timbul sebagai dituangkan dalam 

penuiisan ini. 
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BABII 

PEMBAHASAN 

L PERMODALANKOPERASI 

1.1 KARAKTERISTIK KOPERASI 

Prof. R.S. Soeriattmadja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonorni 

Universitas Indonesia mernberikan definisi koperasi sebagai berikut:13 

"Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar 

persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama 

dan politik secara sukareia masuk, untuk s.ekedar memenuhi kebutuhan 

hersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersarna. 10 Definisi 

berikutnya adalab dari Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari 

18Hendrojngi, Koperasi, Azas...azas, Teori dan Praktek, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, Cet ke·5, 
halaman 22 
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University ofWis1::onsin, Madison, USA, menyatakan: 19 A Coaperaliw is a 

business voluntary owned and controlled by its member patrons, and 

operated for them and by rhem on a 11011 profil or cost basi.s (Koperasi 

adaJah suatu badan usaha yang secara sukarela dlmiliki dan dikendalikan 

oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka 

dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya). Sementara Rapat 

Anggota ICA (ICA General Assembly) yang diadakan dalam bulan 

September tahun 1995, yang rumusannya dikukuhkan kembali pada 

Konferensi Menteri-menteri Koperasi Asia Pasifik pada Oktober 1999 di 

Beijing, memberikan rumusan sebagai berikut:20 "Koperasi adalah 

perkumpuhm otonom dari orang~orang yang bergabung seca.ra sukarela 

untuk memenuhi kebutuhan dan aspirnsi ekonomi. sosial. budaya mereka 

yang sama me1alui perusahaan yang dimiHki dan diawasi secara 

demokratis. 11 

Hakekat pendirian sebuah koperasi sebagai diungkapkan oleh 

Charles Gide yang berbunyi "ka1au mau berkembang dan tetap setia pada 

dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai moral 

yang mendasarinya harus merupakan realita~realita bidup maupun tingkah 

laku orang-orang koperasi"11 . Dengan perkataan lain hakikat perkoperasian 

bukan ditCntukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan huk:um 

yang diperolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip~ 

prinsipnya sudah merupakan reliata-rea1ita hidup daJam kegiatan maupun 

tingkah laku koperasi dan anggotanya (Koermen, 2003)22 

Casselman mendifmisikannya sebagai berikut "cooperation is a11 

economic system with social contrast", berarti koperasi mengandung dua 

unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosiaJ. Koperasi merupakan suatu 

sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan 

19Ibid, halaman 24 
:nlbid, halarmm 4546 
:I Andjar Pachta W, Myra Rosa Bacbtiar, Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Jndmwsla, 

Pemahamt.m, Regula, Peudirian dan Madal Usa/UI, Ed. 1, Cet 2, Jakarta: Kencana2007, balaman 
2L 

21/bid, halaman 2l 
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komponen~komponen atau bagi.an yang saling berkaitan yang secara 

bersama-sama berfungsi mencapai tujuan bermotif ekonomi atau mencari 

keuntungan?} 

Dari pengertian-pengertian di atas. maka dapat dikatakan koperasi 

adalah merupakan sebuah perkurnpu1an dari orang-orang yang mempunyai 

tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan 

taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi dan perekonomian?4 Secara 

harfiah dalam kalimat tersebut ditemukan 4 unsur penting yaitu (1) adanya 

orang--orang, (2) berkumpul dalam perkumpulan, (3) mempunyai tujuan 

yang sama dengan beketjasama (4) di dalarn bidang kesejahteraan ekonomi. 

Apabila keempat unsur tersebut dipandang secara holistik, malca tidak ada 

penekanan hanya terhadap salah satu unsur saja, semua unsur punya 

kedudukan yang sama dan fimgsional. Sebingga dalam mengembangkan 

kopemsi dimasa depan hal tersebut harus diberi fungsi yang sejajar, 

Menyejajarkan 4 unsur di atas tidak akan menghilangkan karakteristik 

koperasi yang merupakan sebuah perkumpuJan orang~orang. 

Semua organisasi pada dasamya adalah merupak.an sebuah 

perkumpulan dari orang-orang termasuk organisasi perusahaan apakah itu 

berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer (cv), finna maupun 

koperasi. Tujuan dari perkumpulan omng-orang itu juga sama yaitu 

merupaka.n wadah untuk menjalankan aktivitas di bidang ekonomi. Masalah 

adanya penekanan terhadap karakter khusus kope:rasi sebagai suatu 

perkumpulan orang-orang hams diba<:a secara holistik, sehingga unsur 

modal menjadi sarna penting fungsinya dengan orang-orang yang 

berkumpul dalam sebuah koperasi itu. dengan demikian kalimat yang 

disusun untuk mendifinikan koperasi dapat berbunyi menjadi "... orang~ 

orang yang membentuk sebuah perkumpulan untuk tujuan yang sama dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi merek~ dengan cara 

bekerjasama dalam mengumpulkan modal untuk: dapat menjaJankan usaha 

n Jbid, halaman 21 
24/bid, halaman 103 
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dalam bentuk koperasi"2~. Jadi sejak awal sebuah koperasi menjalankan 

usabany.o., para pengurus dan para anggota koperasi secara sadar harus dan 

wajib :memanfaatkan dan menggunakan jasa atau produk yang dlhasilkan 

oleh koperasi mereka sendiri. Dengan keterlibatan mereka secara langsung 

dalam setiap kegiat.an koperasi merupakan salah satu cara utama untuk ikut 

mernajukan usaha koperasi dalam memupuk modai. 

Sejalan dengan pendapa.t diatas> Maria Elena Chavez, Deputy 

Director General, llltenrational Co~operative Alliance (ICA) & Coordinator 

of the Commltee for the Promotion and Advancement of Cooperafives 

(COPAC) dalam sambutannya pada UN Economic and Socfal Couttsil 

(ECOSOC) dalam pertemuan bertema "Increasing productivity of rural 

work11
, pada tanggal 30 April 2003 di PBB, New York dengan papemya 

betjudul "Cooperatives: Rural Development and Decem Work," 

menyampaikan hal sebagai berikut: 26 

"Co-operatives put people first; tilt!)' are member-owned; they are 
colltrol/ed w1der democratic principles,· and they are compeh'tive 
enterprises whicll are at least as efficient in their business operation and use 
of capital as others in the marketplace. Yet, they are mn driven by profit, but 
rather by needs. The cooperative form of organizing a busiuess enterprise 
assures tmy group of individuals an effective means to combine their 
resources, however small. and enable the group of people to meet their 
common, economic, social and cultural needs and aspirations. Co~ 

operatives are autonomous of person who unite voluntarily. They are joit~tly 
owned by their members and democratically cotUrolled. Although we talk 
often about cooperatives having members. we need to remind ourselves the 
members have their cavperatives for its they that define its operatio11 and 
activities often directed not only towards their members but also their 
communities. 

Dengan memahami karakteristik koperasi di atas, maka menjadi 

jelas mengapa sebuah koperasi mutlak membutuhkan modal. 

Sedikitnya ada 3 alasan rnengapa koperasi membutuhkan ll\()dat 

2'/bid, halaman 1()4 
26UN Economic and Social Council (Ecosoc) Roundtable "Increasing produccivity of rural 

work", 30th April 2003, United Nation Headquarters, New York. www.eeosoe.org 
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antara lain:17 

L Untuk membiayai proses pend1rlan sebuah koperasi, lazimnya disebut 

sebagai biaya pra-organisasi. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan antara 

lain untuk keperluan pembuatan akta pendirian atau Anggaran Dasar, 

membayar biaya~biaya administrasi pengurusan izin~izin yang 

diperlukan, mendapatkan status sebagai badan hukum, sewa tempat atau 

ruangan untuk bekeija, ongkos-ongkos transportasi, dan Iain~lain. 

U:mumnya. biaya-biaya tersebut dikeluarkan lebih dahulu secara pribadi 

dan perorangan oleh para pendiri -atau sponsor- koperasi, dan akan 

diperhitungkan untuk dikembalikan di kemudian bari diperhitungkan 

sebagai pengeluaran dari anggota di da1am neraca awal. 

2. Untuk membeli barang~barang modal seperti antara Jain membayar 

kompensasi tempat usaha baik berupa lahan ataupun bangunan. mesin­

mesint alat-alat industri atau produksi> dan lain-lain kebutuhan jangka 

panjang sesuai dengan jenis usaha koperasi. Barang-barang modal ini 

dalam perbitungan perusabaan digolongkan menjadi harta tetap -fixed 

asset~ atau barang modal jangka panjang. Jenis dan nilainya juga 

berbeda~beda sesuai dengan kebutuhan pokok dari kopemsi yang 

bersangkutan. Biasanya dalam koperasi sekunder, barang-banmg modal 

dapat juga diberlkan oleh para anggotanya dalam bentuk inhre~1g setoran 

slmpanan pokok atau setoran wajib. Tetapi dapat juga dalam bentuk 

pinjaman semen tara Jrepada koperasi dimana dapat juga diperhitungkan 

-misalnya- sebagai sewa yang tidak perlu dibayar, dan lain-lain cara 

yang dilakukan oleh para pendiri dalam rangka mengumpulkan modal 

awal koperasi sesuai dengan kebutuhan usaha koperasi seperti yang 

mereka sepakati bersarna. 

3. Untuk modal kerja. Modal kexja -working capital- ini biasanya 

digunakan untuk membiayai operasional koperasi -biaya-biaya rutin­

dalam menjalankan usahanya, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan 

n Andjar Pacbta W, Opcit, halaman 105 
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untuk membayar upah, gajl. sewa tempat, listrik. transportasi, bahan 

baku, alat-alat tulis, dan lain-lain. Koperasl dapat saja melakukan 

pinjaman kepada pihak ketiga untuk dipakai sebagai modal kelja. 

konsekwensinya, apabila pinjaman kepada pihak ketiga memerlukan 

jaminan, maka timbul pertanyaan: apakah barang-barang modal yang 

berasal dari inbreug dapat dijadikan sebagai jarninan pinjaman. Hal ini 

tergantung dari status barang modal tadt Jika barang-banmg itu 

statusnya sudah dijadikan dan dicatatkan sebagai hacta. milik badan 

usaha koperasi, maka barang-barang modal itu secaca hukum dapat 

dijadikanjaminan ata.s pinjaman koperasi. Namun apabila barang-barang 

modal tadi statusnya hanya meropakan pinjaman sementara. maka untuk 

dijadikan jaminan terhadap pinjaman dari pihak ketiga diperlukan 

persetujuan dari pihak yang memberikan pinjaman barang modal tadi. 

Mengenai besar kecilnya suatu modal kerja, tergantung dari seberapa 

besar kebutuhan biaya operasional badan usaha koperasi yang 

bersangkutan, tentu saja ini juga tergantung dari jenis usaha koperasi. 28 

Di Kabupaten Sanggau. yang lazim terjadi para sponsor koperasi, 

yaitu perusahaan pengelola perkebunan, yang membiayai atau 

menanggung seiuruh biaya-biaya proses pendirian koperasi-koperasl 

Hal ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan cenderung menjadi suatu 

kewajiban bagi perusahaan yang hendak berinvestasi disektor 

perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. 

L2 ART! MODAL BAG! KOPERASI 

Mengutip pendapat dari Adam Smith penulis 17ze Wealth of Nations 

(1976), Modal (kapital) diartikan sebagai "bagian dari nilai kekayaan yang 

:m!bid, hal. 167 .... "Sejak awal mempelajari seluk beluk organis:asi koperas.i, disadari dan 
diketahui bahwa anggola koperasi pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam kemampuan di 
bidang ekonomi, karena itu kelemahan klasik yang dihadapi oleh organisasi koperasi scbagal 
sehuah badan usaha adalah clalam rncncari modal yang layak dan cukup untuk mclakukan kegiatall 
usaha (modal lctap atau modal kurja}. Karcna itu adalah salah satu (sumber) modal yang 
diperlukan untuk rnenja!ankan usaha koperasi. Sehingga dengan adanya sa!ah salu dari kewsjiban 
pcngurus koperasi untuk mencari modal yang cukup layak, dapat menjadi alasan kcempat 
mcngapa koperasi membuiuhkan modal." 
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dapat mendatangkan penghasilan. "29 

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan 

ekonomi, koperasi sangal memerlukan modal sebagai pernbiayaan dati 

usahanya tersebut. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi 

rnenentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi 

tersebut Sehingga dapat dikatakan bahwa modal dalam usaha koperasi ini 

merupakan salah satu alat yang ilrut rnenentukan rnaju mundurnya koperasi. 

Tanpa adanya modal ini. sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan 

dapat betjalan sebagairnana mestinya.30 Jadi dapat dikatakan setiap 

perkumpulan atau organisasi, baik yang dikategorikan sebagai organisasi 

yang bertujuan non-profit maupun profit. dalam melakukan keglatan untuk 

mencapai tujuannya. secw logis tentu memerlukan sejumlah dana, tidak 

terkecuali organisasi yang disebut badan usaha koperasi. 

Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan dana sesuai dengan 

lingkup dan jenis usahanya. Dana terse but selanjutnya disebut modal. dalam 

arti modal usaha yang diperlukan untuk melakukan akrivitas usaha koperasi. 

Berbicara mengenai modal usaha ini) a.pabila kita bandingkan 

dengan perseroan terbatas, ma.ka modal setor minimum yang harus 

dibayarkan oleh para pendiri kedalam modal perseroan ditetapkan secara 

tegas jumlahnya oleh pembuat Undang-undang dan harus sudah berada di 

dalam kas awal perseroan sebelum status badan hokum perseroan diberikan 

oleh otoritas yang ben.venang. Sedangkan dalam rangka mendirikan badan 

usaha koperasi, yang ditetapkan olehpembuat undang~undang sebagal syarat 

minimum untuk mendirikan sebuah koperasi ada.lah jumlah anggota pendiri. 

Sedangkan besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal 

koperasi oleb para pendirinya tidak ditentukan, hal ini sesuai dengan 

karakteristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota ketimhang 

besar modal usaha. Perbedaan inf sebenamya menjadi titik awal krusial 

"'J.yom Gunadi, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dun UUD 1945, Bandung: Angkasa, 
1981, halaman 250 

"*R.T. Sutanlya Rahardja Hru:lhikusuma, Hukum Kopel'(lsi Indonesia, Jakarta: RajawaU Pers, 
2000, halaman 96. 
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dalarn mencari modal yang cukup untuk menjalankan usaha koperasi.:H 

Dalam hubungan dengan modal usaha koperasi tersebut selama inl 

memang menghadapi kesulitan dalam rnenemukan jalan keluar yang tepat 

untuk mengatasi masalah kebutuhan modal usaha yang dihadapi oleh 

koperasi. karena apabila membicarnkan masalah ini maka yang terbayang 

adalah suatu konsep tentang perkumpulan koperasi yang bertumpu pada 

anggota dan jumlah anggota, sebingga seolah..olah menjadi tabu jika 

membuka pembicaraan mengenai masalah modal. Padahal setelah orang~ 

orang berkumpul mendirikan sebuah koperasi, masalah klasik yang selalu 

timbul adalah earn mendapatkan modal kope:rasi dan modal usaha yang 

cukup. Untuk itu sebelum lebih lanjut mengupas masalah modal usa:ha 

koperasi dan menawarkan konsep logis tentang fungsi modal dalam setiap 

organisasi badan usaha. ada baiknya tetap mengk:aji karakter koperasi yang 

telah dirumuskan oleh perintis dan pelaksana usaha koperasi selarna ini, 

dengan tujuan untuk menemukan dan memberikan beberapa alternative 

jalan keluar yang dapat dipakai oleh para pelalru koperasi dan otoritas yang 

berwenang membuat peraturan perundang-undangan tentang koperasl 

dimasa mendatang. 32 

1.3 SUMBERMODAL 

Ada 2 sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi:33 

(I) modal yang didapat secaralangsung, dan (2) modal yang didapat secara 

tidal Jangsung. 

Sebetulnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam cara 

mendapatkan dua modal tersebut, namun dengan cara yang pertama modal 

diperoleh -langsung oJeh koperasi- dari para anggotanya maupun dari pihak 

ketiga. Sedangkan dengan cam yang kedua, modal dengan cara mengambil 

manfaat dari fasilitas yang dimiliki oleh koperasi atau dengan menekan 

biaya-biaya operasional. 

31Andjar, Pachta W, Op cir, baiaman 1()3 
nlbid, halaman 103 
33/bid, halaman 107 
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1. Secara langsung 

Dalam mendapatkan modal secara langsung ini ada 3 cara klasik 

yang dapat dilakukan oleh para pengurus koperasi, yaitu: )4 

a, Mengaktifkan simpanan wajib anggota sesuai dengan besar kecil 

volume penggunaan jasa pelayanan koperasi yang dimanfaatkan oleh 

anggota tersebut 

Dengan mengakti.fkan simpanan wajib yang dikaitkan dengan 

besar kecilnya volume pelayanan yang diberikan koperasi kepa.da 

anggota yang bersangkutan. maka besar kecil akumuJasi simpanan 

wajib dapat diuk:ur berdasarkan volume pelayanan yang diterima 

oleh anggota yang bersangkutan, Akumulasi dana simpanan wajib 

tersebut membawa konsekwensi terbadap tarnbahan medal koperasi 

secara langsung. Makin banyak. pelayanan yang diberikan koperasi 

kepada para anggotanya, makin besar pula simpanan wajib anggota 

kepada koperasi. Jadi, pengaktifan simpanan wajib para anggota 

merupakan salah satu cara koperasi untuk mendapatkan dana yang 

berasal dari anggota dan secara langsung menambah jumlah modal 

koperasi. 

Simpanan wajib anggota ini di beberapa negara maju ~seperti 

Amerika Serikat- dipentamakan sebagai andil atau saham anggota di 

da1am koperasi. 35 AndiJ a tau saham disini tidak sama dengan 

pengertian saham dalam perseroan te[batas, DaJam koperasi sebutan 

andil atau saham ini posisinya sama dengan "modal sendiri11 dari 

koperasl atau disebut equity karena itu merupakan dana yang 

mempunyai risiko. Jadi status simpanan wajib tersebut di dalam 

organisasi koperasi merupakan modal koperasi. Akumulasi sirnpanan 

wajib membuat badan usaha koperasi para petani dan peternakan di 

Amerika Serikat memi1lki modal yang kuat, bahkan mereka sejak 

14lbid. l1a!aman 107 
15lbid, halaman 107 
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lebih dari dari satu abad yang lalu memillki bank-bank sendiri yang 

menyimpan dan memberiknn ja.sa perhankan tidak hanya terbatas 

kepada anggotanya. 36 

Koperasi di Indonesia dapat mencontoh cara-cara yang 

dilakukan oleh koperasi-koperasi Amerika Serikat ini dalam rangka 

memupuk modal !angsung dari pam a.nggota dengan dasar jasa 

pelayanan yang dinikmati. Memang secara sepintas penggunaan 

istilah saham seperti di atas akan membawa kebingungan para 

aktivis kopemsi, mengingat orga.nisasi koperasi tidak mernpunyai 

modal yang terdiri dari saham-saham. Untuk mengatasi keblngungan 

tersebut pembuat undang~undang harus dapat memberikan 

penjelasan melalui peraturan perundang-undangan koperasi. Dengan 

pengaturan yang jelas akan membuat masyarakat koperasi 

memahami istiJah-istilah yang dipakai dalam pemtodalan koperasi, 

sehingga tidak menjadi rancu atau bingung dengan pengertian saham 

yang dikenal dalam perseroan terbatas. 

b. Mengakrifkan pengumpulan tabW!gan para anggota. 

Tabungan anggota sifatnya adalah sukarela dan besarnyapun 

biasanya keciL Secara umum diberikan balas jasa berupa bunga, 

Tabungan anggota ini bukan merupakan equity, karena itu tidak 

menanggung risiko bisnis. Karena sifatnya sukarela maka pengurus 

koperasi harus dapat mempromosikan kepada anggota untuk seeara 

aktif mengajak para anggota untuk menambah jurnlah dan besamya 

tabungan yang bersifat sukarela ini. Salah satu caranya mungkin 

dengan memberikan insentif balas jasa bunga yang menarik ata:u 

setidaknya sama dengan yang diberikan oleh lembaga perbankan. 

Pengaktifan tabungan anggota dengan caxa ini belum banyak 

dilakukan oleh badan usaha koperasi (di Indonesia). namun pada 

Koperasi Simpan Pllijam atau di Kabupaten Sanggau lebih dikenal 

36 Ibid, balaman 107 
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sebagai Credit Union, sebagai contoh CU. Lantang Tipo, yang 

berkedudukan di Pusat Damai, memberikan insentif sebesar 15% 

(lima persen) p.a. bandingkan dengan perbankan yang hanya 

memberikan bunga sebesar 6% ( enarn pcrsen) p.a. Hal ini sudah 

Iazim dilakukan. Hasilnya cukup signifikan di1ihat dari sudut jumlah. 

Tabungan anggota tersebut secara keseluruhan dari sudut dana yang 

tersimpan daJam koperasi, dapat dijadikan tambahan modal usaha, 

Keistimewaannya dari dana tabungan anggota ini adala.h, koperasi 

dapat memberikan bunga kepada anggota yang menabung dan 

mendapat dana untuk dijadikan modal kerja dan investasl. 

c. Mencari pinjaman dari pihak bank maupun non bank dalam 

menunjang kelancaran operasional usaha koperasi. 

Pinjaman yang berasal dari bank atau nonbank dapat menjadi 

sumber langsung mendapatkan modal investasi atau modal kelja 

untuk memblayai kegiatan usaha koperasi, karena itu dapat 

diusahakan untuk menda.patkannya, Memang dalam pelaksanaan 

koperasi pada umumnya menghadapi kendala klasik dalam 

merealisasikan cara ini. Kendala um.um biasanya datang dari 

koperasi itu sendiri, seperti tidak dapat memenuhi persyaratan yang 

diminta oleh Bank atau non-bank, Sebaliknya pihak Bank atau 

nonbank juga punya kendal~ seperti belum paham mengenai 

organisasi dan cara kerja usaha koperasi atau terlalu menekankan 

keamanan terltadap pinjaman yang disalurkan dengan meminta 

kolatetai tertentu yang umumnya belum belum dimiliki o1eh badan 

usaha koperasi. Namun demikian, dapat terlihat bahwa banyak juga 

lembaga bank maupun nonbank yang memberikan dana pinjaman 

kepada koperasi da!am menjalankan u.sahanya, sebaliknya banyak 

juga koperasi yang menyimpan dananya dilembaga bank dan 

nonhank seperti simpanan~simpa:nan deposito berjangka dari 

koperasi*koperasi karyawau di negeri ini. 

Kembali kepada sumber dana untuk modal usaha koperasi 
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sebetulnya sudah ada lembaga bank di Indonesia yang diditika.n 

khusus untuk memberikan pe1ayanan penyediaan dana yang 

diperlukan oleh koperasi da!am menjalankan usahanya, antar lain 

seperti Bank Rakyat Indonesia dan Bank Koperasi Indonesia 

(Bukopin). Sebagai perbandingan di Amerika Serikat sejak dua abad 

yang lalu dan berkembang pesat setelah perang dunia kedua selesal, 

ada bebcrapa lembaga perbankan besar yang dibentuk oleh koperaSi· 

koperasi di sana~ ada yang khusus. melayani petani dan peternak. ada 

yang khusus untuk usaha transportasi, ada untuk simpan pinjam 

kaum buruh dan pekelja, dan ada juga yang khusus menyediakan 

dana untuk kepemiHk:an rumah bagi kaum pekerja. Bank-bank 

tersebut sangat aktif menyediakan dana untuk permodalan koperasi, 

bahkan saat ini. juga memberikan pelayanan kepada umum ~yang 

bukan anggota koperasi~. 

b. Secara Tidak I.an:gsung 

Arti dati mendapatkan modal secara tidak langsung ini adalah 

dengan memanfaatkan kemampuan koperasi itu sendiri. Modal yang 

didapat dengan cara inl bukan merupakan modal yang langsung 

digunakan oleh koperasi tetapi mengambil rnanfimt dari kemampuan 

koperasi itu sendiri dalam rangka menekan biaya {baik biaya operasional 

maupun biaya produksi yang pada dasamya harus dikduarkan koperasi 

dalam rangka menjalankan usahanya. Caranya antara lain:31 

a. Menunda pembayaran yang seharusnya dik:eluarkan 

Dengan cara melakukan penundaan pembayaran yang harus 

dibayar oleh koperasi kepada para mitranya. maka akan terkumpul 

sejumlah dana yang dapat dipakai terlebih dahulu oleh koperasi 

dalam nmgka menunjang usaha yang membutuhkan dana untuk 

suatu periode tertentu, Cara ini banyak dilakukan oleh organisasi 

perusahaan lain . Biasanya. dana-dana yang telah dipersiapkan dan 

J
7Jbid, halartl$n 107 
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disediakan untuk membayar tagihan para supplier (s) atau peruasok 

barang~barang modal yang digunakan dalam proses pemberian jasa 

atau dalam proses produksi. Dalam praktek, interval penundaan 

pembayaran biasanya berkisar 30 (tiga puluh) hari sampal 90 

(sembilan puluh) hari sejak tagihan diterima. Dalam kurun waktu 

pemmdun tersebut diatas koperasi dapat menggunakan dana yang 

sudah tersedia itu untuk dipakal sebagai modal dalam menjalankan 

usaha. Dengan cara penundaan ini, sudah dapat dimengerti bahwa 

dana yang ditunda untuk dibayarkan dapat dialokasikan (sementara) 

sebagai modal usaha kopernsi. Dilain pihak dalam memanfaatk.an 

pasokan dari milia usaha kedalam proses pelayanan jasa maupun 

proses produksi, lroperasi tidak perlu menyediakan atau 

mengeluarkan dana tunai untuk membayar barang~barang moda1 

yang dipasok tersebut 

b. Memupuk dana cadaugan 

Dana cadangan adalah merupakan dana yang dimiliki oleh 

setiap organisasi perusahaan tennasuk koperasi. Koperasi 

mendapatkan dana cadangan umumnya dari pengumpulan dana yang 

berasal dari sisa basil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota 

dan dialokasikan menjadi dana milik koperasi atau equity. Tujuan 

menghimpun dana cadangan adalah untuk menutup keperluan dana 

yang tidak terduga sebelumnya. seperti untuk menutup kebutuhan 

alum barang modal yang harus diganti mendadak atau untuk 

menutup kerugian usaha, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang 

sifatnya mendadak. Jadi. dana cadangan ini fungs.inya sangat 

sttategis da!am menunjang kebutuhan modal yang diperlukan secara 

tidak terduga. Fungsi strategis dari dana ternebut terletak pada 

keberadaannya yang setiap waktu dapat dipergunakan untuk menjaga 

dan menunjang kelancaran usaha koperasi. 

Dalam praktek menjalankan usaha koperasi yang mempunyai 

pos. dana cada.ngan, umumnya penggunaan dana cadangan ini hanya 
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terbatas pada menutup atau mengganti nilai penyusutan dari barang 

modal seperti penyusutan nilai mesin~mesin dalam arti alat-alat 

produksi atau penggantian atas nilai perbaikan-perbaikan terhadap 

kerusakan dari faktor produksi (tanah, mesin, gedung. bangunan, 

sarana dan alat-alat lain). kemudian dapat juga digunakan untuk 

menutup kewajiban-kewajiban yang timbul sewaktu-waktu atau 

dikarenakan terjadi perubahan dalam menjalankan usaha. Atau dapat 

juga digunakan untuk menutup kekurangan-kekurangan biaya yang 

tak terduga seperti adanya kebutuhan tambahan modal karena 

adanya kenaikan bahan baku atau kenaikan dari salah satu faktor 

produksi; juga dapat digunakan untuk menutup kekurangan modal 

keija yang dibutuhkan secara mendadak atau dapat juga dipakai 

untuk tambahan modal dalam menambah kapasitas usaha atau 

ekspansi usaha. Jadi dengan metihat penggunaan dana cadangan 

tersebut di atas, maka Iogis bagi badan unit koperasi untuk memupuk 

dana cadangan sebesat mungkin sesuai dengan kemarnpuan. 

c. Melakukan keljasama usaha 

Ketjasama usaha memang sangat membantu usaha koperasi 

seperti dalam usaha memasarkan basil produksi dari para 

anggotanya. Di Amerika Serikat1 koperasi petani disana sangat lazim 

beketjasama dengan koperasi pemasam.n dalam rangka memasarkan 

hasil-hasil produksi mereka, Ada juga yang disebut Range Market, 

Club Stores, Q-DeliveryCoop dan lain~lain.38 Tiga koperasi tersebut 

banyak diajak oJeh koperasi produksi di Amerika Serikat. khususnya 

koperasi petani dan peternak, dalam rangka memasarkan basil 

produksi dari para anggotanya. karena mereka mempunyai pangsa 

pasar dan mempunyai kemampuan dalam mernasarkan. Dengan 

bekeljasama~ koperasi praktis dapat mengurangi kebutuhan modal, 

bahkan dapat membuat petjanjian da1am hal mendapat bagian dari 

keuntungan dari usaha koperasi pemasaran tersebut. Ke!jasama 

3
' Ibid, halaman 107 

Universitas Indonesia 

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH UI, 2009



27 

usaha dengan koperasi pemasaran secara tidak langsung telah 

menambah modat koperasL Dalam arti modal yang seharusnya 

dikeluarkan seperti untuk. rnemasarkan, sewa toko, ongkos angkut, 

menjadi ti.dak perlu dikeluarkan. 

d. Mendirikan badan~badan usaha bersubsidi 

Dengan mendirikan sebuah perusahaan yang khusus untuk 

menjadi penyaJur atau pemasar dari hasil-hasil produksi dan 

penyedia kebutuhan dari k:operasi. Maka koperasi tersebut 

mendapatkan modal secara tidak langsung dalam me1akukan proses 

produk.sinya. Di negara-negara berkembang, ada subsidi yang 

diberikan oleh pemerintah kepada perusahan-perusahaan yang 

membantu perkernbangan usaba kecil menengah dan koperasi. 

Perusahaan yang diberi subsidi ini merupakan modal dan milik dari 

koperasi yang menjadi sponsomya, dan mempunyai kewajiban 

utama mernberikan pelayanan khusus kepada para sponsor dan 

anggotanya. Keberadaan perusahaan bersubsidi tersebut Ielah 

menjadi tambahan modal koperasisecara tidak langsung. 

1.4 UNDANG·UNDANG PERKOPERASIAN DAN PERMODALAN 

KOPERASI 

Sebagai telah diuraikan dalam butir 3, maka sebagai organisasi, 

koperasi bukanlah organisasi yang didirikan untuk wadah menampung 

modal (bantuan) dari pihak ketiga. orang lain, atau pemerintab; tetapi 

merupakan sebuah organisasi swadaya yang mandiri yang didirlkan sebagai 

wadah untuk berkumpul1 beketja sama dalarn berusaha untuk meningkatkan 

kemampua.n ekonomi para anggotanya.l9 Jadi dengan alasan sebagai 

sebelumnya dikemukakan di atas. organisasi koperasi bukanlah merupakan 

suatu organisasi yang didirikan dengan tanpa modal; karena itu koperasi 

merupakan salah satu dari organisasi perusahaan, yang didirikan untuk 

mengakumulasi potensi keuangan (modal) yang mestcipun jurnlah awalnya 

39/bid, ha!aman SS 
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kecil, tetapi dapat menjadi besar dengan berjalannya waktu dan dukungan 

pengelolaan yang efisien, Dengan pengakumuJasian modal (potensi 

keuangan) yang pada awalnya keciJ tersebut, koperasi didirikan dan 

diharapkan dapat menggalang dan mencapai tujuan bersama di bidang 

ekonomi.40 

Mengenai modal koperasi ini> di dalam UU No. 25 tahun 1992 diatur 

dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 beserta penjelasannya, aturan 

mengenai permodalan koperasi ini memang tidak diatur secara detail seperti 

halnya pengaturan modal dalam sebuah perseroan terbatas (PT), namun 

secara prinsip sangat jelas asat usul pengumpulan modal dalam sebuah 

koperasi seperti yang ditentukan Undang-undang Perkoperuian, berikut 

peraturan-pern.turan pelaksanaannya an tara lain terdiri a.tas {l) modal 

sendiri, (2) modal pinjaman, dan (3) modal penyertaan.'1 

1. Modal sendiri dapat betasal dari :4l 

a. Simpanan pnkok, 

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sarna 

banyaknya, yang wajib dibayarkan oJeh anggota kepada koperasi 

pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat 

d1affibil Jremalt selama yang bersangkutan masih menjadi anggotaY 

Jadi, jika dilihat dari persyaratan menjadi anggota atau tercatat 

sebagai anggota koperasi, maka simpanan pokok ini mirip sifatnya 

dengan setoran saham atau setoran sero daJam perseroan terbatas. 

Artinya, tidak akan dicatat sebagai anggota jika tidak menyetorka.n 

sejumlah dana ke da1am kas koperasi atau bagi perseroan terbatas, 

Mlfbid. halaman 86 
~ 1 1ihat Pasal 2 PP No. 33 tahun 1998 tcntang Medal Penyerlaan Pada Koperasi, baea juga 

sebagai perbandingan Andjar Pacbta W, halaman 8{), halaman 195 selmgai perbandingan tentang 
asal modal berdasarkan UU No. 1211%7 pada buku Hendrojogi, Koperasi, Azas-azas, Teori dan 
Prakrek, Jakarta: Rajawali Pers, 1997; halaman 139 kemudlan buku Ninik Widiyanti, YW 
Sumindhia, Kopemsi & P;.m:kmwmianlndonesia, Jakarta: Rinckns Cipta, 1998, Cet ke~3 hall7-
22, lalu pada buku M. Tahar, Permodalcn dar: Perkreditan Koperasi, Yogjakarta: Kanlsius, 2000, 
Cet kc-5 

4 ~Pas;tl4l ayal 2 UU No. 25 tal'mn 1992 
4'Pcnjelasan Pasa!4l ayat 2hurufa UU No. 25 tahun 1992 
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tldak dapat dikatakan sebagai pcmegang saham atau mempunyat 

andil dalam perseroan jika tidak memasukkan atau menyetorkan 

sejum1ah dana sebesar saham atau sero yang telah diambilnya. 

Sehingga, dari kedua organisasi badan usaha ini dapat klta lihat 

persamaannya, yaitu sarna-sama 1'menyetor11 sejumlah dana untuk 

menjadi "anggota". Bedanya. ka1au da1am perseroan terbatas saham­

saham yang dikeluarkan itu merupakan pecahan dari sejumlah modal 

dasar perseroan tersebut. sebaliknya di daiam kopersi-koperasi 

setoran simpanan pokok itu merupakan ni1ai bulat dan tidak 

merupakan pecaha.n dnri sejumlah nilai modal dasar koperasi. 

Akankab dua 11setotm dari dua organisasi badan usaha tersebut 

mengakibatkan pengertian isttlah setoran simpanan pokok para 

pendiri pada waktu mendin:K.an koperasi dahulunya dinyatakan 

dalam ak:ta pendiria.n dapat dikualifikasikan sebagai modal dasar 

koperasi ditambah dengan simpenan pokok anggota yang baru 

masuk? Tidaklah demikian. karena dalam sistem organisasi koperasi 

sebagairnana yang diplot oleh para pembuat undang-undang koperasi 

sedemikian rupa sehingga :memang tidak ada yang dapat dirumuskan 

sebagai modal dasar koperasi. karena pada dasarnya memang 

koperasi bukan berbasis pada modal} disamping untuk tetap menjaga 

eksistensi asas demokrasi di dalam koperasi; yang tidak 

membedakan atau menggo1ongkan antara keanggotaan dari para 

pendiri dengan keanggotaan dari anggota baru. Namun, menginga.t 

bahwa organisasi koperasi merupakan sebuah badan usaha juga, 

maka sebaiknya ada ketentum yang menyebutkan istilah modal 

dasar di dalam pemturan perundang~undangan tentang koperasi; 

tujuannya adalah untuk menghindarkan kerancuan dalam 

rnengartikan istiLah modal dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan 

suatu usaha dari sebuah organisasi badan usaha. Sudah tentu dalam 

hal ini tidak berarti mengubab prinsip dasar koperasi yaitu sukarela 

dan bertujuan sama berasaskan demokrasL Knrena kepemilikan dan 

keanggotaan kopemsi pada prinsipnya sama tanpa. ada kepernilikan 

Universitas Indonesia 

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH UI, 2009



30 

mayoritas dan minoritas karena memang jumlah setomn modal 

(shnpa:nan) pokok m:asing-masing anggota adalah sama. 

Dengan demiklan, simpanan pokok dari para pendiri koperasi 

dapat dikategorikan seba-gai modal dasar sekaligus equity awal atau 

dapat dlsebut sebagai "modal awal1
' dari badan usaha koperasi. 

sehingga semua simpanan pokok yang disetor oleh para anggota 

yang baru masuk dapat dikategorikan menjadi equity yang 

mempunyai kedudukan yang sama dengan simpanan pokok dari para 

pendirL Jadi, tidak ada kerancua.n pengertian disitu. Hanya saja, 

simparum pokok pam pendiri tercantum di dalam ak:ta pendirian atau 

Angga.ran Dasar Koperasi, sedangkan simpanan pokok dari para 

anggota baru tercanrum dalam neraca koperasi yang menunjukkan 

adanya peningkatan nilai equity, sekaligus menunjukkan adanya 

peningkatan dari besar kecilnya modal sendirL 

Kemudian, apabila ketentuan tentang sebutan atau istilah 

modal dasar diatur di dalam Undang-undang Kopemsi secara jelas, 

maka ketentuan ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan 

besamilai sitnpanan pokok sebuah koperasi secara minimal. 

Sehingga,. dari ketentuan ini besar da.ri modal dasar atau simpanan 

pokok dari sebuah koperasi dapat ditentukan secara tegas. Adanya 

ketentuan mengenai modal dasar ini, tidak akan menghilangkan 

"nafas koperasi" seperti yang dikawatirkan oleb para aktivis koperasi 

seiama ini. Bukankah koperasi itu didirikan untuk meningkatkan 

kemampuan ekonomi dari para anggotanya dan modal dasar 

merupakan kebutuhan dasar untuk menjalankan usaha bisnis yang 

nyata. 

Besarnya jumlah modal dasar sebuah koperasi itu tidak per1u 

ditentukan seperti besar jumlah modal dasar minimal dari sebuah 

perseroan terbatas, karena pada proses selanjutnya jumJah modal 

koperasi itu akan tcrus rneningkat seiring dengan rnasuknya anggota 

baru yang jumlalmya semakin banyak dan tentunya juga mereka 
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yang baru menjadi anggola tersebut menyetorkan simpanan pokok 

mereka kepada koperasi. Karena itu, pertumbuhan modal koperasi 

akan menjadi jauh lebih pesat dan dinamis dibandingkan dengan 

modal dasar sebuah perseroan terbatas, karena pengaturan mengenai 

pennodalan koperasi memang dibuat praktis dan mudah. 

b. Simpanan wajib, 

Simpanan wajib adalah jumlah sirnpanan tertentu yang tidak 

harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam 

waktu dan kesempatan tertentu. Sbnpanan wajib tidak da.pat diambil 

kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.44 

Logika kita membaca "simpanan wajib01 tentunya menjadi 

terfokus pada kata wajib, jadi loonsekuensinya barns dilakukan oleh 

semua anggota koperasi Mengenai besar kecilnya simpanan wajib 

ini dapat disesuaikan dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan 

dana yang hendak dikumpulkan. karena itu akumulasi simpanan 

wajib ini dapat disesuaikan dengan tujuan usaha koperasi dan 

kebutuban dana yang hendak dikumpulkan, !<arena itu akumulasi 

simpanan wajib para anggota harus diarahkan untuk mencapai suatu 

nllai tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan 

digunakan untuk menjalankan usaba koperasi. Dengan demikian 

jumlahnya hams tertentu; untuk mencapai jum1ah tertentu tersebut, 

dapat saja di dalam Anggamn Dasar Koperasi dimasukl<a.n satu 

ketentuan tenta.ng beberapa kali cicilan yang dapat ditakukan oleh 

para anggota untuk mencapai nilai simpanan wajib dari para 

anggota. Jika saat menyetorkan simpanan pokok harus dilakukan 

satu kali saja disaat itu mencatatkan dirinya sebagai anggota. maka 

pada simpanan wajib) dapat saja dilakukan dengan mencicil 

bebetapa k:ali setoran sampai dengan tercapai nilai nilai yang 

ditetapkan oleh Anggaran Dasar. Sehingga kata '1wajib'' disini harus 

44Penjelasan Pasal4l ayat 2 hurufh UU No. 25 tahun 1992 
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dijabarkan secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan 

koperasi. Mengenai lata cara rnelakukan setorannya, dapat 

dijabarkan secara rinci dalam Anggaran Dasar Koperasi:~5 

Dengan demikian, penjelasan Simpanan Wajib yang ada di 

dalam Undang~undang Perkoperasian sebagai disebut terdahulu 

dapat diubah sesuai dengan maksud dan pengertian dl atas. Sehingga 

simpanan wajib betul-betul merupakan 10kewajiban" dari semua 

anggota. Apabila definisi "wajib" tersebut disebutkan dengan jelas 

dalam undang-undang, maka dapat dljadikan dasar htikum untuk 

memupuk permodalan koperasi sehlngga dapat menunjang 

kebutuhan dana untuk melakukan kegiata.n usaha koperasi. Kiranya 

tidal< salah jika misalnya diatur dalam ketentuan perundang­

undangan koperasi bahwa yang dimaksudkan dengan &impanan 

wajib adalah usimpanan yang wajib disetorkan oleh setiap anggota 

koperasi setiap bulan dengan jumlah yang sama sampai nilai 

tertentu ... " .'t6 Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat 

mernaksa para anggota mengumpulkan dana untuk dijadikan modal 

koperasi mela[ui simpanan wajib. 

c. Dana cadangan 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari 

penyisihan sisa hasil usaha, yang dimakssudkan untuk memupuk 

modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila 

diperlukan.47 yang tidak dibagikan kepada anggota. Dalam perseroan 

Terbatas dikenal dengan istilah modal cadangan. Tujuannya adalah 

untuk memupuk modal sendiri -equity- yang dapat digunakan 

sewaktu-waktu apabila kopersi membutuhkan dana segar secara 

mendadak atau dapat dipergunakan untuk menutup kerugian dalam 

4
) Andjar Pachta W, Op Cil, halaman J 20 

4t.lbid, halaman 120 
~7Penjclasan Pasal4l ayar 2 hurufc, UU N~- 25 tahun !992 
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menjalankan usaha.48 Karena itu sangat layak apabila dalam taraf 

awal perkembangan. koperasi tersebut dapat menyisihkan minimal 

7 5% dari hasil usaha tersebut untuk mengisi pos dana cadangan. 

Selebihnya dapat dipakai untuk melakukan lnvestasi yang 

dibutuhkan koperasi atau dibagikan kepada para anggota. Sebaiknya 

dana cadangan itu dibesa.rkan jumlahnya buka.n hanya untuk dipakai 

menutup kerugian saja sebagaimana ynng dimaksudkan oleh 

undang-undang, lebih jauh) dan cada.ngan ini dapat dipergunakan 

untuk mengembangkan usaha koperasi atau melakukan investasi 

yang menunjang kinelja usaha, 

d. Hibah 

Unsur keuangan lain yang dapat dikategorikan sebagai 

pennodalan (modal) kopemsi adalah berasal dari hibah. Sering kita 

mendengar dan mungkin sudah menjadi pengetahuan umum. bahwa 

apa yang dinyatakan sebagai hibah itu umumnya adalah berbentuk 

barang a-tau da1am bentuk uang. Jadi artinya modal koperasi dapat 

berasal dari hibah yang tidak saja dalam bentuk uang tunai tetapi 

dapat juga berbentuk barang seperri tanah, bangunan, mesin-mesin 

atau peralata.n produksi, dan lain~lain yang mempunyai nilai materiil 

atau dapat dinilai setara dengan sejumlah uang. 

Hibah dalam rumusan Bahasa Indonesia adalah pemberian.49 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diteJjemabkan 

"sebagai suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu 

hidupnya. dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik 

kembali, menyerahkan suatu benda guna keperJuan si penerima 

hibah yang menerima penyerahan itu11•
50 Dengan kata lain adatah 

bantuan, sumbangan. atau pemberian euma-cuma yang tidak 

45Anrljar Pachta W, Op Cit, ha!aman 121 
49Poerwadarminta WJS, Kam.us Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: B.eJai Pustaka 1976, Cct. ke·5. 
haLarnan 354 
s&R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kltab Umlang-undang Hukum Pcrdat(), Jakarta: Pradnya 
Paramila, halaman 387 
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mengharapkan pengemba1ian a tau pernbalasan dalam bentuk apapun. 

Siapapun dapat rnemberikan hibah dalam bentuk apapun kepada 

koperasi sepanjang hibah itu memihki pengertian seperti itu; dengan 

maksud untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan 

pemberi hibah, yang dikawatirkan dapat mengganggu prinsip-prinsip 

dan asas koperasi. 

Permodalan yang berasal dari modal sendiri (equity) 

dirumuskan sebagai modal yang menanggung risiko. jadi sarna 

halnya seperti setoran atas saham dalam organisasi perseroan 

terbatas. Sehingga modal sendiri yang disetorkan perta.ma kali inilab 

yang dapat dikatakan sebagai modal dasar dari suatu badan usaba 

koperasi. karena modal yang wajib disetorkan pada saat 

penandatanganan ak:ta pendirian atau disebut sebagai Anggaran 

Dasar Kopersi dihadapan notaris merupakan modal awal. Pengaturan 

tentang pennodalan ini Jebih baik lagi jika dipertegas di dalam 

undang-undang koperasi. Jadi pada saat didirikan, koperasi ters:ebut 

telah memiliki modal awal yang berasal dari setoran pertarna, yakni 

yang berasal dari 3 macam simpanan seperti telah disebut diatas, 

ditambah hibah (jika ada) dari para pendiri tersebut. Besamya modal 

dasar koperasi hams diperhitungkan dalam jumlah yang cukup untuk 

keperluan menduk:ung kinerja usaha koperasi. jadi dapat ditentukan 

dengan bidang usaha yang hendak dijalankan.51 

Dalam menjelaskan definisi yang khusus mengenai simpanan 

pokok, simpanan wajib dan hibah yang dilakukan oleh para pendiri 

dan anggota koperasi tersebut, pembuat undang~undang hanya 

merumuskannya dalam bentuk uang/sejumlah uang. Artinya para 

pendiri wajib memiliki sejumlah uang untuk dapat bergabung 

menjadi pendiri dan anggota koperasi. Mungkin saja ada anggota 

koperasi tersebut mempunyai harta yang dapat dijadikan barang 

modal dan dijadikan sebagai inbreng anggota tersebut dan 

"Andjar Pachta W, Op Cit, ha!aman &7 
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dlperhitungkan setara dengan nilai simpanan wajib, simpanan pokok, 

dan simpanan sukarela. Atau hisa saja terjadi misalkan pada saat 

mendirikan koperasi, para pendiri untuk memenuhi setoran simpanan 

wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela serta hibah pertama 

yang mereka lakukan (sebagai modal dasar). Atau bahkan mungkin 

para pendiri secara bersama~sama menyerahkan hasil produksi 

mereka untuk bersama~sama dijual guna mendapatkan modal yang 

dapat dikelola oleh koperasi) sehingga anggota tersebut selanjutnya 

sudah dapat dianggap telah memberikan setoran modal. 52 

Dengan diterapkan keluwesan seperti itu, kiranya agar 

anggota masyarakat luas seeara umum dapat ikut betpartisipasi 

dalam badan uSaba koperasi, jadi tidak hanya diperuntukkan bagi 

orang-orang yang teJah memiliki modal saja. Dengan demikian 

semua ketentuan mengenai modal dasar barns sudah disepakati dan 

dicantumkan di dalam Anggaran Das:ar. Pula ketentuan mengenai 

kapan modal dasar itu hams disetor, sebaiknya diatur dalam 

peraturan perundang~undangan koperasi, Hal ini dapat berkaitan erat 

dengan proses pengesahan koperasi nantinya sebagai badan hukum 

yang tentunya memiliki harta kekayaan sendiri dan terpisah dari 

kekayaan para pendiri ataupun anggota.53 

K.esulitan utama yang dihadapi oieh badan usaha koperasi 

selama ini adalah mengenai modal. Mengapa modal tersebut sulit 

untuk didapat oleh koperasi? Pertama. hal ini diakibatkan dari 

karakter khusus "dua muka11 yang di1ekatkan kepada organisasi 

koperilsi itu sendiri yaitu merupakan k:umpulan orang-orang dan 

sek.aligus sebagai badan usaha. Sehingga secara konsep faktor 
11kumpulan orang-orang" merupakan "prasyarat utarna11 untuk dapat 

mendirikan sebuah organisasi koperasi. sedangkan faktor "modal" 

menjadi soolah-olah hanya dija:dikan "faktor kedua" saja di dalam 

sl Ibid, balaman S7 
~l Ibid, halaman 88. 
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menjalankan usalia organisasi koperasi. Hal ini kemudian menjadi 

lain dalam realitanya, karena dalam prakteknya, koperasi adalah 

bukan hanya merupakan sebuah perkumpulan orang~orang saja 

melainkan sekaligus sebagai organisasi badan usaha. Dalam posisi 

sebagai badan usaha, kebutuhan akan "modalu merupakan faktor 

venting untuk menjalankan usaha. Modal dalam pengertian disini 

adalah dana yang dipedukan dalam menja1ankan usaha-usaha 

koperasi. Untuk itu, apabita kesulitan dalam hal modal ini dapat 

diatasi dengan baik, dalam pengertian rnelihat kenyataan yang 

dihadapi koperasi- maka peluang untuk menjalankan usaha menjadi 

1ebih terbuka. Sampai pada taraf ini, mau tidak mau peranan hukum 

~pembuat undang-undang~ menjadi penting dalam memberikan 

konsep dasar dan fondasi hukum kepada koperasi sebagai suatu 

badan usaha. khususnya tentang pennodalan koperasi. Konsep itu 

hatus berupa pengaturan kembali tentang modal dan permodalan 

koperasi sebingga dapat mendukung tujuan utama dari orang..orang 

yang mendirikan koperasi. yaitu meningkatkan kemampuan dan 

kesejahteraan ekonomi pam anggota..54 

Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur permodalan 

koperasi secara jelas dan tegas, maka keterbatasan dalam 

memformulasikan faktor modal - usaha- koperasi selama ini dapat 

dihilangkan, salah satunya jalan misalnya dengan merombak struktur 

permodaJan koperasi dan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi 

se1aku sebuah badan usaluL Dalam kenyataan, bahwa para pendiri 

dan para anggota koperasi selama ini pada dasamya secara klasik 

menghadapi masalah yang sama dari wak:tu ke waktu yaitu 

keterbatasan kemampuan ekonomi para anggota dalam memberikan 

kontribusi berupa dana yang cukup dan layak untuk dijadikan 

sebagai modal usaha. Bab ini berisi pembahasan terhadap masa1ah 

klasik tersebut serta memberikan beberapa altematif untuk 

S;t Ibid, hal !{)2 
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menyusun struktur pennodalan dalam koperasi.55 

2. Modal Pinjaman dapat berasal dari:56 

a. Pinjaman dari anggota, 

Plnjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon 

anggota koperasi yang rnemenuhi syarat, 57 dapat disamakan dengan 

simpanan sukarela anggota~ maka besar kecil dari nilai yang 

disimpan tergantung dati kerelaan masing-masing anggota. 

Sebaliknya dalarn pinjaman, koperasi meminjam seniJai uang atau 

yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota, sedangkan 

besar kecil pinjaman tergantung dari kesanggupan anggota dan 

kebutuhanmodal yang diperlukan koperasi. 

Pinjaman yang diperoleh dati anggota ini bukan merupakan 

modal sendiri atau equity dan wajib dikembalikan kepada anggota 

bersangk:utan sebagaimana layaknya pinjaman atau utang. 

Ada perbedaan dalam tindakan antara simpanan sukarela dan 

pinjaman, melakukan simpanan sukarela, berarti anggota yang 

mengambil inisiatif atau aktif me-laksanakannya. Sedangkan dalam 

me1akukan pinjaman, koperasi melalui pengurusnya yang proaktif 

meJakukanya Oleb karena itu, tentu syaratksyaratnya pun menjadi 

berbeda. Kalau dalam persyaratan simpanan sukare1a mungkin 

bunganya relatif kecil, sebaliknya dalam melakukan pinjaman 

syarat~syarat yang harus ditentukan akan menjadi Jebih rinei dan 

mungldn ketentuan mengenai bunga, jangka waktu, syarat-syarat 

pembayanln kemhali, tentunya diatur lebih detail. Semua ini harus 

dipertimbangkan oleh koperasi dalammenerima keduanya, dan harus 

memperhatikan untung rugi atau kemanfaatannya, 

b. Pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya, 

;s lbid, hal 102 
~6Pasal42 aya[ 3 UU No, 25 tahun 1992 
57Pcojelasan Pasal41 aynt 3 burufa VU No. 25 tahun 1992 
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Pinjarnan dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari 

dengan perjanjian kerjasama antar koperasi,58 Pinjaman ini pada 

dasamya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama 

badan usaha koperasi ataupun anggotanya untuk saling memhantu 

da1am bidang kebutuhan modaL Bentuk dan lingkup keijasama yang 

dibuat bisa dalam lingkup yang lebih luas atau dalam Hngkup yang 

sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan. Pinjaman 

dari koperasi atau anggota koperasi lainmemang perlu dibuatkan 

dokurnen dalam bentuk sebuah perjanjian pinjam~meminjarn antar 

kedua belah pihak yang dibuat berdasatl<an l<atentuan yang ada di 

dalam masing~masing anggaran dasarnya. 

c. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, 

Pinjaman dati bank dan lembaga l<auangan lainnya dilakul<an 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.59 Pinjaman demikian dapat menjadi modal untuk 

menjalankan usaha koperasi. Sudah tentu untuk mendapatkan 

pinjaman dari lembaga keuangan (baik lembaga bank maupun non­

bank) ini, ada persyaratan-persyaratan komersial bisnis perbankan 

yang haru sdipenuhi oleh koperasi. namun di negara~negara 

berkembang1 tennasuk Indonesia, pinjaman komernial dari lembaga 

keuangan untuk badan usaha kopersi mendapat prioritas dalam 

persyaratan. Prioritas tersebut diberlkan kepada koperasi sebetulnya 

merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang 

bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat 

khususnya koperast Dengan demikian, prioritas dalam persyaratan 

komersial tersebut merupakan fasilitas khusus dari pemerintah yang 

diberikan kepada setiap badan usaha koperasi. Alasannya adalah 

karena memang pinjaman dari bank ini umumnya diberikan oleh 

lembaga keuangan kepada koperasi berdasarkan ketentuan 

'
8Penjelasan Pasal41 ayat 3 burufb UU No. 25 tahun 1992 
~'>Pcnjelasau Pasal41 ayat 3 hurufc UU No. 25 tahun 1992 
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perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerint:ah yang 

berisi ketentuan-ketentuan yang lunak dan khusus hanya untuk 

badan hukum berbentuk koperasi. 

Prioritas tersebut dapat berupa fasilitas insentiff yang 

diberikan oleh pemerintah mela1ui !embaga keuangan yang 

memberikan pinjaman modal usaha kepada koperasi dalam bentuk 

bantuan~bantuan dan pinjaman-pinjaman lunak, baik dari segi bunga 

pinjarnan maupun jangka waktu pengembaliannya disamping cara 

memperolehnyapun sangat mudah. Seperti yang juga dikemukakan 

oleh BapakAronsyah, dari Dinas Kopemsi Kahupaten Sanggau. 

Fasilitas seperti tersebut di atas juga diberikan oleh 

pemerintah Republik Indonesia kepada lembaga koperasi sejak awal 

kemerdekaan) dengan tujuan utamanya adalah membantu koperasi 

mendapatkan modal pinjarnan untukmegnembangkan usaha koperasi 

yang lemah daJam kemampuan permodalan. 

d. Pinjaman dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, 

Da1am era perekonomian dunia yang menglobal, dimana 

batas~batas negara,. ideologi, dan faham-faham ekooomi tak lagi 

terlkat oieb tempat dan waktu (non-lwun.daries). Seperti laiknya 

sebuah perseroan terbatas, untuk menambah modal, koperasi dapat 

juga menjual obJigasi atau surat utang kepada masyarakat investor. 

meJalui bursa, Mengenai persyaratan-persyaratan untuk menjual 

obligasi dan surat utang tersebutnya tentunya koperasi tetap 

memenuhi ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal yang 

ada. Tentu saja, dalam konteks pasar modal tersebut, kopersi harus 

benar-benar dapat meyakinkan masyarakt pemodal bahwa badan 

usaha koperasi yang ingin menjual obligasi dan surat utang tersbeut 

merupakan koperasi yang baik dan sehat dalam arti menjalankan 

usahanya dan mempunyai kcmampuan mengembalikan utang dan 

membayar kembali obligasi yang dijualnya. Dalam arena m1, 
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koperasi sudah tidak mengandalkan prioritas. dan fasilitas lagi tetapi 

sudah mempunyai kemampuan tinggi sebagaimana f1gur badan 

usaha bonafid lainnya. 

e. Sumber~sumber pinjaman lain yang sah. 

Tidak ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah negara­

negara berkembang yang ada di dunia ini yang memhatasi badan 

usaha koperasi dalam mencari modal pinjaman untuk menjalankan 

usahanya, termasuk Indonesia. Jadi semua somber keuangan, kecuali 

sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat 

dijadikan tempat untuk meminjam modal. Sumber-sumber yang 

mempunyai dana tersebut misalnya lembaga-1embaga yang dibcntuk: 

untuk memupuk dana di luar lembaga keuangan, asuransi, dana 

pensiun, dan lain~ lain. 

3. Modal Penyertaan 

Mengenai modal penyertaan ini diatur pada Pasal 42 UU No. 25 

tahun 1992 yang berbunyi: (1) selain modal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasa1 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang 

berasal dari modal penyertaan (2) Ketentuan mengenai pemupukan 

modal yang berasal dari modal penyertaa.n diatur lebib lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pemupukan modal koperasi yang berasal dari modal penyerU<an 

baik yang berasal dari dana pemerintah maupun dari dana masyarakat, 

dilakukan dalam rangka mernperluas kemampuan untuk menjalankan 

kegiatan usaha koperasi) terutama usaha~usaha yang rnembutubkan dana 

untuk usaha yang memerlukan proses jangka panjang, Kedudukan dari 

modal penyertaan ini sama dengan equity; jadi mengandung risiko 

bisnis. Dalam lembaga koperasi, pemilik modal penyertaan tidak 

mempunyai hak suara sama sekali secara keseluruhan. Namun demikian, 

di Indonesia, ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur 
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bahwa pemilik modal penyertaan dapat ikut serta dalam pengelolaan dan 

pcngawasan usaha; biasanya kewenangan pemodal dapal penyertaan ini 

diatur secara rinci di dalam akta perjanjian penyertaan modal yang 

dibuat oleh koperasi dan (para) pemodat60 

Berdasarkan SK Menteri Koperasi No. 145/Menkop/1998, 

penanaman modal penyertaan dapat diperoJeh dari pemerintah. dunia 

usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri 

maupun di luar negeri, serta dari tl'UlSyakat umum. Untuk menawarkan 

atau mengundang para pemodal yang mau ik:ut mernasukkan modal 

penyert.aan ke dalam usaha koperasi, dapat dilakukan mela1ui media 

masa {baik tertulis maupun ekeltronik. Dari ketentuan inilah maka 

koperasi dapat menghimpun modal dari masyarakat Juas di lingkungan 

sekitamya, bahkan menerik mQdal dari luar negeri, baik: secara manual 

konvens.ional maupun secara modern. 

Dengan mengizinkan adanya modal penyertaan da1am 

permodalan koperasi, maka UU No. 25/1992 telah memberikan 

cakrawala pennodalan yang Iebih luas lagi kepada gerakan koperasi dan 

memberikan peluang kepada koperasi untuk mengembangkan usahanya, 

tetapi seka1igus merupakan tantangan bagi koperas:i. Karena modal 

penyertaan dipersamakan dengan equity, maka tentunya penyertaan 

modal dalam suatu perusahaan ataukoperasi pada dasarnya mempakan 

suatu investasi untuk mana kepada pemiliknya hams diberikan bukti 

keikutsertaannya dalam pennodalan koperasi dalam bentuk saharn. 

Investor tentunya mengharapkan mempero1eh bagian dari keuntungan 

usaha seabgal imbalan dari investasinya, disamping jaminan keamanan 

dari dana yang diinvestasikan sebagai modal penyertaan tersebut. Moda1 

ventura adalah merupakan salah satu bentuk dari modal penyertaan 

modal dimana scteiah selang waktu yang ditentukan hams ditarik 

kembali oleh badan pemilik modal penyertaan tersebut. Ketentuan ini 

601ihat Pa.sal 42 UU No. 25 tahun 1992 beserta penjelllS~nnya dan lihat PP No. 33 tahun 1992 
tenlang Mod at Peuyertaan padtl Koperasi serta SK Mcnkop No. 145 tahun 1998 
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adalah pengejawantahan azas bantuan dan pernbinaan bagi badan usaba 

yang menerima. modal ventura.61 Meskipun demikian, walaupun UU No. 

25 tahun 1992 telah memberikan keleluasaan pengembangan modal 

koperasi. namun dalam pelaksanaannya perlu juga diwaspadai agar 

pengeJolaan dan pengawasan organisasi tetap berada di tangan anggota­

anggota koperasi sesuai dengan azas demokrasi koperatif. 61 

Dengan demikian pada dasarnya, semua altematif-alternatif 

pernupukan modal, dimaksudkan untuk mernperkuat permodalan 

koperasi sendirl untuk mencapai tujuan kesejahteraan para anggotanya. 

41Hcndrojogi, Op Cit. bala:man 204 
Hlbid, halama11 206 
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2. HAK GUNA USAHA 

2.1 PENGERTIAN 

Istilah Hak Guna Usaha merupakan teijemahan dari Bahasa Belanda, 

yaitu er:fPacht. Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 720 sampai dengan 

Pasal 736 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Pasal 28 sarnpai dengan 

Pasal34 Uru:lang~undang Nomor 5 tahun 1960; Pasal2 sampai dengan Pasal 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha. 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam Pasal 720 Kitab 

Undang~undang Hukum Perdata rumusannya adalah sebagai berikut:63 1'Hak 

Guna Usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan 

kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban 

membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan 

kepemilikannya~ baik berupa uang, baik berupa basil atau pendapatan.", 

sedangkan dalam Pasal 28 Undang-unrlang Nomor 5 tahun !960, 

rumusannya adalah sebagai berikut:64 "Hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara, dalamjangka wakiu tersebut dalam Pasal29, 

guna perusahaan pertanian. perikanan atau petemakan."65 

Dari rumusan tersebut, maka dapat ditemukan perbedaan dan 

persamaan yakni: 

a. Status tanahnya 

Pasal 720 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa barang tak bergerak yang diusahakan merupakan milik orang 

lain. sedangkan da1am Pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria, tanah 

yang diusahakan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 

+JR. Subckti dan Tjitrosudibjo, Kitab Urulang~undang Huitvm Perdata, rerjemohon dari 
Burgerlijk Wetboek, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, Cet ke-17, ha!aman 18!), 

64Boedi Haroono, Hukum Agroria Judo11esia, Himputlfl11 Pcraluran-peraturon Hukum Tam1it, 
Jakarta: Djambatan, Cel. kc-12, halaman D. 

*~"ArieS. Hutagalung. Serba Aneka Mtualah Tan(lh Dalum Kegialan Ekonomi (suatu k«mpufon 
kartutgan), Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 200:2, Ed, I, Cet2, 
halaman 20. 
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b. Dati aspek penggunaan tanah 

Penggunaan tanah dalam Pasal 720 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata untuk kepentingan semua bidang pembangunan, 

sedangkan dalam Pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria, penggunaan 

tanah bersifat khusus yaitu untuk penanian, perikanan atau petemakan. 

2.2 SUBYEKHAKGUNAUSAHA 

Subyek Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 30 Undang-undang 

Pokok Agraria, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bmgunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam 

kedua ketentuan itu ditentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna 

Usaha adalah Warga Negarn Indonesia dan badan hukum yeng didirikan 

menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.66 Secara 

individual orang asing tidak dapat menggunakan Hak Guna Usaha, namun 

secara kelembagaan seperti berbentuk Badan Hukum, maka orang asing 

yang termasuk dala.m badan hukum itu dapat mempunyai Hak Guna 

Usaha.67 Menurut PP 40/1996, pemegang HGU yang tidak lag! memenubi 

syamt ini. dalam jangka waktu 1 tahun wajih melepaskan a tau mengalihkan 

HGU kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila ketentuan ini tidak 

dapat dilaksanakan maka HGU tersebut menjadi hapus karena hukum dan 

tanahnya menjadi tanah negara.68 

2.3 TANAH YANG DAPAT DffiERIKAN DENGAN HAK GUNA USAHA 

Tanah yang dapat diberikan dengan Hale Guna Usaha diatur dalam 

Pasal 28 Undang~undang Pokok Agraria dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 

Hak Pakai Atas Tanah. Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa tanah yang 

dapat diberikan Hak Guna Usaha hanyalah tanah negara. Sebelum tanah 

«>Jbid, halamrm 20, boca juga 13oedi Hai'SOrtO, Hukum Agroria lndonesfo, Jilid I, bagian f, 
Jakarta: Djambatan 1973, halaml'ln 28-35 

mPll$111 55 ayat 2 UUPAjuncto UU No, l tahun 1967 tcnlang Penanaman Medal Asing. 
681rene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tnnah Dalam Pengadaan Ta11a!J Uutuk Pemhangwu:zn, 

Jakarta: Universitas Trisakt[, hal<tman 26. 
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negara itu diberikan kepada subyek Hak Guna Usaha, harus diperhatikan 

hal-hal sehagai berikut 69 

l. Dalam hal Umah negara yang akan diberikan merupakan tanah negara 

yang merupakan kawasan hutan, rnaka pemberian 1-IGU dapat dilakukan 

setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan 

hutan. 

2. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dikuasai dengan hak 

tertentu sesuai dengan ketentuan yang ber1aku, pelaksanaan Hak Guna 

Usaha ter.sebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya 

pelepasan hak im:sebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam 

peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

3. Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan itu terdapat tanaman 

danlatau bangunan milik pihak: lain yang keberadaannya berdasarkan 

alas hak (peristiwa hukum yang merupak:an dasar penyerahan suatu 

barang} yang sah, pernilik bangunan atau tanaman tersebut diberi ganti 

kerugian yang dibebanken kepeda pemegang Hak Guna Usaba. 

Luas minimum tanab yang diberikan dengan Hak Guna Usaha 

adalah 5 (lima) hektar, luas makeimum tanab yang dapat diberikan kepada 

perorangan adalah 25 {dua puluh lima) hektar, sedangkan untuk badan 

huk:um ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari 

pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan 

mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang 

paling berdayaguna dibidang yang bersangkutan, (Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 tahun 1996). 

Berkenaan dengan pengertian terbadap tanah negara ini, temyata 

selain Badan Pertanahan Nasional yang mengenal tanah negara dan tanah 

milik, Departemen Kehutanan dan Perkebunan rnengenal istilah hutan 

negara dan hutan milik, Departemen Dalam Negeri mengenal tanah juga 

69 Salim, HS, dan Budi Sutrisno, Hultum lnvesrasi di fruWnesia, Jakarta; Raya Grafindo Pctkasa, 
2008, Ed. 1-l, halaman-318, bacajuga lrene Eka Sihombing, Op Cit, hal am an 25-29 
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yakni tanah desa, perairanlpantai, pemancingan serta sumber daya alam 

desa10 Departernen~departemen tersebut berdasarka.n perundang-undangan 

diberikan kewenangan atas penetapan status atas tanah dengan kriteria yang 

berbeda, implementasinya di masyarakat menimbulka.n konflik status tanah, 

mana yang merupak.an tanah negara (public land) dan mana yang bukan 

(pravate land}. Dilihat dari keberadaan UUPA dan UUPK, seharusnya 

UUPA 5/1960 yang lahir lebih dahulu harus di acu oleh UUPK No. 5/1967 

maupun penggantinya UUK. No. 41/1999, yang mengatur bentuk-bentuk 

penguasaan atas sumber-sumber agraris tennasuk hutan di dalamnya. 

Sehlngga kriteria atas tanah dan kawasan hutan negara sama dan 

pengoturannya ridak tumpang tindih, 

Dengon terbitnya Pennen BPN No. 511999 tegas dan fleksibel 

dijelaskan bahwa tanah ulayat dapat didaflarkan menjadi kepemilikan ada~ 

dapat menjadi hak milik perorangan hila ingin dimiliki secara perorangan 

dan dapat juga dipinjamkan kepada pemerintah untuk diberikan Hak. Guna 

Usaha kepada pihak lain pada jangka waktu yang disepakati. 

Pengertian berkenaan dengan status tanah negara ini, tidak terlepas 

dari pemahaman bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang terbentuk 

atas perjanjian kemasyarakatan antara komunitas-komunitas yang sudah 

hadir mendahuluinya. Komunitas-komunitas yang kemudian disebut sebgai 

rakyat itu merupakan konstituen utama negara. Jika rak:yat rnencabut 

dukungannya pada negara maka saat itu pula negara akan terancam 

keberadaannya. Sejalan dengan sejarah kehadirannya yang baru, maka hak 

menguasai negara yang seakan-akan menjadi doktrin dalam pengaturan 

sumber daya alam di Indonesia bukanlah hak yang ada denga.n sendirinya, 

sehingga dapat mengatasi hak-hak masyarakat. Perlu disadari hak 

1° Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adai di Indonesia: Suall! rejleksi Ptmgaturon 
Kebijakan dalam &a Otonomi Oaerah, ICRAF, LATIN dan P3AE-UI, Maret200l, halaman U 
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menguasai negara adalah hak yang bersumber dari hak-hak masyarakat.71 

Demikianlah maka hak menguasai negara tidak bisa merampas hak-hak 

masyarakat adat yang sifatnya alamiah dan sudah hadir mendahului negara. 

Satu diantara hak masyarakat adat itu adalah otoritas mengatur ekosistem 

hutan. rnaka hak menguasai negara tidak bisa rnenghapus otoritas 

pengaturan dari masyarakat (adat), hak menguasai negara seharusnya 

menguatkan otoritas masyarakat (adat) itu).72 

2.4 MOMENTIJM TE!UADINYA HAK GUNA USAHA 

Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh Hak Guna Usaha 

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang~undangan. Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan 

Pemberian Hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pembarian hak itu 

wajih didaftarkan dalam beku tanah poda Kantor Pertanahan (Pasal 31 

Undang-undang Pokok Agraria juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nornor 5/1973 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/1972)73
• 

Berbeda dengan permohonan hak-hak lainnya, permohonan Hak Guna 

Usaha diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala Direktorat 

Agraria Propinsi yang bersangkutan secara tertulis. dengan tembusan 

kepada Bupati Kepala Daerah c.q. Ketamadya (Pasal 15 ayat 1 Peraturan 

Dalam Negeri Nomor 5/1973 tentang Tatacara Pemberian Hak Atas Tanah}. 

Dalam rangka penanaman modal asing, permohonan Hak Guna Usaha 

diajukan melalui Badan Koordinasi Pena.naman Modal (BKPM) (Pa.sal 3 

ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/1974 tentang Ketentuan· 

ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah serta 

Pemberian Izin Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan untuk 

11 Myrna A. Safltri, Pengakua/f terliadap llak masyarakat adat poda ekosistem lu.dan: C<ttoftm 
Ulltuk Rancanga11. Kehijakan tentang Hak MilS)Itlralwt A dar di Kawasan HutGJt Negura, paper ini 
rru:rupakan komentar atas kcmscp kebijakan !lang mengatur Keberadaan masyarnkal adat didalam 
kawasan hutart yang disemin.arkan. pada bulan Februari 1999 di LATIN, Bogar dan diterhitkao oleh 
LATiN sehagai kertas posisi Latin dan diterbitkan pula pada Web LATIN (http:!i\vww.latin.or.id). 
Paper ini dibuat sebelum diterbltkannya UUK No. 41 tlthun 1999, akan tetapi mi:\sih relcvan 
deng<tn pcrdcbatan menanganl hak-hak rnasyarakat adat yang diatur dalam PP Holan Ad at. 

11/bid, halaman43 
nArie S. Hutagah.mg, Op Cit. halaman 23 
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keperluan Perusaha.a.n-perusahaan Penanaman Modal menurut Undang­

undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968).74 

Sementara itu, momentum te~adinya Hak Guna Usaba adalah sejak didaftar 

oteh Kantor Pertanahan dalam buku Tanah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tanda bukti hak 

kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertipikat hak atas tanab 

(Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Peratumn Pemerintah Nomor 40 tahun 

1996).7s Adapun sutat~surat yang diperlukan dalam mengajukan 

pennohonan Hak Guna Usaha ini, harus pula dilengkapl dengan keterangan­

keterangan (lihat catatan 12 supra pasal 15 ayat 2) sebagai berikut: 76 

a. bonafiditas dan liquiditas perusahaan, mlsalnya dengan menunjukkan 

referensi dari Bank pemerintah atau keterangan 1ainnya; 

b. rencana pengusabaan tanah jangka peru!ek dan jangka panjang; 

c. tenaga abli yang tersedia; 

d. rekomendasi dari instansi-instansi perkebunan, Jrehutanan. dan 

sebagainya sesuai dengan rencana. 

2.5 JANGKA WAK1U BERLAKUNYA HAK GUNA USAHA 

Jangka Waktu berlakanya Hak Guna Usaba diatur dalam Pasal 8 

Peraturan Pcmerintah Nomor 40 tahun 1996. Hak Guna Usaha diberikan 

untuk jangka waktu 25 tahun atau 35 tabun dan dapat diperpanjang untuk 

jangka waktu paling lama 25 tahun. Jadi total jangka waktu Hak Guna 

Usaha selama 60 tahun, Peq:~anjangan Hak Guna Usaha memenuhi syarat­

syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerlntah nomor 40 

tahun 1996 adalan penambaban jangka waktu berlak:unya sesuatu hak tanpa 

mengubah syarat~syarat dalam pemberian hak tersebut.. Syarat~syarat itu 

meliputi:71 

a. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat 

dan tujuna pemberian hak tersebut; 

74/bid. balaman 23 
""Salim HS dan Budi Sutrisno, Qp Cil, halaman 319 
16 ArieS. HutagaEung, Op Cit, halaman 23 
11 ibid, hahaman 320 
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b. syara.t-syarat pernberian hak tersebut dlpenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; dan 

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. 

Disamping dapat diperpanjangjanglca waktu Hak Guna Usaha, maka 

kepada pemegang hak diberikan kesempatan untuk memperbarui 

permohonan Hak Guna USahanya. Maksud pembaharuan hak adalah 

pemberia.n hak yang :sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah 

dimilikinya dengan Hak Guna Usaha sesudah jangka waktu bak tersebut 

atau perpanjangannya habis. Syarat~syarat untuk diJakukan pembaruan Hak 

Guna Usaha adalah:1ti 

a. tanah masih diusahakan dengan baik sesuai keadaan, sifat dan tujuan 

pemberian hak tersebut; 

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; dan 

c. pemegang hak rnasih memenuhi syarat..syarat sebagai pemegang hak 

(Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 rabun 1996). 

Permohonan pe1panjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau 

pembaruannya diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhimya 

jangka waktu Hak Guna Usaha. Perpanjangan dan pernbaruan dicatat dalarn 

buku tanah pada Kantor Pertanahan (Pasal I 0 Peraturan Pemerintah Nomor 

40 tahun 1996). Untuk kepentingan penanaman modal, pennintaan 

perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha ini dapat 

dilakukansekaligus dengan membayar uang pemasukan yang ditentukan 

untuk itu pada saat pertama kali mengajuknn permohonan Hak Guna Usaba. 

Apabila hat itu telah ~ilakukan oleh pemegang Hak Guna Usaha hanya 

dikenakan biaya administrasi yang besamya ditetapkan oleh menteri setelah 

mendapat persetujaun dari Menteri Keuangan. Persetujuan untuk dapat 

memberika perpanjangan atau pembaman Hak Guna Usaha dan perincian 

uang pemasukan dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha 

yang bersangkutan (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996). 

181bid, halaman 320 
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Kabupaten Sanggau yang merupakan salah satu dari Kawasan 

Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) bahkan pemah diusulkan untuk 

rnemperpanjang Hak Guna Usaha menjadi 60 tahun, sebagai pernah 

diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Aspar Aswin, yang 

juga Ketua BP Kapet Sanggau~ yang memperbandingkan hak atas tanah ini 

dengan di Cina yang memberikan jangka waktu hingga 90 tahun. 7fJ 

2.6 KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG HAK GUNA USAHA 

Kewajiban dan hak pemegang Hak Guna Usaha berSumber pada 

Pasal 6. Pasal 15 dan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria juncto 

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1964 (berupa 

kewajiban khusus),80 dan juga diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 

14 Pemturan Pemerintah Nomor40 tal>Un 1996. 

Kewajiban pemegang Hak Guna Usaha antara 1Ain:81 

a. membayar uang pemasukan kepada negara; 

b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perik.anan dan!atau 

petem.akan sesuai dengan peruntukkan dan persyaratan sebagaimana 

ditetapkan dalam kepurusan pemberian haknya; 

c. mengusahakan sendiri Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan 

kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi 

teknis; 

d. membangun dan memelihara pmsanma lingkungan dan fasilitas tanah 

yang ada dalam Iingkungan areal Hak Guna Usaha; 

e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, 

dan menjaga kelestarlan kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan 

peraturan perundang~undangan yang berlaku (tennasuk di dalamnya 

replanting dan new pianting}t 

f menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan 

~--· KapcJ inginkan HGU 6() Iaiiun, www.kompas.com, 29 September 2001 
MArieS. Hu!agalung, Serba Ancka MasoJall Ta11oh Dalam Kegiatan Ekouomi (_suatu kumpulau 

lrorongan}, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Uniwrsit.as: fndonesia, 2002, Ed. 1, Cet.2, 
halaman :12, 

B
1Jbid, ha!aman 321, bacajuga Irene Eka Sihombing-. Segi-segi Hufrum Tbnah Dalam Pengadaan 

TatJo.b Uutuk Pembwrgunan, Jakarta; Universitas Trisakti, 2005, halaman 27 
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Hak Guna Usaha; 

g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna t:saha 

kepada negara sesudah flak Guna Usaha tersebut hapus; 

h. menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada 

Kantor Pertanahan; 

i. jika tanah Hak Guna Usaba karena keadaan geografis atau lingkungan 

atau sebabMsebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung 

atau menutup pekarangan atau sebidang tanah lain dari lalu lintas umum 

atau jalan air, pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan 

keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pek.mmgan atau bidang 

tanah yang dikurung, 

Mengenai Hak dari pemegang Hak Guna Usaha diatur lebih lanjut 

dalam Pasal 33 juncto Pasal 51, juncto Pasal 57, juncto Pasal 28 (3) 

Undang-undang Pokok Agraria," dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 40 

tahun 1996. Hak pemegang Hak Guna Usaha yaitu:" berhak menguasai dan 

mempergunakan t.anah yang diberikan dengan Hak Guna Usaba unttlk 

melaksauakan usaha di bidang pertauian, perkebunan dan atau petemakaiL 

Penguasaan dan penggunaan sumber daya air dan sumber daya lainnya di 

atas tanah yang diberikan Hak Guna Usaha banya dapat di1akukan untuk 

dapat mendukung usaha di atas, dengan mengingat ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat. Sementara 

itu, larangan bagi pemegang Hak Guna Usaha adalah dilarang menyerahk:an 

penguasaan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, k:ecuali dalarn hal-hal 

yang diperbolebkan menurut peraturan perundang-undangan. (Pasal 28 ayat 

3 Undang-undang Pokok A gratia). 

2. 7 PEMBEBANAN DAN PERALlliAN HAK GUNA USAHA" 

Sertipikat Hak: Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Menteri atau 

pejabat yang berwenaug dapat dijadikan jaminan hutang pada lembaga 

perbankan dengan dibebani Hak Tanggungan (Pasal 33 juncto Pasal 51 

01/bid, halaman 21 
~)Ibid, balaman 321 
Mlrenc Eka Sihombiug-, Op Cit. halaman 28 
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juncto Pasal 57 Undang~undang Pokok Agraria). Hak Tanggungan hapus 

dengan hapusnya Hak Guna Usaba (Pa.sa1 15 Peraturan Pemerintah Nomor 

40 1ahun 1996). 

Secara yuridis Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada 

pihak lain (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996). Beralih 

atau diaJihkan artinya bahwa Hak Guna Usaha itu dapat berpindah, berganti 

atau dipindahkan kepada pihak lainnya, Peralihan Hale Guna Usaha dapat 

terjadi dengan cara jual beli, tukar menukar, penyertaan modal, hibah dan 

pewarisan. Peralihan ini harus didaftarkan pada Kantor Pertanaba.n. 

Peralihan Hak Guna Usaha ters:ebut harus dilakukan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT. Peralihan Hak Guna Usaha karena warisrm barns dapat 

dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang d!Duat oleh 

instansi yang benvenang. Sedangkan jual beli yang dilakukan melalui 

pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang, yang dibuat oleh Pejabat 

Lelang. 

2.8 HAPUSNYA HAK GUNA USAHA 

Hapusnya Hak Guna Usaha adalah dengan tidak berlalrunya 

keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang diperoleh oleh pemegang Hak 

Guna Usaha. Dalam Pasal 34 Undang~undang Pokok Agraria dan Pasal 17 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 telah ditentukan 7 cara 

hapusnya Hak Guna Usaha, yaitu: 85 

1. berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangannya; 

2. diba!alkan halruya oleh pejahat yang berwenang sebelum jangka waktu 

berakhir kll!ena: 

a, tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak danlatau 

b. ilanggamya ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12. Pasal 13 dan Pasa.l 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

tahun 1996; 

as Arie S. Hutagalung, Op Cit, halaman 323, baca juga Irene Eka Sihombing, halaman 28~29 
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3. dilepaskan secara sukareia oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berakhir; 

Dilepaskan secara sukarela mengandung pengertian dilaksanakan 

deogan pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, hibab 

wasiat, pemasukanlinbreng maupun dengan istilah pembebasanl 

peJepasan hak.86 

Ketentuan mengenai pelepasan/pembebasan tanah diatur da!am 

UUPA (Pasal 27, 34, .W), Prof. Arie S. Hutagalung menyebutkan pula 

bahwa pelepasan/pembebasan tanah ini juga meropakan wujud dari 

fungsi oosial pada tanab sebagai disebut dalam Pasal 6 UUPA. Istilah 

pembebasan bak sementara ini di dalam Keppres Nomor 5511993 diganti 

dengan istilab Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak, yang pengertiannya 

menurut Pasal 1 ada1ah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara 

pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan 

memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah yang dapat 

betbentuk uang. tanah pengganti, pemukiman pengganti, gabungan dari 

dua atau lebih bentuk ganti kerugian, maupun bentuk-bentuk lain yang 

disetujui oleh pihak-pibak yang bersangkutan. Khusus untuk bak ulayat, 

ganti kerugian tersebut berbentuk pembangunan fasilitas umum atau 

bentuk lain yang bermantkat bagi masyantkat setempat." 

Dalam bukunya, Irene Eka Sihombing, berpendapat bahwa 

pengertian pelepasanlpembebasan hak tersebul diatas, pada hakikatnya 

merupakan perbuatan hukum pelepasan/ pembebasan hak adalah suatu 

peijanjian. 01eh karenanya dapat dikatakan sebagai perbuatan perdata 

seperti halnya jual be1i tanah. Karena merupakan suatu perjanjian, tidak 

boleh ada satu pihakpun yang dirugikan, sebab salah satu prinsip dasar 

peljanjian adalah para pihak berada pada kedudukan sei:mbang. Maka 

istilah :menurutnya adalah tidak tepat, tetapi sepatutnya disebut sebagai 

imbalan. Sedapat mungkin besar imbalan pada pembebasan hak sama 

besamya dengan barga bidang tanab (hak milik) tersebut jika dijual 

86 Arie S. Hufagalung. '/ebaran Pemikiran di Seputar Masalah Hukum 'l(.malr Nasional, Jakarta; 
Lembaga Pemberdayoan Hukum Indonesia (LPHI) 2005, halaman l76-t77 

81/bid, halaman 178·179, 
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kepada pihaklain (harga pasar setempat). 88 

4, dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang 

Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda~benda yang ada di atasnya; 

Mengenai pencabutan ini, temyata berkembang pula di 

masyarakat untuk memperhatikan Undang-undang tentang Lingkungan 

Hidup, berdasarkan contoh aktual yang terjadj tabun 2002, ketika banjir 

melanda sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sekayam, yaitu 

Kecamatan Entikong, Sekayam, Beduai, Kembayan, Parindu dan 

wilayah sekitar kota Sanggau1 aktivitas masyarakat sempat macet total 

selama serninggu. Ruddy Lumuru dari Harlan Sawit Watch, pemah 

menyarankan agar izin Hak Guna Usaha di wilayah tersebut dicabut dan 

dikembalikan ke fungsi hutan lindung. 89 

5. dite1antarkan; 

Sebagai diungkapkan oleh Deddy Koesp.amono, Direktur Tata 

Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas), pemerintah akan menyita tanah-tanab perkebunan di Pulau 

Jawa yang saat ini tidak memilild Hak Guna Usaba yang sab dan 

ditelantarkan~ untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. sedangk:an 

kepada pemilik tanah perkebunan tersebut akan diberikan pengganti di 

luar Pulau Jawa. Pernyataan tersebut sebenamya tidak jauh dari 

pemahamart bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial, sehingga 

setiap ornn& badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan 

hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara 

tanah, menarnbah kesuburannya:. mencegah te.Dadinya kerusakao 

sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta berrnanfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 

ten tang Penertiban dan Pendayagunaan Taanh Telantar). 90 Langkah 

pemerintah itu berkaitan dengan upaya reforma Agraria pada tahun 2009 

ini~ Dalam Rencana Kelja Pemerintah (RKP) 2009, yang diharapkan 

~'Irene Eka Sihombing, Op Cit, halaman 62 
t~Keseimbangi111 Lingkunga» Hulan Terganggu, Cnbut Jzin HGU Kebun Kelopa Sawit, Suara 

Pcmbaruao Daily, 3 Mci 2003 
00 A ric S. Hutagalung. Op Cit, balaman 53. 
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mampu membagi 310.000 bidang tanah bagi masyarakat, yang 

rinciannya terdirl dari 9,25 juta hektar tanah dimana 1,25 juta hektar 

tanah merupakan tanah negara yang dikeloJa Badan Pertanahan Nasional 

dan sisanya adalah tanah hutan." 

6. tanahnya musnah; 

7. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha. 

Konsekwensi dari hapusnya Hak Guna Usahat mengaldbatkan 

tanahnya menjadi tanah negara. Apabi1a Hak Guna Usaha hapus dan 

tidak diperpanjang atau diperbaruai, bekas pemegang hak wajib 

membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda tersebut 

dllaksanakan atas b)aya pemegang Hak Guna Usaha. Jika bekas 

pemegang hak tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya, bangurum­

bangunan dan benda~benda yang ada di atas tanah tersebut dibongkar 

oleh pemerintah untuk melangsungkan alau memulihktm penguasaan 

tanahnya, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk 

dan jumlalmya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pnsal 18 

Peraturan Pemerintah Nornor 40 talmn 1996). 

2.9 HAK GUNA USAHA DAN TANAH ADXI'IULAYAT 

Thnah dan masyarakat huk:um adat mempunyai hubungan erat satu 

sama lain. Hubungan hukum antara masyamkat hokum adat dengan 

tanahnya menciptakan hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan 

masyarakat. Hak ini dapat diperlakukan terhadap pihak h.1ar dan terbadap 

sesama anggota kelompok masyarakat hukum adat Pelaksanaan terhadap 

pihak luar kelompok masyarakat hukum adat tersebut mempunyai 

wewenang tersendiri atas tanah dan lingkungannya. Tetapi disamping: itu 

rnasyarakat hukum adat tersebut mempunyai tanggungjawab atas kerugian 

yang dilakukan terhadap t».nabnya oleh pihak-pihak yang tidak dikenal. 

Masyarakat hokum adat berkewajiban untuk mengawasi penggunaan tanah 

diantara anggota-anggota sendiri dan rnengatur hak dan tuntutan dari seriap 

anggota dalam berbagai cara. 

*'Reform a Agraria, Tanah Tanpa HGU BaJ:al disita Pemerintuh, Antarn News, 7 Agustus 2008 
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Hak ulayat dalam pengertian hukum rnerupakan serangkaian 

wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu 

wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "lebensraum" (wilayah 

bid up atau ruang hidup) para warganya untuk mengambil manfaat dari 

sumber days alam~ tennasuk tanah, yang ada dalam wilayah tersebut 

Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secam lahiriah dan 

batiniah turon temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan 

wiJayah hidupnya. Hubungan itu seJain merupakan hubungan lahiriah juga 

rnerupakan hubungan batiniah yang bersifat reUgio-magisch, yaltu 

berdasarkan kepercayaaan para warga masyara.kat hukum adat yang 

ben;angkuta:n." 

Mengenai hak ulayat ini ada beberapa pendapat, menurut Prof. 

Boedi Harsono. hak ulayat adalah nama yang diberikan undang-undang dan 

para ahli bukum, yang mengandung pengertian sebagai suatu hubungan 

hukum antara suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan suatu wilayah 

tertentu, yang· rnerupakan "lebehSraum 1
' bagi para warganya sepanjang 

masa."3 Prof. Arie S. Hutagalung merumuskan hak ulayat adalah hak 

bersama yang sifalnya abadi dan daJam kedudukannya sebagai "hak 

penguasaan atas tanah11 memberikan kewenangan kepada anggota­

anggotanya untuk berbuat sesuatu atas tanah ulayat yang bersangkutan. 

Kewenangan dalam ha1 ini juga seka1igus berarti sebagai "tugas" dari set:iap 

anggota masyarakat hukum adat yang melekat pada hak ulayat itu, yaitu 

mengupayakan agar "tanah ulayat" terSebut dapat berfungsi secara lestari 

dan menjadi pendukung kehldupan kelompok masyarakat hukum adat dan 

para anggotanya sepanjang zaman.?4 Imam Sudiyat memberikan ciri-ciri 

pokok dari hak ulayat y:aitu (a.) hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta 

para warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar di 

'l'lfbid, halaman 123 
l.I}Arie S. Hu1agalung, Tebaran Pemikiran di Seputar Ma!Ullah Huk11111 Nasional. Jakarta: 

Lembaga Pemberdayaan Hukum lndones~ (LPHI) 2005, halaman 122 
w Siti Susyanthi, Ana/isis mengeaut eksistensi Hukum 11mah Adat Sulat Dayuk Kenyafl tfi 

Kalimantart Timw; Tesis 2009, halaman 16, mengotip dari pidato Prof. Arie S. Hutagalung 
mengenal: Km:sepsiYw1g me11dasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Depok 17 Maret 
2003 
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wilayah kekuasaannya; (b) orang luar ha.nya boleh mempergunakan tanah 

itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin itu ia dianggap 

melakukan pelanggaran~ (c) warga persekutuan hukum boleh mengambil 

manfaat dari hak ulayat dengan restriksi hanya untuk keperluan 

somahfbroyat/keluarganya sendiri~ (d) persekutuan hukum hertanggung~ 

jawab atas segala bak yang menjadi terjadi di wilayahnya; (e) hak purba 

tidak dapat dilepaskanj dipindahkan, diasingkan untuk selamanya; (f) hak 

purba meliputi juga hak yang sudah digarap. yang sudall diliputi oleh hak 

perorangan.95 Bagi masyarakat adat sendiri cenderung menyebutnya datam 

korelasi tanah adat atau hutan adat dalam bahasa daera.h setempat (yang 

berada dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan).96 

Seiring dengan meningkatnya pembangunan fisik di Kabupaten 

Sanggau, disaru fihak dan berkurangnya. tanah negara yang tersedia dilain 

pihak. fenomena sengketa tanah muncul kepermub.an yang sebagian besar 

merupakan alcibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 

inftas1Tuktur. industri, peromahan, pertanian maupun perkebunan skala 

besar. 

Di Kabupaten Sanggau, sengketa. tanah sebagian besar tetjadi 

diantara masyarakat hukum adat yang mempertahankan hak (adat) atas 

tanah dengan pemilik modal besar yang mendapat konsesi pengusahaan 

perkebunan. Praktek pengadaan tanah berupa pemberian Hak Guna Usaha 

untuk pembangunan perkebunan di1akukan secara tidak bijaksana, sehingga 

menimbulkan sengketa tana.h tersebut yang sampai saat ini belum juga 

terselesaikan. 

Walaupun oleh UUPA dan ketentuan~ketentuan lain97 hak ulayat 

<JS Ibid, halaman 16, dikutip dati Imam Sudiyat, Hukum Adat Skeua A.ras, Yogjakarta;Liberty, 
198!, Cet Ke·2, balaman 8. 

96Arle S. Hutagalung, 1Cbamn Pemikiron di Sepular Masalah Hufwm Nasionuf, Jakarta: 
Lembaga Pembcrdayaan Hukum Indonesia {LPHI} 2005, halaman 122 

wtuu No. 5 tahun 1967 tentang Ketcntuan·kelenluan Pokok Kehu!anan, UU No" 41 tahun 1999 
tcntang Kehmanan, Keppres No-. 55/t.ahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Umum,lmitruksi Prcsidcn No. 1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Keagrariaan 
dcngan Bidang Kcbotanan, Pertambangan, Transmigra.si dan Pekcrjaan Umum (INPRES 111976}. 
dan PMNA/Ka: BPN 5/1999, mengnkui adanya hak adatlbak ul:ayat masyarakat adat. 
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sudah mempunyai pengakuan secara hukum dalam hukum tanah nasional 

kita. namun dalam pelaksanaarmya tidak menjadi jelas dan justru 

menimbulkan rnasalah bagi masyarakat adat. 

Untuk tanah~tanah adatluLayat ini, di Kabupaten Sanggau saat "orang 

luar" diperbolehkan membuka dan menggunakan sebagian tanah 

adat/ulayat, dengan izin dari penguasa adat dengan pembayaran yang 

disebut sebagal 11derasah11
• Sejalan dengan pendapat Prof. Arie S. 

Hutaga1ung. bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan pemerintab, 

masyarakat. maupun pakar mengenai istilah tanah adatfulayat, 1:11! di 

Kabupaten Sanggau sendiri, tampaknya pemahama.n tanah adatlulayat lebih 

eenderung untuk tujuan perlindungan terhadap tanah pribadi "anggota 

masyarakat" hukum adat.99 Sedangkan ulebensraum"100 atau daiam 

pemaharnan ini hui.an adat atau tanah adat yang digunalam sebagai tanah 

'Tilbid, halaman 134 
~aca S, Masiun, Dayak NGO Responses to NutWmzl Legal and Policy Frameworks Affec/iJrg 

Atiat Governance ;, lndotU!Sia "if the stale does not recognize us,we will not recognize it" 
(lndigeoous People Dedar<ttion, Jakarta 1999), tulisan telah diprcsoowikan pada IASCP 
Conference, 31 May • 4 Juni 2000, di Bloomington, Indiana. USA. ktnipannya scbgai 
berikutn ...... AU Dayak in West Kalimantan have their own laws and struct~UeS, Natural resources 
systems management are regulated in the adat law. Adat law are enforced by the adat leaders 
governance. The violation on the natum.l resources management and landuses will be fined using 
ada! {aw, All membern of the community are responsible for the enforcement of the adat law. 
Formally, the adat lcadar who are responsible to f'ine the degrees of vio.lation conducted by 
someone. (halaman 8) ........ ., In order 10. proteet natura! sources, besldes the adat law that ls !'lOW 

implemented, 1owards new threats, a community change together to make a conservation 
agreement. The agreement will bind all members of community to obey and lO those who breaks 
the agreement or rules,. they will be fined without any need to process lhnrugh court. The vi()Jatioo 
against this rule is considered as "sa!ah bli.Sa" or he must be fined according to the fines agreed in 
the agreement. The lcinrl of agreement has been adopted in Tapang Sambas, Desa Dayak of 
Sanggau District........ Under Ministry of Internal Affairs Regulation No. 31l997 on the 
Empowerment, Sustainability and Development of Customs, Pcopfe's Tradition and Adat 
lnstJtution at the Local Geverment Level introduce$ ,new structure of the The Dayaks in West 
Kalimantan. At the provincial level is built Adat Assembly (Majclis Adat). ~In West Kalimantan, 
Local Govennent facilitates the establishmenT Adat assembly at the Provincial Level and Adat 
Councils in every district and subdistrict Mostly politicians are involvetl in the organizations-. 
This Regulation tends to put aside the existence of the origin of adat Institution OWI'led by the 
Da~aks people ............. {halaman 14} 

1 Maria Sumarrljono (1999} mentcljcmahkannya sebagai ruang hidup, baca Martua Sirail, Chip 
Fay dan A. Kusworo, BagtJimr;ma Hak-llok Masyarakot Hukwn Adal dalam Mengeiolt1 Sumber 
Df1ya Aiam Diatur?, hat 5, tutisan den,gan revisi disampaikan pada aeara Seminar Perencanaan 
Tata Ruang Secara Partisipatif u!eh WATALA dan BAPPEDA Propinsi Lampung, 11 Oktober 
2000, )'lil'lg merupakan b<lgian dari naskah akarlernis yang disajikan untuk Departcmen Kehutanan 
dan Perkebunan pada pertengahan 1ahun 1999 dalam usaha mengakomodir hak·hak tnasyrakat 
hukum adat da!am kawasan hutan dan dipresentasikan dalam bentuk paper dan telah dibawakan 
da!nm Roundtable Dlswssion di Wisma PKBI tangga! 20 Oktober 1990. 
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bersama, sebatas secara fisik tanah dan hutan itu digunakan bersama, dan 

berada di wilayah masyarakat hukum adat tersebut Kepemilikan prlbadi 

masyarakat adat jauh lebih kuat dibandingkan kepemilikan bersama. 

Pemahaman inl mungkin karena pengertian "kepemilikan" dipahami secara 

berbeda dalam masyarakat. Pem.bayaran "derasah" yang ditemui dalam 

praktek daiam upaya pembukaan perkebunan cenderung dibayarkan kepada 

masyarakat yang secara faktual 11menguasal'' tanah secarn pnbadi2 karena 

tanah mereka diserllhkanldi1epaskan kepada pengelo1a perkebunan. 

Sedangkan izin penggunaan tanah yang diserahkan/dilepaska.n tersebut, 

da.lam konteks ganti rugi, menggunakan pemahaman adat yang berlaku 

dalam masyarakat setempat. Karena berdasarkan penguasaan :fisik tanah, 

maka pembayaran "derasah11 tersebut diberlakukan pula kepada "orang luar11 

(non Dayak) yang secara turun temurun juga ntenguasai dan atau telah 

mengusahakan tanah. 

Merojuk pada PP Nomor 24/1997, maka tanah adatiu1ayat sebe1urn 

di Hak Guna Usalulkan, rnaka hams didaftar atau disertipikatkan. Ada 3 

kegiatan utama yang dilakukan, yaltu: 

1. Rllgiattasi berupa kegiatan pencatatan data bidang dari aspek hukum dan 

fisik yang dikenal dangan teknik kadastral. 

2. Pengesahan bubungan hukum antara subyek dan obyek hak yang 

bertujuan untuk memperoleh pengesaban se<:aca yuridis mengenai 

haknya, siapa pemegang haknya (subyek hak.) dan kondisi tanahnya 

( obyek hak) ada a tau tidaknya hal lain yang membebani dan atau 

pennasalahan dimana a1at pembuktian btrupa dokumen dan lainnya 

merupakan instrumen utamanya. 

3. Penerbitan tanda bukti. berupa sertipikat hak: atas tanah. 

Betdasarkan Pasal4 Permenag 5/1999, setelah disertifikatkan, tanah 

ulayat dapat dikuasai oleh masyarakat adat itu sendiri dan oleh pihak lain. 

Penguasaan oleh pihak lain dapat oleh ins:tansi pemerintah~ dan badan 
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hukum ataupun perseorangan. Pelepasan hak penguasaan tersebut sesuai 

dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku. Salah satu bentuk 

penguasaan tanah ulayat olch pihak lain adalah berupa HGU. 

Berdasarkan PP No. 40/1996. HGU bisa ditetapkan pada tanah~tanah 

selain tanah yang dikuasai langsung oleh negara melalui mekanisme 

pelepasan hak dan pengeluaran status kawasan. Ha1 ini merupakan 

perluasan pemberian alas HGU berdasar UUPA dengan prinsip transparansi 1 

akuntabilitas, dan peran serta masyarak.at dalam pengambilan keputusan, 101 

Umunmya HGU berlaku untuk tanah negara, sebagaimana Pasa1 28 

ayat I UUPA dan Pasal 4 PP No. 4011996lentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pab.i atas Tanah. Namun Pasal4 ayat 2 Pennenag 

No. 511999 menyalakan bahwa: "pelepasan tanah ulayat sebagaimana 

dimaksud pada ayat l huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain 

yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh 

masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka 

waktu rertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesud-ah tanah 

tersebut tidak dipergunakan Jagi atau ditelantarkan sehingga HGU itu hapus, 

maka penggunaan selanjutnya harus diJakukan berdasarkan persetujuan barn 

dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat 

masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasa12. 

Selama ini, pemerintah mempunyai modus sendiri untuk 

menyediakan tanah bagi pemberian HGU. Pasal 2 Keputusan Menteri 

Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21/1994 tentang Tata Cara 

Perolehan Tanah Bagi Perusabaa:n Dalam Rangka Penanaman Modal 

menentukan bahwa peroleban tanah dalam rangka pelaksanaan ijin lokasi 

dapat ditak:ukan melalui cara. pemindaban hak atau melalui penyerahan atau 

pelepasan hak atas tanah yang diikuti dengan pemberian hak barn. 

Perolehan tanah melalui pemindahan hak dilakukan apabi1a tanah yang 

101Sabyuti, Pemanfaatan Tanall Ult'Jyat untuk Pengembangan Agribisnis Perkebtma11, penulis 
adalah peneliti madya pada pusat analisis wsiel ckonomi OOn kebijakan pernmian. Badan Litbang 
BogQr, 2008 
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bersangkutan sudah dipunyai dengan hak atas atas tanah yang sama jenisnya 

dengan hak atas tanah yang diperlukan o1eh perusahaan dalam menjalankan 

usahanya dengan ketentuan bahwa apabi1a perusahaan yang bersangkutan 

menghendaki, hak atas tanah tersebut dapatjuga dilepask.an untuk kemudian 

dimohonkan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 102 

Pada hakekatnya. penguasaan menurut hukum negara maupun adat. 

memiliki banyak kesarnaan, katena pada hakekatnya disusun atas nilai-niJai 

sosia1 dan kesejahteraan bersama di dalamnya. Sehingga penggunaan tanah 

mampu memberi nilai ekonomi lebih. Perkebunan besar. dapat diterima 

asalkan misalnya dilakukan di atas prinsip keadilan. Jika berdasarkan akal 

sehat, tidak mungkin suatu masyarakat hukum adat mempertahankan isi dan 

pe1aksanaan hak ulayatnya secara mutlak. seakan~akan ia ter1epas dari 

hubungan dengan masyarakat hukum dan danrah Jainnya di dalam 

linglrungan negara kesaluan Republik Indonesia. 

10!/bid, llalam:m 9, "Contoh penerbitan HGU tanah ulayat tclj:adi di Kabupalen Pasaman 
(Sumbar). Pasal 4 Kcputusan Bupali Pasaman Nomor 6/1998 menya12kan ayat 1: "pengadaan 
kebun plasma berasal dar:i penyerahan 1anah oleh ninik mamaklpemiliklpenguasa tanah (ulayat 
adat} yang discrahkankepada negara mcla[oi pemerimab dacrah yang selanjutnya dipcruntukkan 
bllgi ke!ompok tani peserta plasma dengan pola bapak ang.kat anak angkat", sclanjmnya pada ayat 
2 :"Bupati Kepala Daerah sctelah menerima penyerahan t.anab dan berikutnya eaton petani peserta 
plasma sebagaimana dimaksud ayat {I) pasal ini, memerintahkan kepada kepala BPN untuk 
mencatat (registrnsi) sebagai tanah negara bckas tanah ulayat adat, mcmasang tanda-tanda batas, 
melaksanakan pengukuran keli!ing dan penghitungan tuns areal secara kadasteral." 
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3, "INBRENG" HAK ATAS TANAH 

3,1 KAITANNYA DENGAN UU PERKOPERASIAN 

Kalau dipertanyakan '1Menjadi milik siapakah Koperasi? Jawaban 

yang umum dalam dunia koperasi adalah bahwa koperasi adalah menjadi 

milik anggota~anggotanya. Jawaban ini sesungguhnya tak berbeda ketika 

memandangnya dari titik permulaannya yaitu anggapan bahwa sebuah 

perusahaan adalah menjadi milik pemi1ik perusahaarmya. 

Kembali kepada kerakteristik koperasi sebagai telab dibabas 

terdahulu, dimana terdapa.t 4 unsur penting yaitu (1) adanya orang-orang. 

(2) berkumpul dalam perkempulan, (3) mempunyai tujuan yang sama 

dengan bekerjasama (4) di dalam bidang kesejahteraan ekonomi, yang 

sepantasnya dipandang secara holistik, 100 maka merujuk pada 

-perkembangan koperasi-koperasi perkebunan atau koperasi-koperasi yang 

berada di wilayah perkebunan (khususnya kelapa sawit), sejak awal sebuah 

koperasi didirikan dan menjalankan usahanya, para pengurus dan para 

anggota koperasi seharusnya secara sadar harus dan wajib memanfaatkan 

dan menggunakan jasa a1au produk yang dihasilkan oleh koperasi mereka 

sendiri. Dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam setiap kegiatan 

koperasi merupakan salah satu cam utama untuk ikut memajukan usaha 

koperasi dalam memupuk modal. 

Dalam upaya memupuk modal tersebut. tentu tak dapat dipungkiri 

bahwa modal terkait pula dengan bidang ekonomi. Dalam teori ekonomi 

dikenal adanya 3 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modai. 

Ketiganya mempunyai sifat saling melengkapi dan kurang dapat berfungsi 

apabila berdiri sendiri~sendiri.1G4 Disamping sifat yang saling melengkapi 

ini perlu pula diketahui bahwa jumlah setiap faktor produksi adalah terbatas, 

Tida.k ada suatu bentuk usaha apapun yang memiliki faktor produksi secara 

rak terbatas, 

IIIJ Andjar Pachta W, Op c/1, hal 104 
IG4 Astar Siregar, Pokok~pakok Pemikiran Mengaai Aspek•aspek Permodalan dan Peningknlan 

Partisipasl Nasionol, prasaran pada seminar penyempumann k.embali kcbijaksanaan umum di 
bidang Pcnanaman Modal Asing, Badan Koordinasi Pcnanaman Modal (BKPM} dan Pusat Studi 
Hukurn dan Ekonomi PHUl, Jakarta 6·7 Juni 1911. halaman I 

Universitas Indonesia 

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH UI, 2009



63 

Faktor produksi tanah dan tenaga kerja pada dasaroya dibentuk 

diluar sistem ekonomi. Tanah merupakan pemberian a lam sedangkan tenaga 

kerja sangat ditentuka.n oleh keadaan sosiologi dan biologi suatu daerah, 

Dengan demikian hanya faktor produksi modal :saja yang dapat dibentuk di 

dalam sistem ekonomi, 

Seperti tadi dikatakan bahwa faktor produksi dalam ilmu ekonomi 

berunsur tanah. tenaga keija dan modal, dan di dalam dunia perniagaan, 

badan~badan usaha baik dalam bentuk finna, perseroan komanditerj maupun 

perseroan terbatas, yang meskipun seringkali dituding semata-rnata 

berorientasi proll4 sanggup berlrembang dan tumbuh bahkan terkadang 

tanpa bantuan dari pemerintah, maka adalah aneh. badan koperasi yang 

justru seringkali mendapat fasilitas~fasilitas dari pemerlntah. baik dari 

pendidikan anggota-anggotanya, kucuran-kucuran modal dengan istilah 

penguatan modal koperasi, dana bergulir konvensional1 dana bergulir 

syariah, hahkan dana bergulit sektoral dan program perkassa (perempuan 

keluarga sehat sejahtera). iOS Presiden Susilo Bambang 'Y'udhoyono. di acara 

perayaan ulang tabun koporasi ke-60 mengatakan "Tidak ada rempat bagi 

sistem perekonomian berbasis kapitalisme dan neoliberalisme di Indonesia. 

Alasannya. kata Presiden, kedua ideologi tersebut tidak mampu menjamin 

kemakmurnn bagi seluruh rakyat. Karena itu. Indonesia memilih ideologi 

terbuka yang bersifat sosial, dan koperasi sebagai wadah yang paling 

ideal."'" Akan tetapi badan usaba koperasi tetap masih dianggap lemah 

dalam permodalan. Apa yang salah? 

Anggota koperasi sebagai kumpulan orang yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha koperasi, dengan pengerti.an 

anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. maka 

seharusnya Anggota koperasi ituJah seharusnya digunakan sebagai modal 

utama koperasi. Anggota koperasi sesungguhnya memHiki 3 WlSllr faktor 

produksi sebagai dikenal dalam teori ekonomi, karena anggota itu sendiri 

10 sDa11a Penguatan Modal Kcperasi Rp. 225 mitior; Kemeruerian Negara Koperasi' dan UKM, 
www.depkop.go.id, 09 April 2007 

lMApa Kubar Koperasi, www.majalalurust.com, 14 DescmOOr 20015 
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adalah aset, ia memiliki modal. ia memiliki aset (misalnya tanah, bangunan, 

kendaraan, perhiasan. dan lain-lain), rlan ia ada1ah juga tenaga kerja yang 

dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Maka hila anggota-anggota 

itu berakumulasi dalam koperasi seharusnya masalah pennodalan sudah 

bukan menjadi halangan. 

UU No. 25 tahun 1992 mernang hanya merumuskan bahwa modal 

koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. tetapi dengan 

merujuk pada Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil. dan 

Menengah R.I Nomor 145/Kep/MIVIl/1998 tentang Petunjuk Peliksanaan 

Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi~ maka dalam Lamp:iran I 

keputusan tersebut tertuang dalam butir D yang berbunyi sebagai berikut: 101 

,Yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan ini dengan: ( 1) Modal 

Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 

dengan nang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambab dan 

memperkuat struktur permoda.lan koperasi dalam meningkatkan usahanya, 

(2) Barang modal adalah aktiva yang berbentuk tanah, bangunan, mesin­

mesin serta sarana dan alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan uang. 

yang dibeti atau diperoleh dengan cam lain untuk dipergunakan sendiri 

dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan nilainya culrup untuk 

dibebankan sebagai biaya dalam bebem.pa tahun buku sesuai dengan tna.sa 

penggunaanya." Ketentuan ini berarti dapat menunjukkan babwa undang­

undang dan pmturan~peraturan perkoperasian Indonesia mengenal 

pemasukan (inbnmg) guna kepeduan pemupukan modal. Keputusan 

Menteri Koperasi itu sepatutnya tidak saja dikaitkan dengan modal 

penyertaan. dimana inbreng hanya dikaitkan kepada pemodal yang 

sesungguhnya bukan anggota koperas4 tetapi juga diberlakukan untuk 

anggota koperasi itu sendiri ketika mereb menyetorkan modal sendiri baik 

dalam wujud simpanan pokok, dan stmpanan wajib. 108 

!<n Kompilasi Sur at Keputusan Menteri Negara Urosun Koperasi da11 Us aha Kecil du11 
Memmgait, Dalo.m Bidang Pengesalian Aktu Pendirlafl, Penggabtmgan dan Pembubarau Koperasi 
serJa Pedcman Klarifikasi Koperasi, Kantor Menteri Negara Urusan Koperusi dan Usaha Kecil 
dan Menengah R.I lahun 2004, ba!aman 232- 233 

ula Andjar, Op cit halarnan 117 ·119 
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Pertumbuhan dunla perkoperasian di Kabuparen Sanggau dapat 

dikatakan terus mengalami peningkatan cukup baik. Pada tahun 2001 di 

Sanggau telah berdiri sebanyak 232 unit koperasi, dan meningkat menjadi 

242 unit koperasi pada 2002. tahun 2003 telah menjadi 264 unit koperasi. 109 

Pemeritah Kabupaten Sanggau dan DPRD telah rnengesahkan Perda 

Nomor 1 J tahun 2000 tentang kewenangan sebagai daerah otonom dalam 

bidang perkoperasian menyangkut peningkatan SDM, revitalisasi dan 

pemantapan bidang kelembagaan. perkuatan usaha} perkuatan permodalan 

dan pengembangan kemitraannya. Agar koperasi dapat melakukan fungsi 

dan peranannya secam efektif, maka butuh suatu dukungan dari semua 

pihak, sehingga koperasi benat~benar memiliki peranan penting dan 

berkembang secara optimal 110 

Datam perkembangan pertumbuhan koperasi perkebunan atau 

koperasi-koperasi yang berada di wilayah perkebunan, dimana anggota 

koperasi umumnya adalah para petanilpekebun ke1apa sawit, seyogjanya 

faham pemupukan modal dengan cara inbreng tanah ataupun tenaga ketja 

diperkenalkan. Seiain untuk memberikan kepercayaan diri bahwa mereka 

sesungguhnya 1'kaya", sekaligus juga untuk mengurangi mentalitas 

meminta~minta sebagai akibat dari cap "miskin" atau tidak mampu yang 

selama ini. terlanjur menjadi cap bagi badan usaha koperasi, dan membuat 

anggota-anggota koperasi cenderung bersifat pasif~ seo1ah··olah koperasi­

koperasi yang ada selama ini banya menjadi sub-ordinat dari perusahaan~ 

perusahaan perkebunan~perkebunan yang ada di Kabupaten Sanggau. 

3.2 KAITANNYADENGAN UOPA 

Undang~undang PokokAgraria sendiri tidak: menyebut secara khusus 

mengenai inbreng Hak Guna Usaha, Inbreng dimasukan dalam konteks 

salah saru111 dari cara pemindahan hak, yaitu diartikan sebagai perbuatan 

1090plimcll4<1t peran KUD, Pontianak Pos1, 18 Maret 2009, www.pontianakpost.com 
110/bid 
111Arie S. Hutaga!ung, 'febarau Pemihiran Sepular Masalah Hulatm Nasionaf, Jakarta:: LPHI 

2005, halaman 177 

Universitas Indonesia 

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH UI, 2009



66 

hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan 

hak di1akukan apabila status hukum pihak yang yang akan menguasai tanah 

memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang tersedia, dan 

pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk memindahkan haknya. 

Secara khusus disebut sebagal pemindahan hak secara langsung dari 

pernegang saham kepada perseroan sebagai bukti perobayaran sahamnya. 

Tanah·tanah hak yang dapat dipindahkan adalah 112 Hak Milik. Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan. dan Hak Pakai atas Tanah Negara. 

Ketentuan mengenai inbrerrg sendiri tidak dia.tur dalam Undang­

undang Pokok Agraria, akan tetapi secara tersirat diatur dalam PasaJ 37 dan 

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah menyebutkan (l) Pemiihan hak atas tanah, hak pengeiolaan, atau hak 

milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan 

perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan Jikuidasi perseroan 

atau kopernsi yang bergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta 

yang rnembuktikan tetjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau 

kopemsi yang bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut 

disaksikan oleb Pejabat yang bernrenang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. (2) Peralihan hak atas tanah atau hak 

milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan 

perseroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau 

koperasi yang bergabung yang didahului dengan likuidasi perseroan atau 

koperasi yang bergabung atau melebur didaftar berdasarkan pemindahan 

hak da.lam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

PPAT yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1.113
: 

Lebih 1anjut da1am penjclasannya Pasal 43 ayat 1 mengatakan: Beralihnya 

hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak 

didahului dengan Iikuidasi terjadi karena hukum (Pasal 107 ayat 3 Undang­

undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian). Karena itu 

111Jbid, halaman 177 
111 Pasal43 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah 
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cukup dibuktikan dengan ak.ta yang membuktikan terjadinya penggabungan 

atau peleburan tersebut. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku untuk 

penggabungan atau peleburan badan hukum lainnya. Proses penggabungan 

atau pun peieburan se<:ara langsung menyebabkan adanya inbreng darl 

perusahaan yang akan digabung atau dileburkan. 

Meskipun Pasal 43 tersebut banya menyebutkan perbuatan hukum 

penggabungan dan peleburan bagi perusahaan dan koperasi dalam 

pemahaman sebagai badan hukum, yang rnerupakan salah satu subyek 

hukum; rnaka selayaknya ketentuan tersebut juga dapat diimplementasikan 

kepada perorangan khususnya anggota koperasi yang berkehendak untuk 

melakukan pemasukan hak atas tanah kedalam permodalan koperasi. 

Pelaksanaan inbreng tersebut dilakukan seperti halnya dalam perseroan 

terbatas, dimana hal tersebut dilaksanakan dengan menuangkannya dalam 

Akta Pemasukan kedalam perusahaan sebagai diatur dalam Pasal 113 

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 

1997 tentang Ketentuan Pe.taksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah. Selama ketentuan inbrong ini tak dapat 

dilaksaru!kan dalam perbuatan hukum peralihan hak sebagal dlatur dalam PP 

24 tahun 1997, maka dapatlah dimanfaatkan suatu bentuk perbuatan hukum 

berupa peljanjian antara Koperasi dan anggotanya dalam bentuk akta 

notariil. Sebagai suatu petjanjian~ maka ketentuan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dapat diberlakukan sebagai suatu perbuatan hukum 

pemlihan hak berdasarkan kebebasan berkontrak. 

Tanah yang bagi para petani!pekebun merupakan sumber 

penghidupan dan kehidupan sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor 

produksi yang dapat dimiliki, seharusnya rnempunyai kedudukan penting 

dan strategis dalam pembangunan koperasi. Oleh karena itu, negara sebagai 

organisasi kek:uatan rakyat seharusnya melalui kebijakan perkoperasian dan 

pertanahan nasional bertujuan untuk mewujudkan sehesar-besamya 

kernakmuran rakyat secara adil.1 14 

114Boedi Harsonu, Hukum Agrarla Indonesia, Himpunan Peroturo.n-pera/uron Hukwn Tana!J, 
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Serikat Pekerja Ke!apa Sawit (SPKS)115 yang penulis sebut pada bah 

pendahuluan, sesungguhnya juga menyadari bahwa perkebunan keiapa 

sawit sesungguhnya telah memberikan penghasilan yang cukup bagi para 

petani, akan tetapi friksi yang timbul diantara para petani dan perusahaan 

seolah~olah tak pemah berakhir. Dalam pembagian kapling perkebunan 

seluns kurang lebih 2 hektar. setelah para petani menyerahkan Iahan kepada 

perusahaan dengan skema "pemindahanlpelepasa.n hakipembebasan laban" 

masih dijumpai para petani yang tidak mendapat kaplingan, kalaupun tetjadi 

kelebihan kapling, tanah~tanah tersebut dikuasai perkebunan. sementara 

kredit masih dibebankan kepada petani sedangkan "dana" kredit itu mampir 

di Bank pengelola perkebunan (pemodal). 

Menurut catatan BPN, data sengketa agraria tahun 2006 be~umlah 

1.423 kasus, sedangkan konflik b~umlah 322 kasw;, perlca<a 1.065 kasus. 

Sehi.ngga total kasus adalah 2.810 k.asus. Setelah diverifikasi kembali data 

tahun 2007: jumlah sengketa menjadi 4.581 kasus, kontlik berjumlah 858 

kasus, dan perkara 2052 kasus sehingga total kasus menjadi 7.491 kasus. 

Menurut BPN. sengketa adalah jenis pennasalahan tanah yang tidak 

melibat:kan masyarakat banyak dan bukan disebabkan oleh persoaJan 

structural kekuasaan dan kebijakan s:ecara langsung. Sementara, Konflik 

adalah pennasalah tanah yang bersimt structural dan melibetkan masyarnkat 

banyak. Dan, Perkara adalah pennasalahan tanah yang dilimpahkan 

penanganannya meJalui pengadilan. Persoalan-persoalan ini telah 

menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit, 1uas tanah produktif 

obyek sengketa yang tidak dapat dirnanfaatkan, digunakan secara optimal 

seluas: 607.886 atau seluas 6.078.860.000 M2 ha. Secara ekonomi, nilai 

tanah yang menjadi obyak sengketa sebesar jika kita hitung dengan NJOP 

tanah terendah (Rp.l5.000). Maka kerugian Negara telah mencapai Rp 

91,1829 Triliun. Nilai tersebu~ maka jika dihitung dengan mempergunakan 

rumus periode pembungaan selama 5 ta.hun dan tingkat bunga rata-rata 

pertahun ada1ah 10 %, maka diperoleh nilai ekonomi tanah yang hilang 

Ed.. Revisi. Ce!. 13, Jakana: Djambatan, 2006, halaman 5. 
11 lSerikat Pelam Kelapa Sawit Sanggau District, West Kalimllntan, Wisma Tabor Pusat Dilmai, 9 

June 2006 
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sebcsar Rp. 146,804 Triliun. Jadi sesungguhnya pemerintah telah 

menghitung sendiri bahwa kebijakan-kebijakan pertanahan saal ini yang 

sangat amburadul iru dan telah merugikan negara dan rakyat beg.itu besar. LLc> 

Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 117 jumlah 

konflik yang bersifat struktural sampai dengan tahun 2001 saja telah 

mencapai 1753 (Jauh lebih besar dari 858 yang dikategorikan konflik oleh 

BPN tahun 2007) dan te~adi di 2834 desalkelurahan, L3SS kecarnatan di 

286 daerah Kabupaten/Kota, dengan mernpersengketakan tanah sciuas 

10.892.203 ba dan mengakibalkan Ll89.482 KK menjadi korban. 

Dari keseluruhan sengketa tersebut. garis besamya adalah: 344 kasus 

(19.6%) terjadi akibat diterbitkannya perpanjangan HGU atau 

diterbitkannya HGU baru untuk usaha perkebunan besar termasuk di 

dalamnya PTPN. 243 kasus (13.9%) dari jumlah kasus merupakan sengketa 

aklbat pengembangan sarana umum dan fasilitas perkotaan; 232 kasus 

(13.2%) akibat pengembangan perumohan dan kota barn; 141 kasus (8.0%) 

merupakan sengketa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan 

produksi; 115 kasus (6.6%) merupakan senglreta akibat pengembangan 

pabrik-pabrik dan kawasan induslri; 77 kasus (4.4%) sengketa akibat 

pembangunan bendungan (large dams) dan sarana pengairan; dan 73 kasus 

(4.2%) adalah sengketa yang terjadi akibat pembangunan sarana pari'!Yisata, 

hotel-hotel dan resort, tennasuk pembuatan lapangan~lapangan golf. 

Selebihnya adalah karena transmigrasi, :sarana pemerintah, fasilitas militer 

dlL I" 

Sementara kasus-kasus di atas belum terselesaikan. jumlah k:onflik 

setiap tahun terus bertambah akibat lambannya penyelesaian. Dalam catatan 

tahun 2007, KPA mencatat bahwa sepanjang 2007, teJjadi sedikitnya 80 

kasus kontlik agraria struktural di seluruh Indonesia. Mayoritas konflik 

agraria ini terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan. Tanab yang 

miwan Nurdin, Kanjlfk Tanall Perkebwtan,Kemana sel!arwmya Berujung?, 
www.blogsuarn.corn., 23 Maret 2008 

111KPA: RUU S~Jmber Daya Agrarin dinilai memiliki Empat Kelemaium. wv.w,hukumonlipc. 
com, 24 Marcl2005 

111Jbid 
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dipersengketakan 163.714,6 hektarc yang melibatkan 36.656 KK, dan 

l 0.958 KK diantarnnya dipaksa keluar dari laban sengketa. Akibat konflik 

agraria sepanjang 2007 ini, tercatat 9 orang kehilangan nyawa; I polisi, 2 

satpam dan 6 warga. Selain itu, sebanyak 255 orang ditahan polisi, yang 129 

di antaranya dislksa dan beberapa mengalami cacat, serta 208 rumah rakyat 

dibakar. 119 

Artinyalronflik pada tanab-tanah yang diatur oleh UUPA cenderung 

dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU). Dalam Undang-Undang Pokok 

Agrnria (UUPA) 1960, HGU diatur dalam pasal 28-30 1
"' dan aturan 

konversi Pasal ffi. 121 Dengan demikian, HGU selain sebuah bentuk hak barn 

juga merupakan kelanjutan dari erpacht Agrarische Wet 1870 dan peraturan 

oonsessie. 122 Namun, dalam penjeiasan umum dan penjelasan pasal per 

pasal UUPA, HGU sesungguhnya diperuntukkan untuk koperasi bersama 

milik rakyat bulron korporasilperusahaan. Inilah rencana UUPA dalam 

rnenghentilron bentuk e!ronomi dualistik yang dihasillron oleh penjajahan. 

Bentuk dualistik itu adalah adanya perkebunan modem disatu sisi 

beJ:sanding dengan pertanian subsistem dan masyarakat pertanian yang 

feodal disisi yang lain. 

Lebih lanjut, hak erpac:ht dan consessie yang dikonversi kedaiam 

HGU diberi jangka waktu selama-Iamanya 20 tahun untuk segera 

dikembalikan kepada negam. Secara khusus. Bung Hatta da1am sebuah 

pidato sebelurn pengesahan UUPA September 1960 merasa perlu memberi 

catatan bahwa perkebunan yang mempunyai hak erpacht dan consessie 

tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan ca:ra merampas dari 

masyarakat Sehingga, hams segera dikembalikan kepada masyarakat 

sekitar setelah habis masanya. Jadi, semestinya semua keruwetan hak barat 

atas tanah sudah selesai pada tahun 1980. 

Pemerintah Orba enggan mengembaiikan tanah-tanah tersebut 

dengan mengeluarkan Keppres RI No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok 

IWJbid. 
m'Boedi Harsono, Hukum Agrorio Indonesia, halaman 13·14 
121lbid, ha123 
rnlbfd, hal23 
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Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal 

Konversi Hak-Hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 3 

tahun 1979 Tentang Ketenhlan-Ketentuan Mengenai Pennohonan dan 

Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. 

Beberapa alasan dikelu.arkannya aturan tersebut dikarenakan 

sebagian besar perkcbunan tersebut telah dinasionalisasi dan dijadikan 

PTPN. Padahal, sebagian besar dlrek.si dan komisarls perusahaan ini adalah 

para pensiunan pejabat tinggi atau perwira militer yang dirasa penting diberi 

prlveledge oleb Orde Baru, HiJang]ah kesempatan rakyat mendapatkan 

kembali tanahnya. 

Diiain pihak ~ara bersarnaan, lrorporasi swasta juga diberi 

keleluasaan lebih luas dalam mendapatkan HGU diatas tanah yang diklaim 

sebagai tanah negara. Inilah pengulangan praktek Domein Verklaring dalam 

Agrarische Wet 1870 yang telah memanipulasi Hak Menguasai Negara atas 

Tanah dalam UUPA. Seharusnya pemerintah meneljernahkan Hak 

Menguasai Negara dipandu -dengan kewajiban yang jelas yaitu: diabdikan 

untuk sebesar-besamya kemakmuran mkyat dan tanah mempunyai fungsi 

sosia1.1
2.l Dengan demikian~ pemberian HGU selama ini sebenamya telah 

dengan sengaja mempertahankan praktek maijinalisasi ekonomi pertanian 

rakyat kita. 

Modus pemberian HGU semakin melebar dengan keluamya PP 

No.40/1996, di mana hak itu bisa ditetapkan di atas tanah yang bukan milik 

negara melalui mekanisme pelepasan hak Em ini telah membuat 

pengambilalihan tanah masyarakat semakin meluas dengan memanfaatkan 

minimnya pengetahuan huk:um pertanahan yang dimi1iki oleh rakyat. 

Bahkan, mengacu kepada PP ini, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU 

No.25/2007 tentang Penanarnan Modal yang rnemberi Hak Guna Usaha 

tanpa pembedaan asing dan nasional kepada sebuah perusabaan selama 90 

tahun, jauh tebih lama dati Hukum Agraria Belanda yang memberi hak 

selama-lamanya 75 tahun. Jelas benar bahwa ketentuan ini telah mengebiri 

121Ibid, halaman3l 
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ketentuan Pasal 30, yang secara tegas menyebutkan HGU tldak dapat 

dipunyai oleh orang asing, 124 

Penelusuran ini, membuktikan bahwa praktek pemberian HGU di 

Indonesia selama ini sebenamya. "iUegal" baik oleb UUPA apalagi oleh 

pandangan masyarakat sekitar. Pemberian HGU selama ini secara nyata 

berdiri di atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kerapnya gejala 

petani dan masyarakat adat mengidentikkan perusabaan perkebunan sebagai 

simbo1 perselingkuhan hukurn dan modal telah menjadikan pentsahaan 

perkebunan menjadi objek getakan okupasi dan reklaiming tanah, Keadaan 

ini sebenamya menjelaskan kepada kita bahwa pada umumnya perusahaan 

perkebunan berdiri diatas pedawanan masyarakat dan setiap saat selalu 

berpotensi meletupkan konflik sosiat Dengan demikian, pemerintah 

semestinya menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM125 agar segera 

membentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria 

(KNuPKA) terkait maralmya konflik agruia. Di dalam kerjanya, khusus 

untuk perkebunan, komisi ini bisa segera melakukan audit terhadap HGU 

dan rnenyelesaikan segen.ap persoalan didalamnya dengan mengutarnakan 

hak rakyat atas tanah. Kemudian, sudah saatnya HGU hanya diperuntukkan 

bagi koperasi bersama milik rakyat sesuai UUPA 1960,126 yang 

pennohonan pendaftaran haknya. sebagai ditentukan dalam PP 24 tah\m 

1997 tentang Pendaftaran Tanah., sehingga terdapat sebuah desain nasional 

bagi peta.ni kita untuk membentuk badan usaha bersama milik petani dan 

badan usaha bernama milik desa. Dengan begitu, teijadl sebuah reforma 

agraria yang memberi jalan bagi pernbangunan tanah, modal dan teknologi 

untuk petani kita menuju sistem yang lebih berlreadi1an sosiaL Dengan cara 

ini pula sesungguhnya juga mengarah pada upaya memproduksi modal 

sebagai dikemukakan Hernando De Soto.127 

12.Jbid, halamnn 43 
r15Konmas ntbaiknya Mimgacupada Aturan Hukum Yang Ada, Kompas Online, 7 Oktober 1996, 

www.kompas.com 
m;Boorli Hll!'SOilo, Op clr, halaman 43 
mKaman Nainggolan, Kesulitan Aset mcnjadi M()dal, Kompas 2003. 
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BAB.ID 

l'ENUTUP 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian secara makro dari beberapa undang~undang dan 

peraturan yang ada sebagai diuraikan terdahulu dalam bab~bab sebelumnya maka 

berkenaan dengan Iubreng hak atas tanab dalam permodalan koperasi, maka dapat 

disimpulkan hal~hal sebagal berikut: 

Pertama, bahwa secara khusus inbreng hak atas tanah tidak disebut dalam 

Undang~undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992, akan tetapi merujuk pada 

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah R.l Nomor 

145/Kep/M/Vllfl998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal 

Penyertaan pada Koperasi, maka dalam Lampiran I keputusan tersebut tertuang 

dalam butir D yang berbunyi sebagai berikut: 128 ''Yang dinlak.~ud dalam pehlnjuk 

pelaksanaan ini dengan: (1) Modal Penyertaan adalah sejumJah uruig atau barang 

mKcmpilasi Sural KepuiUSQJt Memeri Negara Urusu11 Koperasi dan Usa!Ja Kecil dan 
Memmgall, Dalant BidatJg Pengesalwn Akia Pendirion, Pe~rggabungan dan Pembubaron KopcrtJSi 
serra Pedanu.m Klarifikas[ Koperosi, Kantor Mcnteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Mcnengah R,! tahun 2004, halaman 232- 233 
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modal yang dapal dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk 

menambah dan mcmperkuat struktur pennodalan koperasi dalam meningkatkan 

usahanya. (2) Barang modal adalah aktiva yang bcrbentuk tanah. bangunan, 

mesin~mesin serta sarana dan alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan 

uang, yang dibeli atau diperoleb dengan cam lain untuk dipergunakan sendiri 

dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan nilainya cukup untuk dibebankan 

sebagai biaya dalam beberapa taJ10n buku sesuai dengan masa penggunaanya." 

Ketentuan ini berarti dapat menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan­

peraturan perkoperasian Indonesia mengenal pemasukan (inbnmg) guna keperluan 

pemupukan modal Demikian pula halnya da1am Undang-undang Pokok Agraia 

juga tidak menyebut ketentuan tentang inbreng. aken tetapi dengan merujuk 

ketentuan Pasal 30 Undang~undang Pokok agmria juncto PasaJ 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

dan Hak Pakai atas tanah yang telah memberikan kesempatan kepada Koperasi 

sebagai salah satu dari subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, maka 

sejogjanya kesempatan untuk mema.sukkan (inbreng) sebagai dikenal dalam 

Perseroan Terbatas dapat pula diberlakukan kepada Koperasi. Pasal 37 dan Pasal 

43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut 

ketentuan pe1ak.sanaannya P.asa1 113 Pemturan Menteri Negara Agmria Kepala 

Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1997 tentang J<etentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang penda:ftaran tanah, melaks:anakan 

pemasukkan (inbreng) tersebut dalam bentuk Akta Pemasukan dalam Perseroan 

Terbatas yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Karena ketenhla.n 

bagi Koperasi belum diatur, maka pemasukkan (inbreng) dapat dilakukan sebagal 

suatu peqanjian dari pemilik tanah (anggota koperasi) dengan koperasi sebagai 

badan hukumnya. yang menyatakan kehendaknya untuk mema.sukkan hak atas 

tanah kedalam permodalan koperasi. Pelaksanaan inbreng tersebut dapat 

dituangkan dalam suatu pe.tjanjian berupa akta notariil dengan dasar ketentuan 

kebebasan berkontrak sebagai diatur dalam Kitab Undang~undang Hukum 

Perdata. 

Kedua, inbreng hak atas tanah dapat dijadikan modaJ dalam koperasi 

karena pada dasarnya tanah ada1ah asset, ia adalah salah satu unsur faktor 

Unlversll.as: Indonesia 
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produksl, Tanah merupakan benda yang bemilai ekonomis, dan dapal 

dipindahtangankan. Ketika ia bersinergi dalam hakekat koperasi, maka anggota 

koperasi sebagai kumpu\an ora.n.g yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi melalui usaha koperasi, dengan pengertian anggota sebagal pemilik dan 

sekaligus pengguna jasa koperasi, maka anggota koperasi itulah seharusnya 

digunakan sebagai modal utama koperasi. Anggota itu sendiri adalah aset, ia 

memiliki modal, ia memiliki asset (misalnya tanah, bangunan, kendaraan. 

perhiasan, dan lain-lain), dan ia adalah juga tenaga kelja yang dapat 

menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Jadi bila anggota-anggota dengan asset 

dan tenaganya berakumulasi dalam koperasi, terwujudlah pemupukan modal 

Dengan Inbreng, para anggota koperasi (petani) berpartisipasi aktif pada 

pertumbuhan permodalan koperasinya sendiri, dan juga pertumbuhan modal 

mereka sendiri. 

Kefiga, akibat hukum dengan adanya inbreng hak atas tanah dalam 

pennodalan koperasi adalah (a} Dalam hal inbreng hak atas tanah dalam 

pengertian simparum, baik dalam wujud Simpanan Pokok maupun Simpanan 

Wajib. maka hubungan hukum antara pemilik tanah dan hak atas tanah tetap ada 

pada pemilik tanah (anggota koperasi se¢ata perorangan), maka segala perbuatan 

hukum berkenaan dengan tanah tersebut tetap harus dengan persetujuan 

pemiliknya, dengan konsekwensi, apabila anggota kaperasi itu mengundurkan diri 

dari keanggotaan koperasif maka inbreng bak atas tanah tersebut wajib 

dikembalikan kepada pemiliknya, dan dikeluarkan dari struktur perrnodalan 

koperasi. (b) Dalam hal inbreng hak a!as tanah tersebut dalam pengertian hibah, 

maka ia ada dalam struktur permodaian koperasi. Ia merupakan bagian dari 

kekayaan koperasi iru sendiri. Maka ketika terjadi perbuatan hukum pemindahan 

hak daiam bentuk apapun, maka keputusan penggunaanya berdasarkan dan 

merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi itu sendiri, sel:idaknya 

Rapat Anggota Koperasi adalah lembaga tertinggi da1am Koperasi yang 

memutuskan penggunaannya. 

SARAN 

Dalam paparan materi di atas dapat kiranya dielaborasi lebih lanjut 
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langkah~langkah posilif dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan 

koperasi di masa yang akan datang, antara tain meialul; 

Perlamo, Perubahan maupun perbaikan beberapa. bagian materi undang­

undang dan peraturan mengenai perkoperasian dan maupun pertanahan, tennasuk 

keterpaduan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mudah 

dipahami dan dilaksanakan. Setidaknya langkah pertama yang dapat ditempuh 

adalah pembuat Undang~undang wajib memberikan definisi mengenai modal 

koperasi secara lebih luas, sehingga tidak hanya penyetoran dalam wujud uang 

akan tetapi juga dinunuskan dalam bentuk penyetoran dalam wujud kebendaan. 

Dengan diterapkan keluasan dalam pengertian simpanan pokok, sirnp~nan wajib 

maupun hibah dari pam anggota kopera.si itu sendiri, k.iranya tujuan penguatan 

modal koperasi dapat terwujud dengan berdasarkan pada kemampuan anggota~ 

anggota koperasi itu sendiri. Sedangkan di bidang perta.nahan, agar dibuat 

ketentuan iubreng ini yang rnemperkenankan badan usaha kbususnya koperasi 

untuk melaksanakannya. 

Kedua, inbnmg hak atas tanah sebagai salah satu alternatif pemupukan 

permodalan koperas~ kbususnya bagi koperasi-koperasi yang berada di wilayah 

perkebunan kelapa sawit K.ahupaten Sanggau~ yang anggota-anggotanya sebagian 

besar aclalah masyarakat (adat) setempat dapat sekaligus ikut sena mernbantu 

pemberdayaan masyarakat adat, revitalisasi budaya adat, maka diharapkan dapat 

mengurangi konflik-konflik pertanahan yang seringkali timbul di area perkebunan 

ke1apa sawit di Kabupaten Sanggau. 

Ketiga. pendekatan mu1tipihak yang dituangkan dalam program nyata dan 

berorientasi kedepan, mensinergikan lembaga terka:it dengan pemberdayaan dan 

pengembangan koperasi. antara lain dengan perbankanflembaga keuangan non­

bank misa!nya modal ventura dan khususnya koperasi kredit yang tumbuh subur 

di Kabupaten Sanggau, tennasuk dengan lembaga pendidikan kewirausahaan, 

Badan Pertanahan Nasional} Departemen Kehutanan. Departemen Transmigrasi, 

Badan Penanaman Modal, Departemen Dalam Negeri serta Jembaga.rlernbaga 

terkait Jainnya. 
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AKT A PENDIRIAN 

KOPERASI PERKEBUNAN "BUPULU'LOMOUR" 

Nomor: (IL 

~Pukul ll :00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat, pada bari ini, Rabu, tanggal 0 I· 

04~2009 (satu bulan April tahun dua ribu sembilan) ··-·-----------------------·········--·­

Berhadapan dcngan saya, YUSTrNA PRATfNI, Satjana Hokum, Noraris di Sanggau, 

dengan dihadlri saksi-saksi yang nama-nama:nya akan disebnt dalam akhir akta ini: ---

1, Tuan FJ<. IR.ENION IRENT. C, labir di K.uata Dua, pada tanggal 26·06-1962 (dna 

pu!uh enam bulan Juni taimn seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga 

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun 

Kuala Dua, Rukun Tetangga fi, Rukun Warga 01, Desa Kuala Dna, Kecamatan 

Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 61.0308.260662JJOOI, 

berlaku hingga tanggal 26-06-2011 (dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu 

sebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembaya.n~ ---------------

2. Tuan RBLLY SUBl·lAN, labir di Kembayan, pada tanggal 04~10~1980 (em.pat 

bulan Oktober tabun seribu sembilan ratus delapan pu!uh), Warga Negara 

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di. Kabupaten Sanggau, Dusun Kuala, 

Rukun Tctangga 10, Rukun Warga 04, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan 

Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 61,0308.0410&0.0001, 

berlalru hingp tanggal 10-04-2011 (sepulub bulan April tahun dua ribu sebelas), 

dikcluarkan oleh Camat Kembayan; dan-~------····---~--------~-----

3. Nona YULTANA ANTONIA. lahir di Sebungkuh. pada tanggal 19-09-1986 

{sembiian betas bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), 

Warga Ncgara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun 

Sebungkuh, Desa Scbungkuh, Kecamatan Kembayan, pcmegang Kartu Tanda 

Penduduk. nomor 16.225/D/IX/03/11/2008, berlaku hingga tanggal 19-09-2011 

(sembilan betas bulan September tahun dua ribu sebelas), dikeJuarkan oleh Carnat 

Kembayan; -···-------·-·----, --------··----·---· 
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~-mcnuml kcterangannya da\am hal ini bersama-sama bcrtindak sclaku kuasa, 

sebagaimana temyata dati Berita Acara Rapat, tanggal :n-03-2009 (dua puluh tlga 

bulan Marel tahun dua ribu sembilan), dibuat di bawah Iangan, benneterni cukup, 

yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan karenanya untuk dan alas 

nama para pendiri lainnya yakni: ------·-· .. ····-·-·---------·-··-·••uu•~··----

Tuan BENI SARIFUDIN, Sarjana Hukum, lahir di Sei Bun, pada tanggal 05-0+ 

1966 {lima bulan April tahun seribu sembi1an ratus enam puluh enam), Warga 

Negara Indonesia, Kacyawan LPKHP, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, 

Dusun Sejuah, Rukun Tetangga ill, Rukun Warga II, Desa Sejuah, Keeamatan 

Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2728/D/IX/06/01/2006, 

berlaku hingga tanggal 05..04-2009 (lima bulan April tahun dua ribu sembilan)_. 

dike1uatkan oleh Camat Kembayan; --------··--~-

2 Tuan YOHANES ALEK, lahlr di Jemongko, pada tanwl 08-09-1983 (delapan 

bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga). Warga 

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertem.pat tinggal di Kabup:aten Sanggau, 

Dusun Jemongko, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Kuala Dna, 

Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 

61.0386.080983.0001. berlaku hingga tanggal 08-09-2011 {delapan bulan 

September tahun dua ribu sebelas}, dikeluarkan oleh Camat Kembayan~ -----· 

3 Tuan JOHANES HAR.E'NlMUS, lahir di Kuala Dua, pada tanggat 15~10-1969 

(lima betas bu~ Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), 

Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten 

Sanggau. Dusun Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembay;m, pemegaog 

Karlu Tanda Penduduk nomo.r 61.0308.151069.0001, berlaku bingga tanggat 

15-t0-2010 (lima belas bulan Oktober tahuu dua ribu sepuluh), dikeluarkan 

oleh Camat Kembayan; -------··--·~------·-·-·----------·· 

4 Tuan F, GUNTUR, lahir di Senajam, pada tmggat 04-10-1950 (empat bulan 

Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, 

Wirnswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Du.sun Sebunglruh, 
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Rukun Tetangga (tidak terbaca), Rukun Warga HI, Dtsa Sebungkuh, 

Kccnmatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Pcnduduk nomor 

61.0308,04t0.$0.00{H, ber\aku hingga tangga! 04-10-2010 (empat bulan 

Oktober tahun dua ribu sepuluh), dikeluarkan oleh Camat Kembayan; ---------

5 Tuan RUSDI, lahir di Serambai, pada tanggal J.S-09-1978 (lima belas bulan 

September tahun :seribu sembilan ratus rujuh puluh delapan), Warga Negara 

lndonesia, Kades, bertempat tinggal di Kabupaten Srmggau, Dusun Seramba!, 

Rukun Tetangga 22, Rukun Warga 08, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan 

Kembayan, pemegang kartu Tanda Penduduk nomor 6L0308.150978.0001, 

berlaku hingga tangga! 15-09-2011 (lima betas bulan September tahun dua ribu 

sebelas). dike:luarkan oleh Camat Kembayan;- ------------

6 Tuan AMARTO, lahir di Tanjung Poring. pada tanggal 09-01-1957 (sembilan 

bulan Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara 

Indonesia, Petant, bertempat tinggal di Kabupaten Sa.nggau, Dusun Tanjung 

Poring, Rukun Tetangga 10, Rulrun Warga 02, Desa Sebunglruh, Kecarnatan 

Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 61.03015.090157.0001, 

berlaku hlngga tanggal 09·01·2011 (sembilan bulan Januari tahun dua ribu 

sebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan; ---···~---·----

7 Tuan NTULIN, lahir di Tanjung Poring, pada tanggal 19-07·1963 (sembilan 

belas bulan Juti tahun seribu sembilan ratus cnam puluh tiga), Warga Negara 

Indonesia, Petani, bcrtempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Tanjung 

Poring, Rukun Telangga 10, Rukun Warga 02, De:sa Sebungkub, Kecamatan 

Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 61.0308.190763.0001, 

berlaku hingga tanggal l9..07~2011 (scmbilan belas bulan Juh tahun dua ribu 

sebelas), dikeluarkan oleh CamatKernbayan; ------···-----·--·-··-----

8 Tuan TUNIM, lahir di Jemongko, pada tanggal14-04-I954 (empat be\as bulan 

April tabun seribu sembilan rntus lima puluh empat). Warga Negarn Indonesia, 

Petani, bertempat ti.nggal Kabupaten Sanggau, Dusun Jemongko, Desa Kuala 

Dua, Kecamatan Kembayan, pemegang I<artu Tanda Penduduk nomor 
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6L030S,l40454.000l, berlaku hingga !.;l:nggal 14-04-2011 {empat belas bulan 

Apnl tahun dua ribu sebelas), dikeJuarkan oleh Carnal Kembayan; ----------.. w 

9 Tuan ALSIUS KlP.'>IYIM, lahir di Tanjung Poring, pada tanggul 24-10-1963 

(dua puluh empat bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enllm puluh liga), 

Warga Negara Indo11esia, Petani, bertempat tinggal di Kabupalen Sanggau, 

Dusun Sebungkuh, Rukun Tetangga VII, Rukun Warga Ill, Desa Sebungkub, 

Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 

6L0308.241063.0001, berlalrn hingga tanggal 24-10-2011 (dua puluh empat 

bulan Oktober tahun dua ribu sebe1as), dikeluarkan oleh Camat Kembayan~ ---

10 Tunn A. AMIN, lahir di Darok, pada tanggal 30-03-1966 (tiga puluh bulan 

Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara lndonesia, 

Fetani, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Mabu!, Rukun 

Tetangga VI, Rukun Warga I, Desa Mobul, Kecamatan Kembayan, pemegang 

Kartu Tanda Penduduk nomor 61.0308.300366.0001, berlaku hingga tanggal 

30·03w2011 (tlga puluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas), dikeluarkan oleh 

Camat Kembayan:; -------
11 Tuan DABOR, lahir di Oba, ~da tanggal 16-07w1977 (enam belas bulan Juli 

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, 

Petani, berteropat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Mobul, Desa Mobul, 

Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 

61.0308.160777.0001, berlaku hingga tanggal 16..07-2011 (enam belas bulan 

Juti tabun dua ribu sebelas), dlkeluarkan oeh Camat Kembayan; ~------------

11 Tuan STEPANUS BULIN, lahir di Oba, pada tanggal 26-11~1970 (dua puluh 

cnam bulan Nopcmber tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara 

Indonesia, l'etani, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Mobul, 

Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Desa Mobul, Kecamatan Kembayan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 61.0308.261170.0002, berlaku hingga 

tanggal 26-11-2012 (dua pulub cnam bulan November tahun dua ribu dua 

betas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan~ ~--------~·-··*-----
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13 Tuan PETRONlUS LIMING, lahir di Oba, pada tanggal 11·06--1980 {s.ebclas 

bulan Juni tahun seribu scrnbilan ralus delapan puluh), Warga Negara 

Indonesia, Petani, bertempat tingga! di Kabupatcn Sanggau, Dusun Mobul. 

R.ukun Tclangga VI, R.ukun Warga J, Desa Mobul, Kecamatan Kembayan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 61.0308.110680.0001, berlaku hingga 

tanggal 11~06-2010 hebelas bulan Juni tahnn dua ribu sepntuh), dikeluarkan 

oleh annat Kembayan; -·-··~---~~-----·-··~·-·~·----~---------~······-··· 

14 Tuan ATENG, lahir di Oba, pada tanggal 10-03-1965 (sepuluh bulan Maret 

tahun seribu sembilan rntus sepuluh), Warga Negara Indonesia. Fetani, 

bertempat t:iuggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Mobul, Rukun Tetangga 06, 

Rukun Warga 01, Desa Mobul, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu ianda 

Penduduk nomor 61.0308.10036$,0001, berlaku bJngga tanggal 10-0:3-2011 

(sepuluh bulan Maret dua ribu sebelas). dikeluarkan oleh Camat Kembayan; ~-

15 Tuan P. MIJIN, lahir di Jemongko. p.ada tanggal24-05-1946 (dua puluh empat 

bulan Mei tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam), Pelani. Warga 

Negara Indonesia, bertempat tlnggaJ di K.bupaten Sanggau. Dusun Jemongko, 

Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 6L0308.240546.0001, ber\aku sewnur 

hidup, dikeluarkan oleh Crunat Kembayan; -----------------

16 Tuan MALIN, lahir di Tanjung: Maya. pada tahun 1954 (seribu sembilan ratus 

lima puluh empat}, Warga Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di 

Kabupatcn Sanggau, Dusun Roja. Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 09, Desa 

Tanap, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Fenduduk nomor 

6L0308.0107S4.000J, berlaku hingga tanggal 22-12-2011 ( dua puluh dun 

bulan Desember tahun dua ribu scbelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan; ~--

17 Tuan JAYA, lahir di Tanjung Periuk, pada tanggal lS-10-1966 (Iima belas 

bulan Oktober tahun senDu Sembilan ratus enam puluh enam), Warga Nega:ra 

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun 

Tanjung Pcriuk, Rukun Tetangga 26, Rukun Warga 09, Desa Tanjung Merpati, 
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Kecamatan Kembayan, pcme:gang Kartu Tam.la Penduduk nomor 

6 L0308.. 151066,0001, berlaku hingga tanggal 15 ·I 0-2012 (lima bclns bulan 

Oktober tahufl dua ribu dua belas}, dikcluarkan oleh Camat Kembayan; ····------

18 Tuan POLONIAS HERI KAR1DO, lahir di Roja, pada tanggal 11-07-1985 

(sebelas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga 

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, 

Dus'Un Roja, Ruirun Tetangga tx, Desa Taoap, Kecamatao Kembayan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 61.0308.110785.0001, berlaku hingga 

tanggal 11-07-2010 (sebelas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh), dikeluarkan 

nJeh Camat Kembayao; --------·---- ·--------· 

19 Tuao LUKAS, lahir di Jemongko, pada tanggal 22-02-1987 (dua puluh dua 

bulan Februari tabun seribu sembiian ratus delapan puluh tujuh)1 Warga Negara 

Indonesia. WirasWJsta, bertcmpat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dlisun 

Jemongko, Rukun Tetangga VI, Rukun warga ll, De.sa Jemongko, Kecamatan 

Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk. nomor 61.0308.220287.0001, 

berlaku hingga tanggal 22-02~2011 (dua puluh dua bulan Februari tahun dua 

ribu sebelas), dikeluarkan Qleh Camat Kcmbayan; -----·-----~~~--

20 Tuan NASUTION, lahir di Kembayan, pada tanggal 25-12-1953 (dun puluh 

lima bulan Dcsember tahuo se:ribu sembilan ratus lima pulub tiga), Warga 

Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun 

Keroyet, Rukun Tetangga II, Rukun Warga lV, Desa Tanjung Merpati, 

Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 

61.0308.251253.0001, bedaku hingga tanggal 25-12-2009 (dua puluh lima 

bulan Desember tahun dua ribu sembilan). dikeluarkan oleh Camat Kembayan;-

21 Tuan DAMIANUS SANTUS, lahir di Jamu, pada tanggal 09-06-1975 

(sembilan bulan Juni tahun seribu sembilan ralus tujuh puluh lima), Warga 

Negara Indonesia, Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Saoggau, Dusun Jamu, 

Rukun Tetangga 01, Rukun Warga I, Desa Bantai, Kecamatan Kembayan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.328/D/2008.4, berlaku hlngga 
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tanggal 09-06-2009 (sembilan bulan Juni lahun dua ribu sentbilan), dikeluarkan 

oleh Camat Kembayan; ------······-------------------------·-····-······-----------·-

22 Tuan BONG HASAN, tahirdl Kembayan, pada tanggallS-04-1937 (lima belas 

bulan April tahun seribu sembilan ratus tlga puluh tujuh), Warga Negara 

Indonesia, Tani, bertempat tinggal di Kabupalen Sanggau, Dusun Kuala, Rukun 

Tetangga 10, Rukun Warga 04, Desa Tanjung Merpati, Ke(:amatan Kembayan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 13.451/D/IX/05102/2003. berlaku 

seumur hidup, dikeluarkan oleh Camat Kembayan; ----------~-~-~--

23 Tuan LINSEN, lahir di Tanjung Poring. pada tahun 1942 (seribu sembilan ratus 

empat puluh dua), Warga Negara lndQitCSia, Tani, bertempat tinggal di 

Kabupaten Sanggau, Dusun Tanjung Poring, Rukun Tetangga 10, Ruknn Warga 

02, Dcsa Sebongkuh, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk 

nomor J81.263/DIIXI03/06/2006, berlaku seumur hidup, dikeluarkan oleh 

Camat Kembayan; -- -----------

24 Nyonya SURYANI NENGSJH, lahir di Tanjung Periuk, pada tanggai 12~12~ 

1980 (dua belas bulan Desemher tahun seribu sembilan ratus delapan puluh}, 

Warga Negara Indonesia. Swasta, bertempat tingga! di Kabupaten Sanggau, 

Dusun Tanjuog Periuk. Rukun Tetangga 25, Rnkun Warga 09, Des.a Tanjung 

Periuk, Kecamatan Kemb.ayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 

l6.658/DIIXJ{J5/lt/2005, berlaku hingga tanggal 12-12-2008 (dua betas bulan 

Desember tahun dua ribu delapan), dikcluarkan oleh Camat Kembayan; ---

25 Tuan RUPINUS PANYIN, tahir di Muara Ilai, pada tanggal 27-04-1965 (dua 

puluh tujuh bulan April tahun seribu scmbitan ratus enam pulub lima), Warga 

Negara Indonesia, Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun 

Jemongko, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Kuala Dua, Kecamatan 

Kembayan. pemegang Kartu Tanda Pcnduduk nomor 15.1114/D/IX/04/01/ 

2005, berlaku hingga tangga! 27-04-2008 (dua puluh tujuh bulan April tahun 

dua ribu delapan), dikeluarkan oleh Camat Kernbayan; --·u-·----------· 
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26 Tuan JINE, lahir di Tanjung Robokan, pada tahnn 1950 (serlbu sembilan ratus 

lima puluh), Warga Negnr.t Indonesia, Tani, bertempat tinggal di Kabupalen 

Sanggau, Dusun Tanjung Poring, Desa Sebungkuh, Kecamatan Kembayan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor HU36/D/IX/03/02/2006, berlaku 

hingga tanggal 02-02-2009 (dua bulan Februari tahun dua ribu sembHan), 

dilreluarkan oleh Camat Kembayan; ---·····-·······-·····----···-··----------

27 Tuan HANAFI, lahir di Kembayan, pada tanggal 09-01-1974 (sembilan bulan 

Januari tahuo seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negarn 

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di. Kabupaten Sanggau, Ousun Kuala, 

Rukun ictangga 10, Rulron Warga 04, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan 

Kembayao, pemegang l<artu Tanda Penduduk nomor 61.0308.090174.0001. 

berlaku hingga ·tanggal 09-04-2011 (sembilan bulan April tabun dua ribu 

sebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan; --------

28 Tuan ACUNG, 1ahir di Tanjung Robokan, pada tanggal 02-04·1962 (dua bulan 

April tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, 

Petani, bertempat tioggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Roja. Ruku.n Tetangga 

09, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda Penduduk 

nomor 61.0308.020462.0001, berlaku hingga tanggal 02-04-2011 {dua bulan 

April tahun dua ribu sebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan: -------~ 

29 Tuan YUSNONO SUK.INO, Jahir di Roja, pada tanggal !8·03~1972 (delapan 

belas bulan Maret tahun seribu sentbilan ratus tujuh poluh dua). Warga Negara 

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Duson Roja, 

Rukun Tetangga 09, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu 

Tanda Penduduk nomor 61.0308.180372,0001, berlaku hiogga tanggal 18-03-

2011 (delapan belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas), dikeluarkan oleh 

Camat Kembayan; ----~---··------···-----------------· 

30 Tuan VITALIS GINI,lahir di Jemongko, pada tanggal23-04-1963 (dua puluh 

tiga bulan April tahun seribu sembilan rotus enam puluh tiga), Warga Negara 

1udonesia, Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Jemongko, 
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Rukun Tetangga lV, Rukun Warga U, Desa Kuala Oms, Kecamatan Kembayan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 61.0308.230463.0001, berlaku hingga 

tanggal 23-04~2011 {dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu scbelas}. 

dikeluarkan oleh Camat Kembayan; ------~······--·-··--------·----~·····---------

-Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri mcnerangkan: ----------­

··Bahwa pada hari Senin, tanggal 2.3-03·2009 (dua puluh tiga bulan Maret tahun dua 

ribu sembilan), bertempat di Desa Tanjung Merpati, Kecarnatan Kernbayan, Kabupaten 

Sanggau, telah diadakan Rapat Pembentukan Koperasi Perkebunan "BUPULU' 

LOMOUR". -----------·-------··------·-··-··---

--Bahwa tapat tersebut dihadiri oleh 32 (tiga puJuh dua) orang dan karcnanya sah 

susunannya untuk mendirikan koperasi; ------- ~··--------· 

-Bahwa par.:~ peserta rapat yang badir sep.akat untuk menyisihkan sebagian dari harta 

kekayaannya sebagai modal awal pendirian koperasi ini yakni Sirnpanan Pokok sebesar 

Rp. 100.000,· (seratus ribu rupiah) per anggota, Simpanan Wajib sebesar Rp.lO.OOO,~ 

(sepuluh ribu rupiah) per bulan per anggota; ---~~---------· 

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketcntuan peraturan perundang~undangan yang 

berlaku serta dengan ijin dari pibak yang berwenang., para penghadap sepakat dan setuju 

untuk mendirikan suatu Koperasi deogan Anggar.m Dasar sebagai berikut: ---------

·----·--····----·------- BAB I ----·---··----------·-·· 

NAMA DAN TEMP AT KEDUDUKAN ·--------···--

--·--------------Pasall.------------------·---

1. Koperasl ini bemama: ---------~·---

------···KOPERASI PERKEBUNAN "BUPULU'LOMOUR'"-------·-·· 

dan untuk selaojutnya dalam Angganm Dasar ini dlsebut Koperosi. -----~··~ 

2. Koperasi ini berkedudukan di Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kcmbayan, 

Kabupaten Sanggau. ------~-----------------------------------···----

3. Icoperasi dapat membuka cabanfifperwakilan baik didalam maupun diluar negeri 

atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota. -~---·u·----------------------

···-··-·-----·-----··- BAB IT ----·-----···------····-·---
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-------·-····--·--·-·--------- LANDASAN ASAS DAN PRINSIP ···----------·-·-··· .. -----

.... -- --------····· ·----------······ ·-·---- Pasal 2. -··· ------------------·· -------··········----····-·· 

Koperasi betlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasat 1945 serta bcrasaskan 

keke luatgaan. -------···· ··--------·-····· ····-----········ ···-----···········------·-···-··· 

---------------------···-------··· Pasal 3 ---···----------··---···-···--------

Koperasi melab."Ukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinslp Koperasi yaitu: --·-··· 

a keanggotaan betsifat sukarcla dan terbuka; -----------·····-------·-····· 

b pengelolaan dilakukan secara demokratis; ---------

c pembagian Sisa Basil Usaba ("SHU'') dilakukan secara adil sebanding dengau 

besamya jasa usaha masing-masing anggota; n••·-------~-------·~ 

d pemberian balasjasa yang terbatas terhadap modal; --~---------~-­

e kemandirian; --··-------·--~-----------­

! meiaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota; -----~ 

g kerjasama antar kQperasi. ---------------~-· 

I. K.Qperasi sebagai badan usaha datam melaksanakan kegiatannya yang 

mengorganisir pe.nan6tatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para 

anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas 

dan kaidah-kaidah usaha ckonomi. ---

-··--····-----------BAB Ill-------------·-----··-·---

-----··----------- TUJUAN DAN USAHA--------------------·-·--

~--~-----------·-·------- Pasal 4.-·------~~·-··-----------··---

-Tujuan didirikan Koperasi ada lab untuk: -------------·---~--·-----·--

1 Mcningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya; -----··----·-----------·-·---· 

2 Menjadi gerakan ekoMmi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian 

--------
-····---------··----------- Pasal 5. -·------·-~--------------~·--· 
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l. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Kopcrasi 

menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, 

sebaga i benkut: ~-~--· ····--·----~--·······-··---···-·-··-~---··············· ····-······--····· · 

b Mengusahakan USllha pertanian, perilrnnan dan perkebunan, terma~;uk usaha 

pengoiahan hasil-has!l pertanian, perikanan dan perkebunan, serta 

pemeJ i haraannya; ······------u··------·--•••n•---------········------·-·· 
c Mengusahakan usaba penyediaan jasa yang terkait dengan pertanian, perikanan 

dan perk:ebunan; -- ----·----~-~------· 

d Mengusahakan usaha perdagangan umum seperti tetapi tidak terbatas pada 

berdagang barang:-barang basil pertanian, perikaaan, dan perkebunan, 

berdagang bamng-barang keperluan pertanian, perikanan, dan pekebunan, 

berdagang bahan bakar, waserda, serta dalam bidang pembelim, penjualan~ baik 

untuk perhitungan sendiri maupun secam amanat atau komisi uotuk perltitungan 

orang lain, betdagang sebagai grosler, distributor, leverancier, supplier;~·~~-

e Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan 

kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penurnpang) maupun untuk 

angkutan barang; ---------------------

f Mengusahakan usaha-usaba pernborongan jalan-jalan, jembatan-jembatan 

irigasi~irigasi, instalasi listrik, instalasi air minwn, kontruksi bangunan, 

borongan pekerjaan, penyiapa.n laban perkebunan, irigasi, dan lain sebagaiuya, 

termasuk pereocanaan dan pelaksanaannya~ ---------------------

g Menjalankan unit simpan pinjam; ----···---------·~-----······-­

-semuanya dalam arti kata yang seluas~luasnya; --··-----··-··-·---··~-···-·· 

Dalam hal terdapat ketebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, K.operasi 

dapat membuka pelu.ang usaha dengan Non Anggota. ------·------------·· 

2 Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik dl dalam 

maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan 

harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. -------····-··-·-···-----···-
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3 Koperasi berhak untuk mcndirikan, turut mendirikan pcrseroan-pcrscroan alan 

badan-badan lain yang maksudnya sama a tau hampir sama dengan perseroan lni dan 

umumnya menjalankan segala tindakan baik yang langsung maupun lidak langsung 

herhubungan dengan maksud tersebut dengan ~rsetujuan Rapat Anggota. -·····-----

4 Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) sampai 

dengan ayat (3), Koperosi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan 

Usaha lainnya, baik: di dalam maupun di Juar wilayah Republik Indonesia. ···~·u·--

5 Koperasi harus menyusun Rencana KeJja Jangka Panjang {business Plan) dan 

R.encana Kerja Jangka Pendek {tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kopernsi dan disabkan oleh Rapat Anggota. ------------~-

------- BABIV --------------

----------KEANGGOTAAN ---------------

-------------Pasal6. ---

~Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebapi berikut: -------­

Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan 

tidak berada dalam perwalian dan sebagainya)~ ------~-~-~~-~~--------

2 Bcrtempat tinggal di Kabupaten Sanggau dan sclcitamya; -------u~-

3 Telah menyatakan lresanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok: sebagai 

dimaksud dalam pasa[ 39 ayat 3; ---~-----~----------

4 Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku; ---·-

------ ---Pasal7 --------------·--·----

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan tetab dipenuhi, simpanao 

pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah memmdaiangani 

Bub.-u Daftar Anggota Koperasi; ---·w-----··-u----------~~---·--

2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1} diatas tertru~.suk para 

pendiri; ------~---~--~-----·-----------~-------------·-~·······---------···· 

3. Keanggotaan tidak ®pat dipindah tangankan lrepada siapapun dengan cara apapun;-

4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa;~ 
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S. Tata cara pencrimaan anggota sebagaimana dimaksud ay.at (4) dlatur dalam 

Anggaran Run1ah T angga, ---------· ·~·~·-- ------------------~·· ----------·-············­

--------------······~------------------······~ Pasal 8 -------•n~•·-····-···---··-·n•••···-······· 

-Setiap anggota bcrhak: --······----------·······-------------·-········---------·-· 

!. Memperoleh pelayanan dari koperasi; ---·········-------------·-···············---

2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; -·······-···········-···-····-········-

3. Memiliki hak suara yang sama; ----- ---u--------·---~------

4. Mengajukan pcndapat. saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; -·-

5. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha. --------····-------·-··---

uu··~---------·---------- Pasal9 -------·---------~------

·Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----------------

1 Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran 

Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota; --------

2 Berpartisipasi dalam kegiatan us aha koperasi; ------~---~--

3 Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggara.n Runtah Taogga, keputusan Rapat 

Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku datam koperasi; --------

4 Memelihara serta. menjaga nama bail< dan kebersarnaan dalaru koperasi. -------

----------- PasallO ----~----------~-~~---

1 Bagi mereka yang telah mel.unasl pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara 

formal betum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum 

rnenandatangani Buku Daftar Anggota, be1um membayar seluruh simpamm pokok 

tennasuk simpanau wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah 

Tangga berstatus sebagai calon anggota. ---~-------~···~------

2 Calon anggota memillki hak-hak --~----------------·-·----------

11. memperoleh pelayanan koperasi; ~-----~------n·~--------···-u---­

b mengbadiri dan berbicara dalam Rapat Arlggota; --------------------­

c mengajukan pendapat, saran dan usuJ untuk kebaikan dan kernajuan Koperasi;­

Setiap caJon anggota mempunyai kewajiban; ------·-·------------------------­

a membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; -~ 
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b bcrpartisipasi dalam kegiatan usaha Kopemsi; ~-------···············-··-····----

a. mentaali kelentmm Anggarnn Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kcputusan 

Rapat Anggota dan ketcntmm lainnya yang berlaku dalam Kopcrasi; ····-······ 

a memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi. ···-·--

------· ····-···------·····------······-Pasal ll .·····------····---------·······-------

4 Setiap anggotn luar biasa memiliki bale:-·----------··-··------·······-------­

a memperoleh pelayanan Koperasi; -~-------·-------··-------~--­

a menghadiri dan berbicarn didalam Rapat Anggota; -----~-------~~---~-­

a mengajukan pendapat. saran dan usul untuk kebaikan dan kenujuan Kopetasi, -

2. Set.iap anggota luar biasa mempunyai kewajiban; -----·------

c membayar simpanan pokok menurut ketentuan di dalam Anggamn Dasar dan 

membayar slmpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, -~------­

c berparlisipasi di dalam kegiatan usaba Koperasi; ---~------­

c mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan 

Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi. --­

c memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan kebersamaan KopemsL ~--

--~·--- ---Pasa112. ----------------

0 Kcanggotaan berakhirbila: ------------------­

d anggota ters:ebut meninggal dunia; ~---------~----

d koperasi membubarkan diri stau dibubarkan oleb Pemerintah; --·--·-----­

d berhenti atas pcrmintaan sendiri; atau ---------·-------·~-------·· 

d diberhentikan oleh pcngurus karena tidak memenubi lagi persyaratan 

kcanggotaan dan a tau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah 

Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Kopemsi. ---····-~----··· 

2. Anggota yang dlberhentlkan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada 

Rapat Anggota. -------------~---·--------------·----

2. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, 

dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau petaturan 

khusus. ----------------·---~------------------··-------··-
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--~·----········------········--············BAS V ·····-----·-··············--·····--··-------·-··· 

··············-············-···-··-RAP AT ANGGOT A·················-····-·-········-······ 

-----·· ··-····----··· -------·············· •• Pasal 13 n••·----- -- •·n•----------· .. ·-----------·. ··--

Rapllt Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggL dalam K.operasi. ·····-----

2 Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan: --n••····---·•n••---­

a Angganm Dasat, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/ 

Anggaran Rumab Tangga; -----------·--·-----···----·-··-··-·-·-· 

b kebijaksanaan umum dibidang o:rganisast, manajemen usaba dan petmoda!an 

KoperasL ---- -- ----------------
c pemilihan pengao.gkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; -~--­

d rencana ketja, reneana aoggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta 

pengesahaulapornn keuangan; -------------

e pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan 

pelaksanaan tugas pengawas. tambahan ini bila Koperasi mengangkat 

pengawas tetap; --------~--------------­

f pembagian sisa basil usaha; --------------·­

g penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Kopera5i. -----

2. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. ~------· 

3. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakiian yang 

pengaturannya ditentukan dafam Anggaran Rum.ah Tangga, ----------

4. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari: -------~~·--~--~-----~--------­

a Rapat Anggota Tahunan; ----~---------------------------­

b Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja; 

c Rapat Anggota Khusus; -----~----------·-------~---··--------· 

d Rapat Anggota Luar Biasa. ----------·----------~---------~-

-----------··-------·--·· Pasat 14 ------~-------·-----~····------· 

1 Rapat Anggota sah jika dibadiri oleh lebih dari X: {satu per dua) dad jurnlah 

anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari !12- (satu per dua) bagian dari jurntah 

anggota yang hadir, kecuali apabila dltentukan lain dalam Anggarnn Dasar ini; -··--
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2 Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam aya( (1) diatas tidak tercapai, maka 

Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) bari unluk rapat 

kedua. dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. -~----·········------------

2 Apabi!a pada rapal kcdua sebagaimana yang dimaksud ayal (2) diatas lruorum tetap 

belum tercapai, maka Rapat Anggota lersebut dapat dilangsungkan dan 

keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggola, apabila dibadiri sekurang­

kurangnya !13 (satu per tiga) dari jumlah anggcta dan keputusan disetujui oleh 2/3 

(dua per tiga) dari jumtab anggota yang hadlr, ------~n------~·-···-----~-

2 Pengaturan selanjutnya diatur da1am Angga.ran Runtlh Tangga. ----------· 

---------- Pasall5 -----------~~---

7 Pengambilan keputusan Rapat Anggota betdasark:an musyav.'arah untuk mencapai 

mufakat. ------· -------·---------
7 Dalam hal tidak tereapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh R.apat 

Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. ----· 

7 Datam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. ~ 

7 Anggota yang tidak bad1r tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, 

yang hadir pada R.apat Anggota tersebut -------------· 

7 Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atan secam tertutup, kecnali 

mengcnai diri orang dilakukan secara tertutup. -~-----·-----·-----

7 Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acarn Rapat dan ditandatangani 

oleh Pimplnan Rapat. ----------·------~----~-~-

7 Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terbadap sesuatu hal tanpa 

mengadakan Rapat 1\nggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus 

diberitahu seeara tertulis dan seluruh anggota Koperas:i memberikan persetujuan 

mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta penandatangani 

persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak~pihak 

tertentu. ----·--------·~------·------------~-----------------

7 Pengaturan selanjutnya diatur dida!am Anggaran Rumah Tangga. --~-----~·----

----·------------- 'Pasat 16 --------···----··-----------· 
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-Tempal, acnra, tata tertib dan bahart mated Rapat Anggota harus sudah disarnpaikan 

terlebih dahulu kepada anggot.a sekurang-kurangnya 14 (empai belas) hari sebelum 

pelaksanaan Rapat Anggota, --··---------------~-···------------···-·-·········-------·····-····· 

----·····--------------·-·······------- Pasal 17 ·····-----···········-·······-----·-········-· 

Rapat Anggota di.selenggarakan o1eh pengurus Koperasi, kec:uali Anggaran Dasar 

menentukan lain; -·-·----···--·--·····-···--···-··--··-u·--·-····----·--·· 

2 Rapat Anggota dapat dipimpin laogsung oleh Pengurus Koperasi dan alau oleh ·-·­

Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih da1am Rapat Anggota tersebut; 

3 Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari 

anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan 

Pengelola atau karyawan Koperasi; --------··------------

4 Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh 

seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat; 

5 Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan 

dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap .semua Anggota Koperasi dan 

pihakkctiga; ----· 

6 Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan. jika 

Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris, -~~~~~---------~-----

--~------------·------ Pasal18 ----·-·----~-~---···-------------~ 

Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 {tiga) bulan sesudah 

tutup tahun buku, -------------~-~~-----·~-~-------

2 Rapat Anggota Tahunan rnembahas dan rnengesahkan: ---·-------····-···-·· 

a Laporan Pertanggung Jawabao. Pengurus ata$ peiaksanaan tugasnya; -------­

b Neraca dan perhitungan laba rugi tabun buku yang berakhir ti:ap tanggal31 (tiga 

puluh saru) Desember ----·------------~-------·---------····--

c Peo.ggunaan dan pembagian Slsa HasH Usaha; ---------~---------·-·· 

d Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam 1 (satu) tahun huku -

4. Rapat Anggota, Rencana Ketja, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

membahas dan mengesahkan Rencana Ketja dan Rencana Anggaran Belanja. ~----~ 
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S, Pendapatan dan Bclanja Koperasi jaga harus dilaksanakan !lap lahun buku, paling 

tambat l (satu) bulan sebelum tahun buku!:mggamn yomg bersangkutan 

dilaksanakan, yang diajukan oieh Pengurus dan Pengawas" ~--········--······-·········· 

6. Apabiia Rapat Anggota, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh 

Koperasl karena alasan yang objektif dan rasional seperti effisiensi maka; ---------­

a Rapat Anggota, Rencana Kerja, dan Rcncana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

dapat dilaksanakan bersamaan dengan Anggaran Rumah Tangga dengan acara 

tersendiri, dcngan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus di!aksanakan paling 

!ambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buk:u; --------------

b Sela:ma Rapat Anggota, Renca.na Kelja, dan Rencana Angganm Pendapatan dan 

Belanja belum disahkan oleh .Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya 

Pengurus herpedoman pada Rapat Anggota, Rencana Kerja, dan Reneana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat 

persetujuan.-------

c Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraluran 

Khtl$\15. -------
---·-------Pasa119--

-Rapat Anggota Khusus diadakan untuk: --~--------------­

Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kopernsi deogan 

ketentuan: -------------------------------------

a harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ~ {tiga per empat) dari jumlah auggota; 

b keputusan sah apabila disetujui .oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota~ - --------------

1. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pcmecahan Koperasi dengan 

ketentuan: ------··--------··---------·------------------~-----··-

a harua dihadiri oleh sekurang-k:urangnya ~ (tiga per empat) dari jumlah anggota; 

b keputusannya harus disetujui oleh % (tiga per empat) dari jum1ah anggota yang 

hadir;----------------------·------~-··-----------····--------
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2. Pemberhenllan, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pcngawas dan hams 

dihadiri olch lebih dati 11:! (:satu per dua) dari jumlah anggota; ~-~·-··--···~·-···-········ 

1. Kc!eutuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan 

atau ketentuan khusus. -------········---------·········---------------·-···-~-----

--------------------·····------------- Pasal 20 ---------------------------······-··---

0 Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat 

diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan 

tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rap.at Anggota biasa seperti diatur dalam 

pasal13 diatas; ----------------------~---

0 Rapat Anggota Luat Biasa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatas diadakan 

apabila: -------· ~---------------

c ada permintaan paling sedikit 20% (dua puluh perSen) dari jumlah anggota; dan 

atau --------------------------

c atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; 

dan atau; ---------------·~··---------·------

c dalam hal keadaan yang sangat mendesak, untuk segera memperoleh keputusan 

Rapat Allggota; ------ ·--·-----------
c Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan 

Rapat A.nggota biasa dan Rapat Anggota Khwms seperti tersebut pada pasal 19 

diatas. --~--------------··----~-·--·-

2. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat se.luruh anggota, apabila; .. 

a harus dihadiri oleh sekurang-kutangnya 'lS: (satu per dua} dari jumlah anggota, 

dan kcputusannya disetujuJ oleh 2/3 (dua per tiga) dari jwnlah anggota yang 

badir; -----·--·---~-~------·------------•n•-----------···~-------

8 untuk maksud pada ayat (2,d) diatas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 

115 (satu per lima) dar:i jumlah anggota, dan keputusannya disetujui oleh 2/3 

(dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. ------·--------·--·-

2. Ketentuan dan pengaturan selanjutuya diatur didalam Anggaran Rurnah Tangga. ---

------·-·----------------- BAB VI -·------------------------
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···--------····h·-----------····---- PENGURUS ------------·····-------------········----­

-------·-· • ···-------••• ·····----------· Pasal 21 -------····---- ------------· ··------ -------······· 

Pengurus Koperasi dipillh dari dan o!eh anggota dalam Rapat Anggota. -----·-···---

2 Persyaratan untuk dapal dlpilih menjadl Pengurus sebagai berikut: ----------···-·· 

a mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperaslan, kejujuran. loyal 

dan berdcdikasi terhadap Koperasi; -----·----------------------·-···-­

b mempunyai ketrampilan ketja dan wawasan usaha serta setrn~ngat 

kewirausahaan; ------------------·-----·-·-----

c sudah menjadi anggota Koperasi sekurang kurangnya 2 (dua) tatum;-----~· 

1. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 {tiga) tahun; ·----·-----·--

2. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Dafiar Pengurus; ---· 

3. Anggota Pengurus ~g rnasa jabatannya telah berakhir dapat dipilill kembaJi untuk 

masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam 

mengelola Kopem:i; ---- ------- ---

4. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus tedebih 

dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota; ----------~ 

5. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan 

ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; --~-~-~------·-------~ 

--------- .. Pasal22 -------

Jum1ah Pengurus sekurang-ku.rangoya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 

(lima) orang. -----------~~---------------------

2 Pengurus terdiri dari sektuang-kurangnya: -------------n--------·~---

a seorang atau bebempa orang Ketua; -------------··----

b seorang Sekretaris; --·------------------~·-··---------­

c: seorang Bendahara. -u----------------·--------------·-· 
I. Susunan Pengurus Koperasi diatur leblh lanjut dalam Anggamn Rumah Tangga 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaba Koperasi; --···-----·-----------· 

2. Pengurus dapat mengangkat Manajcr yang diberi wewenang dan kuasa untuk 

mengelola usaha Koperasi; -----~------~-------------··u--
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). Apabila Koperasi bclum mampu mengangkat Mallajer. maka salah saru dari 

Peogurus dapat benindak sebagai Manajer Kopcrasi dan Pcnguros yang 

bersangkutan harus me!epaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus; ·-·····-·-

4. Pengarura11 lebih lanjut tent.ang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung 

jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawasan diarur lcbih lanjut 

dalam Anggaran Rumah Tangga; ----··-------·-------·-·····-----···-

------------------------ Pasal 23 -------·····------·-------· 

-Tugas dan kewajiban Pengurus adalab: --------------------

Menyelenggarakan dan mengendalikan usaba Koperasi; -------------

2 Melakukan se1uruh perbuatan hukum atas nama Koperasi; ----

3 Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; -----------------

4 Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperas.i; ----

5 Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas kepengurusannya; ·----------·---· 

6 Memutuskan penerimaan aDggola bam, penolakan anggota serta pemberhcntian 

anggota; 

7 Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberlkan keterangan dan 

memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan; ~-~----~---~~--

8 Meruberikan penjelasan dan keteraogan kepada anggota mengenai jalannya 

organisasi dan usaha Koperasi; ----··---------·--------------

9 Memelihara kerukunan diantara anggnta dan mencegah segala hal yang 

menyebabkan perselisihan; ----------------···-----·--------

10 Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan 

ketentuan: ~--··~--------------~·-·---------------·----

a Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beherapa 

anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang 

berSangkutan; ---·-·------·-·----------···-------~-----··---

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH UI, 2009



b jika kerugian yang tirnbul sebagai akibat kcbijaksanaan yang telah dipu!uskan 

dalam Rapat Pengurus maka semua an~>ola Pengurus taopa kecuali 

menanggung kerugian yang diderita KoperusL -------·············-----------------­

Menyusun kctcntuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota 

Pengurus serta ketentuan mengenal pelayanan terhadap anggota; ------------------··· 

2 Meminta jasa audit kepada Koperasl Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang 

biayanya ditanggung oleh Koperasl dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam 

Anggaran Biaya KoperasL ~---- --------------------------
3 Pengurus atau sa1ah seorang yang ditunJuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku 

dapat rnelakukan tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan. Dalarn 

batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus 

dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berlkut: ---~---~------·­

a meminjam atau meminjamkan uang atas nama Kopemsi denganjumlah tertentu 

yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus 

Koperasi;-----------------

h membeli, menjuaJ atau dengan cara lain memperoleh atau mclepaskan hak atas 

barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam 

Anggaran Rumab Tangga dan peraturan khusus Koperasi. ------··-~ 

--·------·----- Pasal24 ------···--·--

~Pengurus mernpunyai hak: ------~------~--------·-­

Menerima imbalanjasa sesuai keputusan RapatAnggota; ------------

2 Mengangkat ·dan memberhentikan Mana jet dan karyawan Koperasi; ----~--------

3 Membuka cabanf'/perwakilan usaba baik didalam maupun diluar negeri sesuai 

deugan Keputusan Rapat Anggota; --------·-------···---------·· 

4 Mclakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaba Koperasi; --------

5 Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlub\n. -----

·-------·---------~-- Pasal 25 ----n--·-- ·----------
1 Pengurus dapat diberhentikan oieh Rapat Anggota sebelum masa jabatatmya 

berakhir apabila terbukti: ---------------u------~····------------·· 
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a m.t:lakukan kecurangan aiau penyelewengan yang merugikan usaha dan atau 

keuangan dan atau nama baik Koperasi; ~--·-----·--·-·····--~----···-·······-··------· 

b tidak mentaati ketentuan Undang-uudang Perkoperasian beserta peraturan dan 

ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggal1in Rumah Tangga dan 

keputusan Rapat Anggota; --·-····-------···------····---------··--------·--··--

c sikap maupun tlndakannya menimbulkan akibat yang rnerugikan bag! Koperasi 

khususnya dan Gernkan Koperasi pada. umumnya; ••n•------······-----••n•---­

d melakukan dan terlibat daJam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan 

keuangau dan tindak pi dana lain yang telah diputus oleh Pengadilan. -----

1, Dalam hal salah seorang anggota Pen gurus berhenti. sebelum rna sa jabatan berakhir, 

Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangk.at penggantinya 

dengan cam:~-------·--·~----------

a mennnjuk salah seorang Pengurus nntuk mcrangkap jabatan ten;:ebut; ---­

b mengangkat dati kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pen gurus tersebut 

2. Pcngangkatan pengganti Pengurus yang berbenti sehagaimana diatur dalam ayat {2) 

hams dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota 

berikotnya. --------------- -··---

······--------------BAB vn -----------­

---------------PENGAW AS----------------· 

--------- Pasa126 --

1 Pengawas dipHih dari dan oleh anggota da1am Rapat Anggota. ----------

2 Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang mcmenuhi syarat 

sebagai berikut: -----------------·--------------· 

a mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, 

jujur dan berdedikasi terhadap koperasi; ----···-~-----··---···--------···­

b memiliki kemampuan ketrampilan ketja dan wawasan di bidang Pengawasan~ -

c sudah menjadi anggota sekurnng-l..'llrangnya 3 (tiga) tahun. -------··---

1. Pengawas dipilib unrukmasajabatan 3 (tiga) tahun. ---------···-------------

2. Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang --···------------
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3. Sebeium melaksanakan tugas dan kewajiban scbagai Pengawas. harus terlebih 

dahulu mengueap sumpah a!au janji didcpan Rapat Auggota, ~-~---·······-----------~--

4. Tala earn pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengawas, dan sumpah 

Penga'\"as dialur atau ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. --------------······ 

--------·--u-·--------·-~••n•• Pasal 27 -·--········-------·-·-···-····-·---·~--

Dalam hal Koperasi telah mampu mengangk:at Manajer yang professional, maka 

pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebutuhan d3.n ditentukan dengan keputusan. Rapat Anggota. ---·------

2 Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas Tetap), rnaka ditentukan: -·····­

a Pengangkatan Manajer tersebut hams langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota; 

b Fungsi dan htgas Pengawas rnenjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus, dan 

Pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, ---

c keuangan yang dijalankan oleh Kopeta!ii. - ----

1. Audit keuangan barus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oJeh 

tenaga ahH dibidangny.a atas permintaan Fengurus. ------· 

:t Pengaturan s.elanjutnya diatur dida1am Angga.ran Rumah Tangga. ---

Pasal28 -----------·-·-

-Hak dan kewajiban Pengawas adalah: -----·------~---~··-----~-~--

1 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebljak.sanaan dan pengelolaan 

Kopernsi; -----

2 MeneHti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; ~--------------

3 Mendapatkan segaJa keterangan yang diperlukan; -----~---~-·-··-

4 Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus; ~--·-----

5 Merahasiak:an h:asil pengawasannya terhadap pihak ketiga; --··--·~-------· 

6 Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat 

Anggota. -·-·····-·-------·····--·-----···~---·-·--····--------··-·-­

------···-·-----·-··-··------ Pasal29 ----·------------··-··---------

-Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. --·····----

······--···-···-----··----· Pasal30 ---------n•u·------~~·~·~---·--
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Pengawas datx'!t memima jasa audit kepada Ak:untan Publik yang biayanya 

ditanggung olch Koperasi. ~~----···----·----~·-·············~--~~~---············--·-· 

2 Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Kopera:si. ----······-~·········· 

---~~~~---·······-····-~--~-----········ Pasal 31 -···········-·····------·········------

Pengawas dapat diberhentikan olch Rapat Anggota sebelum masa jabalan berakhir 

apabila terbukti: ------··--------·-····-----·············---------· 

a melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik 

Kopemsi; ~--------------------· 

b tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, 

ketentuan peJaksanaannya, Anggaran Dasar, Angga:ran Rumah Tangga dengan 

keputusan Rapat Anggota. ---- -----------

1, Dalarn hal salah semang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan 

berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat 

pengganti dengan cara: -----------------------

a jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; ---­

b mengangkat dati kalan,gan anggota untuk menduduk.i jabatan Pengawas 

tersebut; -- --------------
c sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang 

akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan koperasi umwnnya; -

d melakukan dan tcrlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleb Pengadilan, 

2. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tcrsebut dalam ayat (2) diatas, 

dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian 

yang bersangkutan untuk dlminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat 

Pengawas yang lain. ----~~~-----------~--~-~~------~~--

·····------·-------··-- BAB vrn ---------------------·· 

-----···----··-- PENGELOLAAN USAHA ··-··-··-··--··-··--···· 

-----·---------·---- Pasal32 -------------------
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Penge!olaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu bcberapa 

orang karyawan yang diangkat oleh Pen gurus melalui perjanjian :nau kontrak kerja 

yang dibuat secara tertulis; -~--------~···-------·······~------··-·····-------·-· 

2 Pengurus dapat secara !angsung melakukan pengelolaan kegiatan nsaha Koperasi 

a!au mendirikan Strategic: Business Unit yang dtkelola secan1 otonom dan 

professional;--------······--·--·-·-··--·············---·-··----------·· 

3 Pengangka1an seperti terse but pada ayat (I) dan (2) diatas setelah mendapat 

persetujuan Rapat Anggota~ ----------·-·----·---

4 Persyaratan untuk diartgkat menjadi Manajer ada lab: --------·-----

a mempunyai keahlian dibidang usaha atau pemah mengikuti pelatihan dibidang 

usaba koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi; -------

0 mernpunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha; ---------

e tidak pemah melakukan tindakan tereela dibidang. keuangan dan atau dihuk:um 

karena terbukti melakukan rindak pidana dibidang keuangan; ------­

d memiliki akhlak dan moral yang baik; -------------~ 

e tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat --~~ 

f ketiga sesama Pengurus; ~------

g belum pernah terbukti melakukan tindak pi dana apapun, -------~~w­

Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus. -

--------------------- Pasal 33 ------------------------

Tugas dan kewajiban Manajer adalah: ---------~~-~-------·-··------

Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi; -~------

2 Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang 

dilak:sanakan oleb para karyawan; ----------····--------------

3 Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan 

pelaksanaannya; --·------------~--------~-~----------·--
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4 Menl.aati segala kelentuan yang tdah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran 

Rumah Tangga, keputusan Rapat Angsota, konlrak kerja dan ketentuan la!nnya 

yang berlaku pada K.operasi yang berkaitan deng-,m pe:ketjaannya; -~----·----····· 

2 Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai aklbat dari kelalaian dan atau --·· 

2 tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan. ··········--------

---------····--------··-~------- Pasal 34 -------·---·---··--···-········-------

·Hak dan wewenang Manaje:r; --------···--------······-----------····-·~-------

0 Menerima penghasilan sesuai dt::ngan perjanjian keija yang telah disepakati dan 

dltandatangani berSama oleh Peogurus dan Maoajer; ---~------·--~---

0 Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang 

dibebankan; ---- ------·· 

0 Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya; -------

0 Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha. ---· 

----------Pns.ll5 -----------

2 Menetapkan pedoman pelasanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional 

Prosedur yang <Usahkan Qleh Rapat Anggota. -------~···-----·-··~·~~-------

2 Ketentuan lebih Ianjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang 

Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, 

ketentuan khusus dan kontnlk kerja. ----~-------~----

---··------ - BAB IX-------·------

-···--·-------PENASEHAT -----···--·----·--· 

-----·~----·--·- Pasal36 __ , -----··-·· 
3 Apabila diperlukan, Pengums dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat 

Anggota. --·------~··--··-··----~-··-----------··---------

3 Penasehat memberi saran!anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan 

usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta. ----------··----

3 Penasehat berhak menerirna pengbasilanlimbalanljasa sesuai dengan keputusan 

Rapat Anggota. -----·--------- -----~----------------

·--···--·------------BAB X ·----·-·-··--···-·-·--··-··· 
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---------------- ------ -- ------ --- PEM BUK UA.J>; KOPE RASJ --------- .... ------------- --------

-·--·~---- -··--······----··---·····----·····- Pasal 3 7 ... -------······-------··-·n-------···-··· 

Tahun Buku Koperas.i adalah tanggal 1 {satu) Januari santpai dengan tanggal 31 

(tiga puluh satu) Descmber, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun 

pembukuan koperasi ditutup; ------------------------------------------------

2 Koperasi wajib menyeJenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Kopetasi pada 

khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya; ---------····-

3 Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, 

maka Pengurus wajib menyusun dan menyatnpaikao Laporan Tahunan yang te1ab 

diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku dan ditanda tangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan 

kepada Rapat Anggota yang disertai has.il audit Pengawas. ------, 

4 Apabila dlperlukan, Lapomn Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Alruntan Pubtik 

atas permintaan Rapat Anggota. atau apabila Koperasi tidak mengangkat Pengawas 

tetap, maka Laporan Tahunan Peogurus barns diaudit oleh Ak:untan Pllblik sebelum 

diajukan ke R.apat Anggota dan basil audit tcrn:but menjadi perbandingan Lnporan 

Pertanggungjawaban Pengurus. -~----------------~-~~-

5 Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isl, hentuk, susunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran 

Rumah Tangga dan peralutan tectulis. -~~-------~~-----

···-------------- BAB XI -----------·-

-------------·--- MODAL KOPilRAS! -------·-------·--

---------------- p.,.,] 38 ------------------·------

1 Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang 

simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan 

deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah. -------·~·-·----•n•-
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2 Modal Dasar yang disetor pada saal pendician Koperasi ditetapkan sebesar ---·-­

Rp. 29.020.000.- {dua puluh sembilnn juta dua puluh ribu rupiah), yang berasal dan 

Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal penyertaan dan para pendiri. --------

3 Rapat Anggota menetapkan jumlah selinggi 1ingginya yang dap.at disediakan 

sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus dlsimpan atas nama 

Koperasi pada Koperasi Pusatnya, baik Bank Pemerintah ataapun pada Bank lain. --

4 Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi 

yang ditandatangani oleh 1.1ekurang-kurangnya 2 (dua} oranganggota pengurus: atau 

5 leblb. seorang pegawai yang ditunjuk oleh pengurus. ---------

---------SIMPANAN ANGGOT A----------

--------------Pasal39 -----

Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok 

sejumlah yang pada waktu keanggotaan diakhici, merupakan suatu tagihan atas 

Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan 

kerugian. -------- ------

2 Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus. akan tetapi 

Pengurus dengan pertimbangan tertentu dapat mengijinkan anggota untuk 

membay.a:mya dengan angsuran per bulan, maksimum 6 (enam) kaH angsuran. --~ 

3 Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan 

kesanggupan itu secara tertulis. -------------·----

4 Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan atas namanya pada Koperas.i 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan :Khusus. --·­

.5 Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada 

Koperasi menurut kehendaknya s:endiri., balk secarn deposito maupun se<:ara giro. ·-

6 Anggota diperbolehkan meminjam uang sctelah menjadi anggola selama 3 (tiga) 

bulan. ---··---------------------·-···--·-·------··· 

-----·-----------------~ Pasal40 -----~·-·-----··~---------

3 Uang simpanan pokok tidak dapat dimlnta kembali selama anggota belum berheoti 

sebagai anggota. ·----·-·------------------·------~---· 
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4 Uang slmpanan wajib dapal dimlnla kembali menurut peraturan yang ditetapkan 

olch Rapat Anggola ..... ------------···---------------···--------------·····--------······ 

5 Uang simpanan sukarela yang merupalrun deposito dapat diminta kembali menurut 

Peraturan Khusus alan perjanjian, dan yang merupakan glto dapat diminta kembali 

setiap wak:tu. -----·---------·•n••·---··••n•-----------·-----·--·-·-···----·· 

6 Jlka dipe:rluk:an, Kopernsi dapat mengadakan simpanan Khusus yang diatur dalam 

Peraturan Khusus!Anggaran Rumah Tangga. --------·······--·-···-·-··-·-·-···---

·····--------------
-Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 12 huruf: ----------

3 Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib. setelah dipotong dengan bagian 

langgungan yang ditetapk:an, dikembalikan kepada yang berhak denpn segera dan 

selarnbat-lambatnya l (satu} bulan kemudian. ----------

4 Atau uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelab dipotong dengan 

bagian tanggungau yang ditetapkan, dikembaiikan kepada bekas anggota dalam 

waktu 1 (satu) bulan sesudah rap<it anggota tahunan yang akan da1ang. -----~-~-

5 Uang simpanan polrok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang 

simpanan wajib dise:rahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan 

mempertimbangkan kesalaban anggota yang mengakibatkan pemecntannya. ----

----------SISAHAS!L USAHA -------

----··--·--- - P>sal42 --------------

3 Sisa basil usaha yaitu pendapatan usaha Kopemsi yang diperoleb dalam suatu tahun 

buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segaia biaya yang dikeluatkan 

da1am tabun buku Hu, yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk 

Anggota Koperasi. -·~·-----------·--------------·-----·· 

4 Sisa basi! usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota 

dibagi sebagal berikut: ~-------~---·-·---~-----------···----~·-·-

b 40% (empat puluh persen) untuk cadangan. ---------------·------

c 60 % (enam puluh persen) untuk anggota, untuk dana Pengurus. untuk. dana 

kesejahteraan pegawai, untuk Dana Pendldikan koperasi, .untuk Pembangunan 
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Daer.1h Ketja dan untuk dana Sosial, yang pembagiannya dialur lebih lanjut 

dalam Anggaran Rumah Tangga KoperasL ~-···-~----·-······-··-······-----·······-

1. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diseienggarakan untuk pibak 

bukan anggola (anggota luar biasa) dibagi sebagai berikut: n--~--------~···---------­

b 40 % ( empat puluh persen) untuk cadangan. ·------····---------·····-----

c 60% (cnam pulub perSen) untuk dana Pengurus, untuk dana kesejahteraan 

pegawaifka:ryawan. untuk dana Pendid.ikan Koperasl. untuk dana Pembangunao 

Daerah K.etja, dan uutuk dana Sosial, yang pembagiannya diatur lebih lanjut 

dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi. ------------~-·--

--------- Pasal43 --------·------

2 Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian 

sebingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. --~-----------

.3 Rapat Anggota dapat memntuskan untnk mempergunakan paling tinggi 75% (tujuh 

puluh lima persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaba Koperasi. -

4 Sekurang~ngnya 25% (dua pu!uh 1ima persen) dari uang cadangan harus 

disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Keputusan Rapat 

Anggota.-----------~--~---~-~---~ 

······-------------- T ANOOUNGAN ANGGOT A-------·-----

~-~---~~--~-------- Pasa144 ~----~----·---~-

2 Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan 

Kopernsi tidak mencukupi untuk melunasi segala Perjanjian dan kewajiban, :maka 

seka1ia:n anggota dan mereka yang telah herhenti sebagai anggota dalam waktu satu 

tahun sebelum pembubaran Koperasi diwajibkan menangg:ung kerugian itu masing­

masing terbatas sebanyak 2 (dua) kali simpanan pokok -··----···~---···---

3 Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota 

dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran Koperasi, tidak mampu 

memeuuhi kewajlbannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (I) pasal ini, maka 

kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang 
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menurut perhitungan har-us dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti 

sebagai ang:gota dapat d!penuhL -~·-············-------···-·-··········-······-·····-·-····-

4 Segala persoalan mengenai penentuan iindakan atau kejadian mana yang 

m¢nyebabkan kerugian, diselesaikan menurut kelentuan yang berlaku. --·-·····-··· 

5 Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang 

menyebabkan kerugian, diselesaik.an menurut bukum yang berlaku. ---····~····----

n•----- --···---~- Pasal45 -----~----- -*"·*"--
3 Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahuJ~ buku, ditutup 

dengan uang cadangan, ~-~---~----~~--------~ 

4 Jika kerugian yang dideri!a Kope!3si pada akhir sesuatu tabun buku tidak dapat 

d!tutup dengan uang cadangan :sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), maka Rapat 

Anggota dapat memutuskan untuk membebaokan bagian kerugian terSebut diatas 

(jumlah kerugian dikurangi dengan ua.ng cadangan yang tersedia) kcpada anggota 

dan kepada mereka yang teJah berhenti sebagai anggota da!am tahun buku yang 

bemangkutan, m.asing-masi.ng terbatas 2 (dua) kali simpanan pokok. --~---

-----------Pasal46------------
-Anggota-anggota yang telah berhenti dati Knperasi tidak menanggung kerugian dari 

usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi. -~---

---··-------·-----· BAB XIn ·---·-··--·---··----­

·-··------·----·---PEMBUBARAN---------------·-··--·­

·-------···-------·---- Pasal 47 --------······----·---

3 Pembubaran Kcperasi dapat dilaksanakan berdasarkan: ~~~~~-~-------~---~~~~~--·· 

c keputusan Rapat Anggota; -~-----------------------

d keputusan Pemerintah. --

I, Peml.mbaran oleh Rapat A.nggota dida:sarkan pada: ---~·------------·----­

b jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir~ --~~~---····------~-·-···-­

c atas permintaan selrurang-kurangnya ~ (tiga per empat) dari jumlah anggota; --­

d kopera:si tidak Jagi melakukan kegiatan usahanya. --••n•····------····-----

--------···~---------·-··---------- Pasal 48 -------·--------~------·-··-----------·-·· 
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1 Oalam hal Kopecasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk lim 

likwidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lam yang dianggap 

perl\1 {Pembina} dan d1beri kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud. ··-~ 

6 Likwidalor mempunyai hak dan kewajiban: -----·------------------·------------··------

d me!ak;ukan perbuatan bukum untuk dan alas nama Koperasi dalam 

penyelesaian; --~-------··~-----· u------·-··----n•------··-·----· 
d mengumpuJkan keterangan yang diperlukan; ·----~··-·------------

d me:manggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik 

sendiri--sendiri maupun bersama-sama; ----------------

d memperoleh. menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi; -

d menggunakan sisa kekayaan Koperasi uotuk menyelesaikan kewajiban Koperasi 

baik kepada anggota maupun pibak: ketiga; -----------

d mernbuat berita acara -penyelesaian dan menyampaikan kepada: Rapat Anggota. 

3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembuhar.m Koperasi dihadapan 

~pat Anggota tersebut dan kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. ------

3. Pemhayaran biaya penyelcsaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban 

lairulya.-----------· --------
-------------- Pasal49 

2 Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbu1 pada saat pembubaran 

Koperasi; --·-·-------~------·-·---~--··--·-·----

2 Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah 

dibayarkan. ----~--~---~-----·~---~-------~-·----

2 Anggota yang telah keluar sebeium Koperasi dibubarkan wajib menanggung 

kerugian, apabila kerugian tersebut te.rjadi selama anggota yang bersangk:utan masih 

menjadi anggota Koperasi dan apabi1a keluamya sehagai anggota belum melewati 

jangka "''aktu 6 (enam) bulan.------------~·---~--·-·-

---------------- BAB XN --------------------

-------------------------SANKS!---------------------------

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH UI, 2009



~~------ -- .• ---~-...•. -------~ .• ------------- Pasa J 50 ----------------•• ·--------- -----· · · ····-· -·--

3 Apabila anggota pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Knpernsi dikenakan sanksi oleh 

Rapat Anggota beru pa: ···----··--·----····«~-------------···~---- -------~-----· .. ·----­

e peringatan lisan; ---·········------·············----·-·········--··-·-······· 

e peringatan tertulis; ---··········------········-------·····-········----... 

e dipccat dari keanggotaan a tau jabatannya; ---------···-------···--··· 

e diberhentikan bukan alas kemauan sendiri; ----------------

e diajukan ke Pengadilan, ·---------·-----
1, Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rwnah Tangga. -~~ 

---- ·BABXV ------------

·-····---JANGKA W AKTU BERDIRINYA KOPERASI-----

--·------ Pasal51 ------· 

~Koperasi didirikan dalamjangka waktu tidak terbatas. -------·---

------·-·------BAB XVI----------·------

·-····------ANGGARAN RUMAH TANGGA ·----··----­

·--·---------DAN PERATURAN KHUSUS ··---·------· 

-~- Pasal 52--

~Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang 

memuat peratur:an pelaksa.naan berdasaxkan ketentuan Anggaran Dasar Kopernsi dan 

tidak bertentangan dengan Anggaran Oasar ini. -----u------­
-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya seb.agaimana tersebut 

diatas menerangkan bahwa : ---------~u-------~·~---------··-·~----

5 Menyimpang dari ketentuan dalam pasai 17 ayat 2 Anggamn Dasar ini rnengenai 

tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kahnya telah 

diangkat sebagai: -------··-------·---~---·-··------·--·~---­

·Pengurus: ---·--------~--··---~-----··-------~-·-·---

·Ketua -···-···n Tuan F.X. IRENION IRENT. C., lahir di Kuala Dua. 

pada tanggal 26--06-1962 (dua pulub enam bulan Juni 
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cahun seritm sembi!an ratus enam puluh dlla), Warga 

Neg:ara Indonesia, Wiraswas\a, bertempat linggal dl 

Kabupaten Sanggau, Dusun Kuala Dua, Rukun 

Tetangga II, Rukun Warga 01, Desa Kuala Dua, 

Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Nomor 61.0308.260662.0001, bcrlaku 

hingga tanggal26·06~2011 {dua puluh eruun bulan Juni 

ta:hun dua ribu sebelas), dlkeluarkan oleh Camat 

Kembayan; --~----·-·~-----·--------

-Wakil Ketua --- : Tuan BEN1 SARIFUDIN, Sarjana Hukum, lahir di Sei 

Bun, pada tanggal 05-04-1966 (lima buUm April tahun 

seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga 

Negara Indonesia, Karyawan LPKHP, bertempat 

ti.nggal di Kabupaten Sanggau. Dusun Sejuah, Rukun 

Tetaogga m, Rukun Warga II. Desa Sejuah, Kecamatao 

Kembayao, pemegang Kartu Tanda Peoduduk nomor 

27281DilX/06/0l/2006, berlaku hingga tanggal 05-04-

2009 (lima bulan April tahun dua ribu sembilan), 

dikeluarkan oleh Camat Kembayan; -----·----

-Sekretaris ------ Tuan RELLY SUBHAN. belum kawin, Jahir di 

Kembayan, pada tanggal 04-10-1980 (empat bulan 

Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), 

Warga Negara Indonesia, Wlraswasta, bertempat 

tinggal di K.abupattn Sanggau, Dusun Kuala, Ruk:un 

Tetangga 10. Rukun Warga 04, Desa Tanjung Merpati, 

Kecamatan Kembayan, pemegang: Kartu Tanda 

Pendudulc nomor 61.0308.041080.0001, berlaku hingga 

tanggal 10-04~2011 (scputuh bulan April tahun dua 

ribu sebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan; -~-·~ 
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-Bendahara- --·-----··-· Nona YUUAKA ANTONIA, lahir di Sebungkuh, pada 

tanggal 19-09-1986 (sembilan betas bulan S.ep(ember 

taimn seribu sembllan ratus delapan puluh enam), 

Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tiuggal di 

Kabupaten Sanggau, Dusun Sebungkuh, Desa 

Sebungkuh, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu 

Tanda Penduduk nomor l6.22SfDIIXI03111/2008, 

berlaku hingga tanggal 19-09-2011 (sembilan beias 

bulan September tahun dua ribu sebelas), dikeluarkan 

oleh Camat Kembayan; -----------

-Wakit Bendahara ---: Tuan YOHANES ALEK, belum kawin, lahir di 

Jemongko. pada tanggal 08-09-1983 (deiapan bulan 

September tahun seribu sembi1an ratus delapan pu1uh 

tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat 

tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun Jemongko, 

Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Kuata 

Dua, Ke;;amatan Kembayan, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk nomor 610386.080983.0001, berlaku hingga 

tanggal 08..fl9-20ll (delapan bulan September tahun 

dua ribu sebelas), dikeluarkan oleh Camat Kembayan;-

~Pengawas: -~--~~-~-------------~--~---~-------

-Ketua ~--~-------- : Tuan JOHANES HARENIMUS, lahir di Kuala Dua, 

pa:da tanggal 15~10-1969 {lima be1as bulan Oktober 

tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), 

Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat 

tinggal di Kabupaten Sanggau, Dusun JerrtQngko, Desa 

Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, pemegang Kartu 

Tanda Penduduk nomor 610308.,151069.0001, berlaku 

hingga taogga1 15-10-2010 (lima be1as bulan Oktober 
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tahun dua ribu sepuluh), dikc:luarkan oleh Camat 

Kembayan; .• ······---···-·· ··-------------···---···-·-·-

-Anggota ----···----.. ----- ··Tuan H.F. OlJNTUR, lahir di Senajam, pada tanggal 

04-10-1950 {empat bulan Oktober tahun seribu 

sembilan ratu.s lima pulub), Warga NegaT<i Indonesia, 

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, 

Dusun Sebungkub, Rul<un Tetangga (tidak terbaca), 

Rukun Warga ill, Desa Sebungkub, Kecamatan 

Kembayan, pernegang Kartu Tanda Penduduk nonwr 

610308.041050.0001, ber1aku hillgga tanggal 04-10· 

2010 (empat bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh), 

dikeluarkan o1eh Camat Kembayan; ------­

•• Tuan RUSDI. be tum kawin, lahir di Semmbai, pada 

tanggall:S-09-1978 {lima bclas bulan September tatum 

seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga 

Negara Indonesia, Kades, bertempat tinggal di 

Kabupaten Sanggau, Dusun Serambai, Rukun Te!angga 

22, Rukun Warga OS, Desa Tanjung Merpati, 

K.ecamatan Kembayan, pemegang kartu Tanda 

Penduduk nomor 61.0308.1:50978.0001, berlaku hingga 

tangga115-09~2011 (lima betas bulan September tahun 

dua ribu sebelas), dikcluarkan oleh Camat Kcmbayan;-

-Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut telah dtterima oleh 

masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang 

pertama kali d!adakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat peogesahan Menteri 

Negara Keperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. -·------

3. Tuan!Nyonya/Nona 

-. 
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pegawai Kantor Notaris, baik bersama·sama maupun sendiri·sendiri dcngan im 

d!bcri k<tasa dengan hak untuk memindahkon kekuasnan ini kepada orang Jain 

dikuasakan untuk rnemohon pengesahan atas Anggarnn Dasar ini dari instansi yang 

berwenang dan untnk membmu perubahan danlntau tambahan dalam bentuk yang 

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk mempero!eh pengesahan tersebut dan 

untuk rnengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, 

untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang 

mungkin diperlukan. ---------·~-- --~···--·----···· 

~Akhimya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenarnn identitas 

para pibak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan 

bertanggung jawab sepenuhn)'.a atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga 

menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ----------

~Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----------

------DBMIKIANLAHAKTAINI. -------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut 

dalam kepala akta ini, dengan dibadiri oieh: -----~~·--------· 

6 Nona DANIATI PATRIYA. Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, lahir di 

P<>ntianak. pada tanggalB-0.3-1982 (tiga belas bulan Maret tahun seribu sembi!an 

ratus delapan puluh dua), dan-------------------
6 Nona GALUH SYAFRIYANJ, Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, lahir di 

Sanggau, pada tanggal 05-01-1980 (lima bulan Januari tahun seribu semllllan ratus 

delapan puluh), ------·----~---·----·-·-·~---··---­

keduanya dikcnal oleh say., Notaris, sebagai saksi. ·-------------­

-Segera setelah akta ini saya, Notaris baeakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, 

maka akta ini ditandatangani oleh para penghad.ap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ·~·-···· 

·Dilangsungkan dengan tujuh perubahan yai!u karena tiga tambahan, satu ooretan dan 

empat gantian. -··----··-----------------·~··----···---·~--·-

-P..finuta akta ini te!ah ditandatangani dengan sempuma. ~-·-------·--·----·-··-­

·Diberikan sebagai saUnan yang sama bunyinya. ---·----···-----·-···· 
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NOT ARIS DI SANGGAU 

YUSTINA PRATJNI, SH. 
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NO HART A 

I. HARTA LANCAR 
l.KAS 
2. BANK 
3. PIUTANG ANGGOTA 

JUMLAH HARTA LANCAR 

II. HARTATETAP 
1. TANAH 
2.BANGUNAN 
3. INV~NTARIS /PERLENGKAPAN 

> 

JUMLAH HARTA TETAP 
·\ 

JUMLAH HARTA 

KOPERASI PERKEBUNAN " BUPULU'LOMOUR" 
PER 23 MARET 2009 

PER 23 tARET 2009 
Rp) NO KEWAJIBAN &. KEKAYAAN BERSIH 

Ill. KEWAJIBAN LANCAR 
!0,000,000 1. SIMPANAN SUKARELA 
!5,000,000 2. HUTANG DAGANG 

3. DANA- DANA 
4. PAJAK 10% 

25 000 000 JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 
IV. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
v. KEKAYAAN BERSIH 

- I. SIMPANAN POKOK :•. 

- 2. SIMPANAN WAJIB 
4,020,000 3. CADANGAN KOPERASI 

4. DONAS! 
5. SHU TAHUN BERJALAN 

4,020 000 JUMLAH KEKAYAAN BERSIH 

29 020 000 JUM. KEWAJIBAN &. KEKAYAAN BERSIH 

PENGURUS KOPEKASI PERKEBUNAN " BUPULU'LOMOUR " 

._:o;. 
•r'·<-

,,-,:,.,.'•'~····. ;_, ·.; \ \1·,,:;;::,:~; __ .-. /,· 
\>'.;0'.::•).:.·.-.---·: ~> 
\.:,._(··~:;~~-,-< .. _ NION .... ;,_.:':::·: .... 

SEKRET• 

RULt¥-SUI 

!I 

PER 23 MARET 2009 
( Rp) 

2,500,000 

-
-

2 500 000 

3,200,000 
320,000 

-
23,000,000 

-
26,520,000 

29 020 000 
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.. 

0 

. 

RENCANA KEGIATAN USAHA UNIT SIMPAN PINJAM 
PERIODE Tt.\HUN 2009 SID 2011 .... ' '' 

URAIAN 2009 2010 
(Rp) (Rp) 

Rencana Pemberlan Pinjaman/Thn 50.935500 70.325.000 
Bunga 2% X Rp . 10.140.000 13.248.000 

51.795.500 75.077.000 

Biaya Per Tahun 6 500,000 9 500.000 

Rencana SHU Per Tahun 5,650,000 7,875,000 

PENGL:RUS KCPERASI PERKEBUNAN " BUPULU'LOMOUR " 

Rl ./.'J · · .. · KET '"' 
.. ·· .. ,. ·y· ·:c· V ' ' '• -.. · 

; .• . . . .... ·. ··.· ····"-'\u'": li'fll-..r ~ 

··· .. ·········~ <--.~ 

Z011 
(Rp) 

110.345.000 
17.730.000 
97.615.000 

10,800 000 

8,975,000 
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' I 
• 
' ' 
1 

. ' . 

i 
. ' 

NO 

I. 

RENCANA KEGIATAN USAHA 
PERIODE TAHUN 2009 SID 2011 

URAIAN 

IR••nc:ana Pendapatan 
Simpan Pinjam 
Pertanian dan Perkebunan 

03. Perikanan 
Jasa Kontruksi 
BBM 

14,000,000 
8,500,000 
6,500,000 

11,000,000 
8,500,000. 

~~-:---.c-.-----J...g; 

16,000,000 
9,500,000 
7,300,000 

15,650,000 
12,750,000 

II. Biaya Usaha 

Ill. 

IV. 

Blaya Operaslonal 
IRsonc,•na Pendapatan Kotor Usal!a 

IRe•nc:ana Blaya Adm & Umum 
. Adminlstrasi & A TK 
lnsentif Pengurus & Pengawas 
Rapat - Rapat 
Lain- lain 

I Re•nc:ana Pajak Usaha Koperasi 
IReonc:ma SHU Bersih setelah Pajak 

600.000 
5.600.000 
195.000 

850.000 

PENGURUS KOPERASI PERKEBUNAN " BUPULU'LOMOUR " 

20,350,000 
12,500,000 

9,500,000 
18,300,000 
22,570,000 

1.500.000 
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1141432 

AKTA PEMASUKAN 

DALAM PERSEROAN TERBATAS 

' 
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1141432 

AKTA PEMASUKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS 

No ........................................... . 

Pada hari ini, hari ................ , .......... tanggal ... , ............................... 19 ...... . 
datang mengha;;iap kepada kami .......................................... , ................... , ............ . 
Cam at, Keeala Wilayah Kecamatan ......... , ...................................................... .,. l) 

Oleh Menteri Dalam Negerl dengan surat~keputusannya 
berdasarkan ketentua:1 dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1

) 

tanggal ............................................. 19 ........ Nomor ........................................... . 
Agraria No. J0/1961 bertindak 1) sebaisat 

ditunjuk 
penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan 
Pcrncrintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran T;m.ah untuk Wilayah 
............ , ..................................................................................................................... .. 
dengan dihadiri oleh saksi-.sakst yang kami kenal/dipefkenall::an kepada kami 1

) 

dan a.kan disebutkan dibagian akhir akta ini : 

I. . ...... , ................................................................................................. , ........... .. ,, 
............................ ...... .............................................. ..... ....... .................. ..•• ..... '1) 

Selanjutnya disebut yang melak:ukan pemasukan atou Pihak Pcrtama; 

II. . . .... ........... .... .......................... ... ................. ..... ,,, ............................................. . 

...... ,,, ...................................................................................... '''"'""""''" ..... . 
"''''"'"'''''"'"'•····"""""'"' .................................................. " ........ , ....... , .......... . 
...................................................... , .... """"'"' ........... , .............................. ''''"" 
Sehmjutnya fiisebut yang menerima pemasukan a tau perseroan. Pihak Kedua; 

7) 

2) 

7) 

2) 

" 2) 

>) 

2) 

Para penghadap menerangkaf'J, bahwa pihak pertama dengan 2kta ini me~ 
masukkan kedalam perseroan terbatas : .............................................................. .. 
berkedudukan dl ........................................ dan perseroan menerima pemasukan 
dnri pihak pertama ; 

sc~agian 1 ) dari tanah H a k 
se 1 ang 

· terletak di : 

Daerah Tingkat I 
Daerah Tingkat II 
Kecamatan 
D e s a 

diutaikan dalam gambar situasi 
Iuas tanah 
bcrukuran panjang kurang-lebih 

lebar kurang-lebih 

. . ....................................... .. No ........................... .. 

····· .......................................... . 
................................................. 
................................................ 
tgl ................................... No ................ '> 
..... -..... , { ............................. : ........ )meter; 3 } 

........... ( ...................................... ) meter~ 3 ) 

........... { ...................................... )meter; 3 ) 
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p~;rs.H nomor Dufinr ............ , kohir rwtnor .................. , blo~ ,. ..................... . 
dan berbatasan di scbelah 

t_lt:~ra 

Timur 
Se!atan 
Barnt 

Sdanjutnya para penghadap mencnmgkan ; 

" ,, 

bahw:r pcmasukan dalam perseroan tcrbatas ini meliputl pula brmgnnan yang ada 1 > 
di atas hmah tersebut, yaitu bcrupa : .................................................................. .. 

bahwa pemasukan dalam perseroan terbatas ini dinilai dengan harga Rp .................... . 
( ..................................................................... , ............................................................ ) 
bahwa plhak pertama mengaku telah menerima ................................................... .. 
saham dalam perseroan terbatas : ........................................................................... . 
semuanya dengan harga nominal Rp ............................... ( ..................................... . 

... . ... .. ... .... . . ..... ....... ... . " ............ "" ................... "." ................................... " ........... " ...... ) 
dan untuk pcnerimaan saharn-eaham itu akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan* 
nya; 
b;thwa pcmasukan dulam perseroan terbati.ts ini dHakuknn dengan syamt-syarat 
scpcrt1 berikut 

~asal I. 

Mulai hari ini tanah-hak/dan bangunan 1 ) yang diuraikan dalam akta ini telah 
d!serahkan kepada perseroan, yang mengaku pula telah mener!rra penyerahan 
itu dan :.'Cgo1la keuntungan yang didapat dari sertil. segala kerugian/beban yang 
diderita atas tar.ah-hak/dan ban gun an 1

) terse but di atas mcnjadi hak/tanggungan 
perscroan sebagai pemilik sah. 

Pasal 2. 

Pihak pertama menjamin, bahwa tanah-hak/dan bangunan 1 > terse but di alas 
tidak dikQnakaP sesuatu sitaan atau tersangkut sebagni tanggungan untuk sesuatu 
piutang atau diberati dengan beban-beban !ainnya. 

Pasal 3. 

Jika perseroan tidak mendap:at izi11 dari instansi pemberi izin yang berwenang 
untuk menerimil pemasukan tanah~hak terse1mt schingga pemasukan ini menjadi 
batat, m<Jka penglkut-sertaan pihak pcrtama d<~lam perseroao dinngg<lJ) tidak pemah 
terjadi dan dengan demikian perjanjian inlpun diangg2p tidak pernah diadakan. 
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................................ 4) ...... "'''"'' '("'"" .. "" .. "'" ......................................... "" "' "'"" 4) 

....... '""" ............................................ ······ ................. ' .................... ., .................... "" ,, 

............................... "''' .. , .... ······ ........................................... ' ................................... . ,, 
'" ................................................ " ............. ., ...... """' ............. " ......... " ......... , ........ .. 

D<:mikiunlah <Jkt;l ini dibuat di h:hlapa:n ....................................................... . 

................... .,, ................ ,,,..,· ................................................................................ .. ,, 
$) ......................................... """""'" ............... "" ............................................................ . 
$) .......... '""'"''"' ........................................................................................... ' ............ .. 
$) ............................................................... '"'' ............................................................ . 

YANG MELAKUKAN PEMASUKAN 

( PIHAK PERTAMA) 

YANG MENEI>.IMA PEMASUKAN 

( PERSEROAN ) 

' 
( .................................................... ) ( ...................................................... ) 

PENJABAT Pembuat AKTA TANAH. 

( ........................................................ ) 

SAKSI · SAKSJ : 

1. ................................................ 2 . .. ...... ' ............................ """ ............ . 
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Keteranpan : 

L Yang lidak perlu dicoret. 
2, Diisi nama, ~,;.mur, kewnrganegaraan, pekerjaa.n, tempat tinggal jika ia.bersuami 

disebutkan juga keterangan diatas mengenai suaminya, 
3. Diisi nama, jabutannya pada Perseroan dan tempat kedudukan Persqroanny!L 
4, Diisi dan diuraikan sebagaimana mestinya jika diperlukan. 
S. Ruangan ko:;ong disediakan bilamana diperlukan tambahan syaratwsyaratnya, 
6, Diisi nama, umur, kewarganegaraan, · pekerjaan, tempat tinggal para saksi. 
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T AH.>U' PER TAl<E 

T~'-1-L-U' F..ETI G.I't 

TAHAP Y.EENf\,\! 

T.i\.HA? F.ETLJJL1f 

C ATAT A.":\: · l'':J'i ''"'\'-'~~~.,. - • ··:- 1 ~··~ ..,,.~~. • :·;,-. !3iq l';;·· ,_, •'iptr'n~'lP dl1U<J" •7il1 dia~~·': - • • .. ·- ' .... . •<- "----- '"'' <' ,, •• • :;. ~· . • - ' ' -- - ···--
_'/'. 

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH UI, 2009



1. INFOR?.1ASI LA.I-IAK :-'.LJ.-\_L-"_FJ : 1}-;'FORtJ_,(SI ~IENGEN.AI LAHAN YAJ'iG 
MENY.'h,GKFT KOND!SI FISIK L!\.H.A..."', 
?ENGGlT'JA!\N TANAH, ~-LA.SALi\11 SOSJAL 
EKONOJMI YAI-iG DISt\.i'VIPAJK.<\.N KEPADA 
lNVESTOP.. 

1. J/JN U~AHA PEKK£ll\i., _ 1.:" :cO .·• L:\R : .AJJALAH IZlN TEI<TULIS YANG W.A...1JB D! 
~!IllKI OLEHPE!lUSAHAAN UNTUK 
DAPAT MELAKUKAN USAHA BUD! 
DAYAPE!lKEBUNANDA."l ATAU USA!LA. 
JI-!DUSTRL 

3. IZIN LOKASIADALAH : IZJN Y.'\.i'\G DlBE!llKAN KEP ADA PE!lUS.i\.HA.i\.N 
iJNTUK lHE!V!PE!tOLEH TAN!I.H SESUAI TATA 
RUANG WTL'\ YAH, YANG BE!lLAKU JUGA 
SEE.AGAIIZJN PEMINDAHAN H.<\K T.'I.NAH YANG 
DIPE!lOLL'iSECARAMUSYAWARAHMUFAK•.T. 

'' RGU ADAL\.H 

• HM AD AL!\H 

·<"-'"" "T>\T •>q S.ll - o..t./-""LL.'"U-

: B.AK li"J-;TIJK MENGGSAR~'I TAN.i\11 Y A.'-:G DJJ:W.A.SJ'.J 
LA,'fGS1JNG OLEH'l-i'EGi\.RA UNTUKKEPERLU.i\.N 
PERTAN!A"l,PERh"EBINAN,PETERN.'\K.i\.ND;INPERIKAN.AJ•! 

· H.<\K TURUN- TR.\l1JRUN, TERKUATD.tl.l'\!TERPEJ\'l!HYANG 
DAPAT DIPlJ:NY.41 OlE..'! SETIAP ORANG I WNl 

- Tftl'i""P A ADA JANGK~~- ~ .. V.-1.KTU. 
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I 

Surat !zi.tl yang su(rllh 
dit1illda t:n.tgal~i 

j :: 

' i 

i . 

.. ? 
' .--~--~-~-------: 

B -··. :· I· K J A 
·-·-·-··-'-, ---·---

: T ::~:r :,;_;::;~:;. P e!·:r, -:• >--~~\~: :· 
'.·,(' !5:1 . .f'!" ·:J . ...l • .!,. 

L::mpiraf1 PennQ:h{tttat~ 
1. Surat Pernw-h;:.r,au 
"? Pi.!t3Uk~d 

3-. KTP Pemoh{fn 
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llliL'P 
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PERA'!URAN PEMEHINTAH REPUBlJK INDONESIA 
NOMOR 33 TAHUN 1998 

TENTANG 

MODAL PEN'IERTAAN PADA KOPERASI 

Menimbang : 

a. bahwa l1oparasi sebagai gernkan ekonom[ rakyat dan 
seOO.gal badan usaha perlu mengembangkan diri dan 

mernpcrluas kegiutan usahanya dalam r<!;ngka 
meningkatkap perananya secarn aktif dalam kegiatan 

perekonomian; 

b. bahwasehubungan dengan hal tersebu!, koperasi perlu 
mernperkuat struktur permodalannya rnelalui 
pemt.pukan modal dengan menyertakan p!h2.k lain 

dalam pennodalan koperosi dalam bentuk medal 
pen).o"e~n; 

c. bahw\'1 berd3sarkan pqrlimbangan terse but. di~::.dang 
peri\J rnengat:.Jr penyP-Ie:nggaraan modal pen).'ertaa:-J 
pada koperasi dflfam Pereturan Pemerintah; 

Mengingat : 

l. PasaJ 5 ayal {2) Undarg~Undang Dasar 1945; 

2. Undang.undang Noffior 25 !'.;hun 1992 lentang 
Perkoperasian (LN Tahun 1992 Nomor 116. TLN 
Nomor 3502): 

Citro Umbem - 223 

Prospek Permodalan..., Yustina Pratini, FH UI, 2009



MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH 
TENTANG MODAL PENYERTAAN 
PADA KOPERASI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan : 

I. ~:Modal penyertaan adalah sejumlah uang a tau barang 
modal yang dapat dinilai dengan uang yang 
ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan 
memperkuat struktrur permodalan koparasi dalam 
meningkatkan kegiatan usahanya. 

2. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modc\1 
penyertaan pada koperasi. 

3. Koperasi ada[ah koperasi sebagaimana dimaksud 
da!arn Undang-undang Nomor25 Tahun 1992-Tenlang 
Perkoperasian. 

4. Menteri adalah menteri yang be~tanggung-jawab 
dalam pem'oinaan dan pengembangan koperasi. 

BAS II 
SUMBER DAN TATA CARA PEMUPUKAN 

MODAL PENYERTAAN 

Pasal 2 

Modal koperasi t€rdiri dari : 

a.· moda! sendi:i; 

b. modal pinjaman; 

c. modal pen~:ertaan. 
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Pasal 3 

!Jntuk memperkuat sh-...J!dur perrnodalan, koper<!si dapa( 
memupuk modal melalui modal penyertaan y<~ng 
berasal dari : 

a. pemerintah; 

b. anggota masyaraka!; 

c. badan usaha dan 

d. badan-badan lainnya. 

Pasal 4 

Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan 
pe~anjian antara koperasi dan pemodaL 

Pasal 5 

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
sekurang-kurangnya memuat : 

a. 

b. 

'· 
d. 
e. 

nama koperasi dan pemoda!; 

besa'mya modal penyertaan: 

usa~a hak dan kewajiban pemodal dan koperasi: 

pengelolaan dan pengawasan: 

hak dan kewajiban pemodal dan koperasi 

f. pembagian keuntungan; 
g. tata cara penga\ihan modal penyertaan yang 

dimiliki pemodal dalam koperasi; 

h. perselisihan. 

(2) Perjanjiun sebagaimana diamksud ayat (1) dibuat 
secara tertulis. 

Pasal 6 

Untuk memupuk modal penyerlaan, koperasi sekurang­
kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Ielah memperoleh status sebagai badan hukum; 

b. membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan 
dibiayai modal penyertaan; dan 

c. mendapat persetUjuan Rapat Anggote . 
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BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 7 

(1) Pemodai turut menanggung msiko dan bertanggung 
jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayaj modal 
penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang 
ditanamkannya dalam koperasi. 

(2) Ketentuan sebagaimana diniaksud dalam ayat {1} tidak 
berlaku dalam hal pemodal turut serta dalam 
pengelol~cm usaha yang dibiayai modal penyerlaan 
dan atau turut menyebabkan te_ljadinya kerugian usaha 

:yang dibiayai modal penyertaan terse but 

Pasal 8 

femodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha 
yang dibiayai modal pei1Yertaai"l~ · · 

-.... 

BAB IV 
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

Penempatan dan pengadministrasian modal penyertaan 
pada koperasi : -

a. tunggal usaha dilaksanakan dalam satu pembukuan 
dengan pembukuan koperasi; 

b. serba usaha dilaksanakan dalam masing-masing Unit 
Usaha Otonom. 

Pasal 10 

(I) Pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan 
pEmgawasan kegiatan usaha yang dibiayai modal 
penyertaan. 

(2) Keikutsertaan Pemodal dalam pengelolaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (I) 
di!aksanakan berdcisarkan perjanjiail yang disepakati 
kedua beJah pihak. 
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Pasal 11 

(1) Rmgelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan 
dapat dilakukan o\eh Pengurus a tau Pengelo]a. 

(2) Untuk koperasi serba usaha. pengelo!aan usaha yang 
dibiayai modal penyertaan dilakukan o!eh Pengelola. 

Pasal 12 

(I) Pengurus a tau Pengelo!asebagaimana dimaksud dalam 
Pasall1 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran bagi 
usaha yang dibiayai modal penye·rtaan untuk 
mendapat persetujuan RapatAnggota. 

(2) Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
sebagaimanadimakSud dalam ayat (1) Pengurus alau 

Pengelola dapat mengikulsertakan Pemoda!. 

Pasal 13 

(1) Dalam Rapat Anggota. Pen gurus dapat mengundang 
Pemodal untuk memberikan saran dan pendapat 
mengenai usaha yang dibiayai oleh modal 
penyertaan. 

{2) Pemodal tidak mempunyai hak suara dalam Rapat 
Anggota, dan tidak turut menentukan kebijaksanan 
koperasi secara keseluruhan. 

Pasal 14 

(1) Pengurus atau Pengelola usaha yang dibiayai modal 
penyertaan wajib menyusun laporan tertulis mengenai 

kegiatannya sebagai bahan pembahasan dalam 
Rapat Anggota. 

(2) L.aporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 
{1) wajibdisampaikan pulakepada Pemodal. 

(3) Ataspennohonan tertulis dari Pemodal, Pengurus, a tau 
Pengelola J!lemberi izin kepada Pemodd untuk 
memeriksakan pembukuan usaha yang dibiayai modal 
penyertaan, risalah Rapat Anggota yang berkaitan 
dengan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan 
daftar Pemodal. 
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Pasal 15 

Koperesi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal 
penyertaan wajib menyampa.ikan laporan berkala 
kepada Menteri. 

BAB V 
PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN 

Pa~al 16 

(1) Pemodal dapat mengalihkan modal penyertaan yang 

dimilikinya dalam koperasi. 

(2) Modal penyertaan yang akan dialihkan sebagaimana 

dlmaksud dalam ayat (1) wajib ditawC'Jrkan terlebih 

dahulu kepada Pemodallain dalam modal penyertaan 

atau kepada koperasi, melalui R:mgurus a tau Pengelola. ... 

(3) Dalam hal Pemodallain dalam modal penyertaan a tau 

koperasi tidak mengambil alih bagian modal 

penyertaan yang ditawarkan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), maka modal penyertaan tersebut 

dapat ditawarkan kepada pihak lain yang benninat. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Koperasi yang telah menyelenggarakan usaha yangdibiayai 

oleh modal penyertaan pada s~at Peraturan Pemerintah 

ini .berlaku, tetap melaksanakcm kegiatannya dengan 

kefentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2(dua) 

tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Ketentuan lebih Janjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah ini dialur oleh Menteri. 

Pasal 19 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan PemerintaP ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada Tanggal28 Februari !998 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

tld, 

SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta 
pada Tangga128 Februari 1998 
MENTER! SEKRETARIS NEGARA 
REPUBUK INDONESIA, 

tld, 

MOERDIONO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1998 NOMOR 47 
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PENJELASAN 
AlAS 

PERATURAN PEMERlNTAH REPUBUK lNDONES!A 
'NOMOR 33 TAHUN 1998 

TENTANG 

MODAL PENYERTAAN PADA KOPERAS! 

UMUM 

Dalam menghadapi pasar bebas, koperasi sebagal 
gerakan ekonomi rakyat dan sebagai baden usaha. 
harus mampu b~rperan serta. dalem kegiatan 
perekonomian. 

Untuk itu, Pasal42 Undang·undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Petltcperasian telah menG:~kan bahwa 
kopcrasi selain memupuk modal sendiri. dapat 
melakukan pemupukcm modal yang be rasa! dari modal 
pe:nyertaan baik yang bersumber dari Pernerintah 
mallpun dari masyardkat, daiam rangka. mempe.rkuat 
kegiatan usaha koperasi. Ketentuan tersebut menjadi 
dasar dan kekuatan hukui'J'I bagi koperasi untuk 
memperoleh modal penyertaan guna menarnbah dan 

memperkuat slruktur modal koperasl. 

Atas dasar tersebt:l maka pelaksanaan modal 
penyertaan pada koperasi perlu diatur secara khusus 
dalam Peraturan Pemerintah guna memperteges 
kedudukan modal peoyertaan pada koperasi dan 
memberikan kepas!ian hukum bag[ pemodal dan 
koperasi. 
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Ruaturan Pemerintah in! mengatur prinsip-piinslp 
modal penyertaan yang meliputi sumber modal 
penyertaan, petjanjian sebagai dasar penyelengga. 
mannya, hak dan kewajiQ.,n, pengelolaan dan 
pqngawasan, ~ngalihan modal penyertaan dan 
ketm.tuan pen:1lihan bag\: koper-:lSi yang selama ini teltth 
m~enggarakan usaha yang dibiayal <Jieh modal 
pen)l<!rlaan. 

Seka1ipun modal. penyertaan di~n bErdasarkan 
perjanjlan antara koperasi dan Pemodal, teta1)i S~;"bagal 
bagian dari koperasi hal ini tidak tedepas dan 
pembinaan Meot~rl yang bertanggufl(J jawab dalam 
p43mbinaan dan pengembang~::~n koperasL Oleh 
kamnanya, F\'!raturan Pemerintah ini juga nuoeng<.ltur 
koperas:i yang menyelenggarakan u.saha. yang dibiay<:~i 
modal pen~rtaan untuk menyampi!.'likan laporan 
berkala kepada Menteri yang bersangkutan. 
Selanjutnya pengaturan !ebih lanjut yang diper!ukan 
bagi pelaksanaan Peraturan Rrlmerintah ini dttatapkt<Jn 
olehManteri 

PASAL DEMI PASAL 

Pasall 
CukupJelas 

Paso)2 
CukupJelas 

PasoJ3 
CukupJelas 

PasoJ4 
GukupJelas 

PasoJ5 
Ayat(l) 

' -

Sekalipun Peraturan Pemerintah 'ini banya 
mencantumkan syaret minimal isl perjanjian 
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antara koperasi dan Pemodal, namun perjanjian 
ini perlu mengalur s~ra Jebih jelas dan rinci 
mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme 
hubungan antar para pihak yang terlibat dalam 
modal penyertaan. Hal ini penting karena 
pe!janjian te~Sebut merupakan dasarpenyelengga­
raan modal penyertaan. 

Ayat(2) 

Pasa16 

Pe!janjian dalam hal ini dapat dibuat di hadapan 
notaris atau secam bawah Iangan. 

Hurufa 
CukupJelas 

Hurufb 
RenCana kegiatan ini harus rnemberikan 
ga~aran tentang kelayakan usaha yang akan 
dibiayal modcl.penyertaan. 

Hurufc 
CukupJelas 

Pasal 7 
Ayat (I) 

"Nilai" dalam hal ini merupakan l:les~mya uang 
atau nilai barang modal yang ditanamkan. 

Ayat (2) 
Dengan ketentuan ini, maka Pemodal yang turut 
serta dalam pengelolaan dan turut menyebabkan 
kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan 
bertanggungjawab tidak saja terbatas pada dana 
yang ditanamkannyasebagai modal penyertaan, 
tetapi dapat melebihi jumlah tersebut, sesuai 
dengan besamya kerugian yang diakibatkan 
karena kesalahannya. 

Ketentuan inijuga berlalru meskipun Pemodal tidak 
turutsecaralangsu.-.,gPalampengelolaan, namun 
Pemodal yang bersangkutan dapat dibuktikan 
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berperan Cla1am penentuanjalannya pengelolaan 
usaha yal).g_9,_ibiayai modal penyertaan dan 
me~yebab~ kerugian tersebut 

· PasaiS 
CukupJelas 

Pasal9 
Hurufa 

CukupJelas 

Hurufb 
Dengan ketentuan ini maka modal penyertaan 
dalam koperasi serba usaha hanya dapat 
dilaksanakan dalam Unit Usaha Otonom. 

Unit Usaha Otonom adalah unit usaha yang 
merupakan bagian dari koperasi yang dike! ala 
secara otonom, mempunyai Pengelola, neraca 
adaministrasi usaha dan An~n Rumah Tangga 
tersendiri. 

PasallO 
CukupJelas 

Pasa!!l 
CukupJelas 

Pasail2 
Ayat (I) 

CukupJelas 

Ayat(2) 
Keikutsertaan Pemodal dalam penytisunan 
Rencana Kerja dan Anggaran dimungkinkan 
karena hal ini berkaitan dengan penggunaan dana 
yang ditanamkannya dalam koperasi sebagai 
modal penyertaan. 
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Posoll3 
Ayat(l] -~ 

lihai pliiijol~ Pasal!:i ayat (2) 
Ayat(2) 

CukupJelas 

Posol !4 
CulrupJelos 

Pasall5 
Cu!rup Jelas 

Posol!6 
Culrup Jelas 

Posol17 
Cul<up Jelas 

Posol!B 
CukupJelas 

Pasall9 
CukupJelas 

TAMBAHAN LEMilARAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3744 
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